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ABSTRAK

(A) Nama™NIM : Hendra Dinatha/201 1010262049
(B) Judul Tesis : Konsep Welfare State Studi Penerapan Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.
(C} Jumiah Halaman: 177 halarman
(DY) Kata Kunci : Penanaman Modal Asing, Negara Kesejahteraan
(E) Isi Abstrak : Lahimya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang
Penanaman Modal merupakan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945,
menyebutkan bahwa mjuan nasional adalah melindung] segenap bangsa Indonesia dan
seluruh wmpah darah Indonesia, dan ontuk memajukan kesejahtersan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melakspnakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka mutlek
diperlukan penegakan hukum dan ketertiban secara konsisten dan berkesinambungan.
Penanaman Modal kKhusunya Penanaman Modal Asing merupakan salgh satu sumber
dayn yang aktif memutar roda perekonomian nasional, Terlepas dari pendapat pro dan
kontra terhadap kehadiran investasi asing, akan tetapi secara teoritis kiranyas dapat
dikemukakan bahwa kehadiran penanaman modal asing di suatu negara mempunyal
manfaat yang luas (multiplier effect) dikarenakan dapat menyerap tenaga kerja di negara
penerima modal, menciptakan demand dalam negeri, menambah devisa, menambah
penghasilan negara darl sektor pajak, adanya alih teknologi (rransfer of rechnology)
dalam rangka mewujodkan kesejahteraan rakyvat dan di sisi lain penanaman modal asing
juga tidak lepas dari orientasi bisnis (bussiness oriented)
(F) Daflar Acuan  : 539 (1972-2013)
(G) Pembimbing  : Prof. Dr. M.5. Tumanggor, S.H., M.5i
Dr. H. Hasbi Hasan, S.H.. M.H.



ABSTRACT

{A) Name/NIM : Hendra Dinatha/201 1010262049
(B} Thesis Title : Applying the concept of Welfare State Studies Law Number 25
Year 2007 on Invesiment.

(C) Mumber of pages: 177 pages

(1) Keywords : Foreign Investment, Welfare State

(E} The Content of the Abstract :
The enactment of capital Investment Act No. 25 year 2007 of 1945, states that the
national goal is to protect all the Indonesian people and the entire country of
Indonesia, and to promote the general welfare, the intellectual life of the nation and
participate in the establishment of a world order based on freedom, abiding peace
and social justice, it is absolutely necessary for law and order in a consistent and
sustainable. Especially Foreign Investment is one resource that is actively tuming
the wheels of the national economy. Regardless of the opinion of the pros and cons
of the presence of foreign investment, but theoretically it can be argued that the
presence of foreign investment in the country has extensive benefits (mudtiplier
effect) because it can absorb labor in the receiving country capital, create demand in
the country, adding foreign exchange, increase the stale income tax from the sector,
the transfer of technology in onder to realize the welfare of the people and on the
other hand foreign investment is also not free from the business orlentation

(F) List of Reference: 59 (1972-2013)

(G) Adwvisor : Prof. Dr. M.S. Tumanggor, S.H., M.Si

Dr. H. Hasbi Hasan, 5.H., M.H.
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembukaan Undang-Undang Dasar 19435, menyebutkan bahwa tujuan nasional
adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan
untuk memajuken kesejohierasn umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikt
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdckaan, perdamaian abadi dan
keadilan sosial, maka mutlak diperlukan penegakan hukum dan ketertiban secarn
konsisten dan berkesinambungan,

Pemerintah telah menyelesaikan rancangan undang-undang penanaman modal
yang baru uniuk mengganti UL PMA 1967 dan UU PMDN 1968 pada tahun 2007.
Usaha ini tidak boleh ditolak atau terlalu diremehkan karena undang-undang yang lama
{yang dulu telah bekerja secara cfektif) sudah berusia lebih dari 30 tabun sampal
dikelwarkanmyva UL yang baru, Sementara itu zaman sudah berubsh banyak. Maka
masuk akal kalau kedua undang-undang itu ditinjau kembali. Di lain fihak, ada beberapa
prinsip atau kebutuhan zamaen yang masih sema. Misalnya, penanaman modal (asing)
masih tetap diperfukan, baik untuk menunjang proses pertumbuhan ekonomi Indonesia,
maupun untuk menopang ekspor, baik yang non-migas maupun migas'.

Lagipula, scktor yang paling mencemaskan investor (PMA) yang baru adalah
sckior perburuhan dan perpajakan. Hubungan wewenang sntara pemerinigh pusatl dan
daerah yang sedang berubah dalam pelaksanaan undang-undang otonomi daerah juga

| Surmaniors, Kerjarima Parungan dengan Modal Azing, (Bandung: Ahemni, Cet ke-1, 1984, him, 17
|



membingungkan para investor. [nvestor sekurang harus mencari ketcgasan dari
pemerintah pusal atan daersh. Banyak urusan di ates kerfas sudah dilimpahkan ke
daerah, misalnya urusan kehutanan, namun dalam kenystaannys masih tetap dikontrol
oleh pusar.

Beberapa prinsip yang mau ditegaskan di UU Penanaman Modal yang baru ita
bisa disambut baik. Misalnya, perbedann perlakuan terhadap PMA dan PMDN yang
pada prinsip telsh dihapuskan. Di undang-undang tshun 1967 dan 1968 masih cukup
banyak perbedaan. Misalnya PMDN jauh lebih bebas, di lain fihak PMA mendapat
jaminan hukum terhadap ancaman nasionalisasi. PMA juga mendapat jaminan hak
transfer keuntungan dan modal pokok (pads repatriasi). PMDN tidak, oleh karena
perbedaan penting vang bersifat moncter antare PMA dan PMDN adalah semua
penanaman modal PMA dilakukan dengan devisa, sedangkan PMDN  melakukan
investasi dalam rupiah. Akan ictapi rezim devisa Indoncsia sangat bebas schingga
perbedaan ini dalam prakiek juga tidak penting’,

Sejumilah bidang masih akan tetap tertwtup unfuk PMA, tetapi penutupan
bidang harus berdasarkan produk hukum (vang dalam kenyatasnnya diatur dalam
bentuk Peraturan Presiden). Tetapi, jumlzh bidang ini semakin sedikit. Sektor pelajayan
umum (pubdic wiilities) dulu tidak terbuka bagi modal asing, sekarang modal asing
boleh ikat menanam modalnye di jalan tol, perusahaan telpon, air minum, dan
sebagninyn.

Penanaman modal masih biza dibedakan antara penanaman modal secara
langsung (direct investmenis), atau juga dalam bentuk porifolio investments, atau

penyeriaan modal saham (tanpe mayoritas). Perbedaannya adalah tingkat kekuasgan.

! Sunarjati Hartono, CFO, Beberapa Maswiah Transmasionsl dalam Pengnaman Modal Asing df
fndonesia, (Bandung: Binagipta, Cet.ke-1, 1972}, hlm, 59



Pada direct investmenis fihak asing itu menguasai pengelolaan perusahasn, sedangkan
pada portfolio investments tidak”,

Unsur yang sebetulnys lebih penting adalah sentimen nasional, vang di
Indonesia sentimen nasional terhadap sesuatu vang “asing™ sering ambivalen, tidak
menolak akan letapi menerime dengan perasasn was-was, Asing disamakan dengan
“besar”, sangat berkuasa, schingga mudeh menyaingi dan mematikan pengussha kecil
yvang pribumi. 1% zaman Suharto maka sentimen ini  ditekan I;amnp tidak
menguntungkan pembangunan ckonomi, Tetapi, di zaman demokrasi sentimen ini lebih
leluasa, Dapat dilihat sckarang di bidang pertambangan. Disamping i jugs pernsh
dalam pertemusn CGl yang menjadi salah satu perhatian adalah kualitas investasi di
Indonesia. Forum melihay, adanya pergeseran investasi dar sekior keuangan ke sektor
properti, seperti pembangunan pusat-pusat perbelanjaan dan apartemen.

Yang lebih penting adalah bahwa undang-undang penanaman yeng baru mau
menckankan kedudukan BKPM scbagai ome-stop-service, vang menguntunghkan
penanam modal karena menghemat wakiu, Akan tetapi di praktek tidak bisa berlaku,
Lebih-lebih kalau kepala BKPM bukan berstatus menteri dan tidak terfalu berwibawa,
Berangkat dari kondisi-kondisi di atas, Keppres No. 29 tahun 2004 beriojuan untuk
menjamin kepastian investor dalam berinvestasi di Indonesia. Sistem Pelayanan Satu
Atap ini dihorapksn dapat mengakomodasikan keinginan dunia usaha untuk
memperoleh pelayanan vang lebih efisien, mudah, cepat, dan tepal. Sehingga, dengun
didukung oleh kondisi ekonomi makre yang membaik seat ini, adanya Keppres No. 19
tahun 2004 diharepkan dapat menarik dan mempercepat masuknya investor di

Indonesia.

! Bunarfati Hartono, CFG, Masalsh-Masaleh' dalom Joint Ventures amiarg Modal dsing dan Modal
Fndonesia, (Bandung: Alumni, Ed ke-1, 1974], him. 98



Salah satu hal yang menjadi kekhawatiran para investor itu adalah kepastian
dan prediksi hukum, yang terutama sangat penting bagi investor dalam indusiri modal
sepertl infrastrukiur dan pertambangan. Itu sebabnya, sungguh tepal jika pada hari
kedua konferensi tersebut, Menterd Kehakiman dan HAM menyampaikan makalahnya
vang berjudul "Kepastian dan Prediksi Hukum™",

Menteri Kehakiman dan HAM harus meyakinkan peserta bahwa hukum dan
masyurakat ditempatkan untuk memastikan adanya kepastian dan prediksi hukum. Jika
Menteri berharap dapat meyakinkan pama investor, ia harus menjelaskan apa vang
dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan beberapa masalah yang terkait dengan
mvestasi, misalnya isu Teluk Buyat yang telah menjadi salah satu kontroversi bisnis
terpelik 2004, baik di dalam maupun luar negeri. Kasus ini mungkin satu dari beberapa
kasus vang telah mengemuka dalem beberapa waktu terakhir, dan bukan tidak mungkin
menjadi perhatian schagian besar peserta vang hadir dalam konferensi.

Kasus Teluk Buyat dimulai pada Juni 2004 ketika beberapa penduduk Buyat di
Manado melapor ke Polisi perihal aktivitas pertambangan emas milik PT Newmont
Minahasa Raya (NMR). Polisi kemudian menyelidiki laporan tersebut dan
menyimpulkan bahwa NMR bersalah telah melakukan pencemaran lewat buangan sisa
produksinya di Teluk Buyat, Kabupaten Bolaang Mongondow. Berdasarkan kesimpulan
it polisi lale menahan lima karyawan NMR, masing-masing satu orang Warga negara
Amerika, sam orang warga Australia, dan tiga orang warpa ncgara Indonesia, karcna
telah melanggar UU Lingkungan Hidup.

Dalam perkembangannya, Polisi saat ini berusaha meyakinkan Kejaksaan

Tinggi Sulawesi Utara untuk menerima kasus it dan menuntut kelima pekerja NMR,

“Indnesion Mining Asstcialion, I8 Farnir] 215, hipzwww i
api.com/news php?pid=598& sct=detall, diakses tanggal 15 Agustus 2014, jsm. 13.00



termasuk presiden dircktumya, Richard Ness, yang tidak ikut ditahan karena alasan
keschatan, Kemudisn timbul masalah ketika NMR mengsjukan praperadilon ke
Pengadilan Megeri Jakaria Selatan untuk menyatakan, penyidikan yang dilakukan polisi
tidak sah. Upaya ini berhasil dan pada 23 Desember 2004 pengadilan memutuskan
polisi telah melakokan penshanan dan penyidikan tidak sah. Putusan ini seharusnya
menjadi dasar bagi polisi untuk tidak melanjutkan upayanys agar pihak kejaksaan
menerima kasusnya, karena penyidikannya telah dinyatakan tidak sah. Seharusnya pula,
setelah putusan pengadilan melakukan cekal perjfulanan terhadap keenam orang tersebut,
vang pernah diajukan polisi, seketika dicabut. Yang terjadi justru polisi masih berusaha
agar kejoksaan menuntul para karyawan tersebut, Polisi juga tidak mencabut cekal
perjalanan vang diberlakukan terhadap mereka Tidak hanya itu, polisi juga telah
mengeluarkan dua panggilan agar mereka melapor untuk dilimpahkan ke kejaksaan di
Sulawesi Uara.

Di negara lain dengan kepastian hukum, melawan keputusan pengadilan
otomatis adalah penghinaan kepada pengadilan. Maka sikap di atas menunjukkan bahwa
sepertinya tidak ada seorang pun yang peduli terhadap keadilan dan HAM yang dimiliki
keenam orang tersebut. [su Teluk Buyat menjadi sebuah kasus vang cukup pelik bagi
para investor, karcna dapat berarti cksckutif mercka sccars individual rentan tuntutan
pidana atas scsuatu yang disangkakan telah dilakukan oleh perusshaan. Juga karena
pengadilan tidak dapat memberikan perlindungan terhadap mereka, yang saat ini hidup
di bawah ketakutan polisi bisa menangkap mercka setiap saat.

Berkaca pada isu Teiuk Buyat, bisakah pemerintah menjelaskan dengan baik
kepada investor bagaimana mercka bisa mentoleransi ketidakpastian hukum. Agar

investor tetap teriarik menanamkan investasi di Indonesia, pemerintah memang harus



memberi jawaban dan tindakan yang meyakinkan terhadap berbagal hal yang berkaitan
dengan kepastian investasi, terutama penegakan dan perlindungan hukumnya, Kalau
tidak, yang kemudian tampak dan terjadi adalah tindakan-tindakan yang justru
menunjukkan pemeriniah mengingkari janjinya sendiri.

Mamun sayangnyn, kepastian hubkum hingga sekarang masih belum terbenahi
dengan baik. Hal ini mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum di dsereh, dan pada
akhimya justru sangat menghambal masuknya investasi di daerah. Selain itu, konsepsi
Ketahanan MNasional dengan mengutamekan kescimbangan antara pengaturan dan
penyelenggaraan keamanan di satu pihak dan kesejahtersan mesyarakat di lain pihak
juga masih terabaikan. Bagaimana menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan
ditopang olch peraturan yung mendukung schingga mampu menciptakan kescjahteraan
masyarakat dan juga menciptakan stmbilitas politik guna meningkatkan Kctahanan
Masional,

Hal ini mendorong penulis untuk melakukan penclitian, khusus untuk melihat
dari adanys tujuan negara dalam mensejahterskan rakyatnya dan disisi lain membuka
peluang dan insentif kepada penanam modal asing, schingga perlu dicarikan solusi din
altcrmatif lain. Dalam hal ini penulis berkeinginan uniuk melakukan penelitian dengan
judul “KONSEPF WELFARE STATE STUDI PENERAPAN UNDANG-UNDANG

NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL"

B. Perumusan Masalah
Dengan dilandasi oleh pemikiran-pemikiran vang discsusikan pula dengan
judul yang telash ditetapkan sebagaimana tersebut pada latar belakang di atas, maka

untuk membatasi pembahasan dirumuskan masalah pokok sebagai berikut:



1. Bagaimana Pencrapan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 dalam pelaksanasn
penanaman modal asing,?
2. Bagaimana hambatan atau kendala pemerintah terhadap penerapan Undang-Undang

Momor 25 Tahun 2007 dalam rangka mensejahterakan rakvat.”

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian

n, Untuk mengkaji dan menganalisis solusi hukum mias penerapan undang-
undang Momor 25 Tahun 2007 dalam pelaksanasn Penanaman Modal Asing.

b. Untuk mengkaji dan menganalisis solusi hukum terhadap hambatan atau
kendala pemerintah dalam penerapan Undang-Undang Nomor 135 Tahun
2007 dalam rangka mensejohterakan rakyat.

1. Kegungan Penelitian
a. Kegunaan Secara Teoritis
Sesuai dengan obyck dan permasalahan yang dikemukakan di depan,
maka penlitian ini diharapkan memberikan manfast untuk:

1} Bahan masukan bagi DPR dan juga Pemerintah dalam merumuskan upaya
penyelarasan dan kecadilan dalam pemberlakukan pelaksanaan penanaman
modil asing.

2} Terbentuknya keseragaman perscpsi schbagai standar bagi para penegak
hukum dalam melihat dan memahami konsep kescjohteraan rakyat dengan

penanaman modal asing.



3) Bahan kajian dan juga analisis bagi peminat keilmuan yang berupaya secara
lebih mendalam untuk melakukan penelitieon lebih lanjut tocrhadap konsep
kesejahteraan negara dalam penanaman modal asing.

b. Kegunaan Secars Prakiis

Hasil akhir dari penclitian ini diharapkan dapat memberikan masukan

dan berman faat bagi:

1) Dengan adanya tulisan ini dapat dijadikan sebagasi pencerahan sehingga
masyarakal Indonesia khususnya masyarakat pelaku usaha di bidang
investasi sehingga mengetahui hak-hak dan kewajibannya.

2) Tuntutan reformasi dalam penegakan hukum di bidang penanaman modal
mengharapkan agar masyarakat vang potensial menjadi  investor
mengikuti  ataupun  mendukung kegiatan peningkatan  kesejahteraan
masyarakal.

3) Bagi penegak hukum dan administrator BIKPM dijadikan sebagai acuan
dalam penanganan penanaman modal yang dilakukan serta pencgakan

hukum atas investor dan kepentingan masyarakat.

D. Kerangka Teori

Dalam sustu penelitian kerangka teori menjadi salah satu hal penting dan
dominan, teori tersebut diharapkan dapat menjadi suatu pisau analisa dan memberikan
suatu jawaban terhadap hipotesa yang muncul dalam suatn penuolisan. Untuk

mendapatkan susty arahan dalam pembahasan yang akan penulis tuangkan dalam bab-



bab selanjutnya penulis mendasari analisis yang akan penulis lskukan berdasarkan
kerangka teori sebagai berikut:

Teori Negara Kesejahteraan; Konsep MNegara Kescjahtersan (Welfare
Stare) tidaklah asing di kalangan ahli hukum, ekonomi dan politik. Namun karena
luasnya cakupan maka kajian hukum akan berbeda dari kajian ekonomi dan politik
tentang apa welfare state itu, Setidak-tidaknya ada beberapa pandangan yang satu dan
lainnya berbeda tentang konsep welfare stave sebagaimana yang tegjadi di berbagai
negara. Definisi welfore siate dalem Bfack's Law Dictiomary menyebutkan: Negara
Kesejahtersan adalah suatu bangsa yang pemerintahannya menjalankan berbagai
program asuransi sosial, seperti kompensusi pengungpuran, pensiun, bantuan uang
untuk keluarga, kupon makanan, dan bantuan bagi orang buta atau wli—juga pengertian
kesejahteraan negara schagai pengatur.

Teori Megara kesejahateraan (Welfare State), teori tersebut merupakan
perwujudan dari Grand theory Montesquien yaitu ajaran pemisshan kekuasaan
(separation of power) yang terdini dan kekuasaan legislatif (membuat undang-undang),
kekuasaan cksckutif (melaksanakan undang-undang) dan  kekunsaan yudikatif
(mengadili pelanggaran undang-undang). Trias Politika tidak dapat dilaksanakan secara
konsekuen. Dalam perkembangannva ajaran Trias Politika mi mendapat berbagai
modifikasi terutama melalui pembagian kekuasaan (distribution of power).”

Secara teoritis diungksapkan bahwa kckuasaan itu dapat dibagi dengan
dua cara yaitu:

4. Secara vertikal, pembagian kekuasaan menurut lingkainya maksudnya ialah

pembagian kekussaan antara beberapa tingkal pemerintahan. Carl J.Frederich

* 1B Rbdwan, Hukum Administras] Nepars, (Yogymkarta; UI Press, 2002), him, 12
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memakai istilah pembagian kekuassaan. Ini dapat dengan jelas kita bandingkan antara
negara kesatuon federasi dan konfederasi;

b, Secarm horizontal, pembagian kekuasaan menunit fungsinya. Pembagian ini
menunjukkan perbedaan antara fungsi-fungsi pemerintahan yang bersifat legislatif,
eksekutif dan yudikatif yang lebih dikenal dengan trias politica atau pembagian
kekuasaan (divizion of power).

Seiring dengan perkembangan kenegaraan dan pemerintahan, ajaran
negara hukum yang kini dianut oleh negara-negara di dunia khususnya setelah perang
dunia kedus adalah negara kescjahtersan (welfore siafe). Konsep nepara ini muncul
sehagai reaksi atas kegagalan konsep legal state atau negara penjaga malam. Dalam
konsep lepal stafe terdapat prinsip staots orthouding atau pembatasan peran negara dan
pemerintah dalam bidang politik yang melahirkan dalil “the least government is the besi
governmens” dan terdapat prinsip laissez faire, laissez aller dalam bidang ekonomi yang
melarang negara dan pemerintah  mencampuri  kehidupan ekonomi  masyarakat
(sracnbenoeienis), Akibat pembatasan ini pemerintah atau administrasi negara menjadi
pasif dan oleh karenanya sering disebut negara penjaga malam (nachwakerstaad).
Adanya pembatasan negara, gagasan yang menempatkan pemerintah sebagai pihak yang
bertanggungjawab atas kesejahteraan rakyatnya yaitu welfare.”

Kemudian konsep negara kesejabteraan ini tercermin dalam Pasal 33 ayat
(3) UUD 1945, menyatakan:

“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasal oleh
Megara dan dipergunakan untuk sebesar-besamya kemakmuran rakyat”,

“Ibid. Hlm. 4



konsep welfare state terschut di dalam perundang-undangan kita untuk
pertama kali dikenal dengan istilah “negara pengures”, Negara Indonesia menganut
paham sebagai negara kescjahteraan berarti terdapat tanggungjawab negara untuk
mengembangkan kebijakan negara di berbagai bidang kesejahteranan sertn meningkatkan
kuglitas pelayanan umum (public service) yang baik melalui penvediaan berbagai
fasilitas yang diperlukan oleh masyarakat. Adapun para pemikir ulama mengenai teor
negara kesejahteraan adalah sebagai berikut:
1. Franklin I}, Roosevelt

Rosevelt merupakan arsitek utama kebijakan New Deal, yang terpilih
menjadi presiden Amerika Serikat pada samt krisis depresi besar. Pemerintah
berperan dalam mengembangkan infrastruktur, industri, denpan membangun jaringan
jalan kereta api dan perdagangan lout. Bahkan di era Leissez Faire, teori selalu tidak
sama dengan prakiek, “tiap-tiap kelompok bisnis mencari perdindungan pada
pemerintzh  bagi  kepentingannys, tanpa menysdari bahwa fungsi pemerintah
scharusnya tidak memihak kepada kelompok kecil, tetapi melindungi hak kebebasan
personal dan kekayaan pribadi dari semuos warga negaranya®™,

Roosevelt menolak terkonsentrasinya kekuasaan ekonomi pada sejumiah
kecil perusahaan besar. Kira-kira enam ratus perusahaan mengontrol dus pertiga
industri Amerika, dan sepuluh juta bisnis kecil di sepertiga lainnya. Rosevelt
mengajurkan suatu penilaian bary, agar distribusi kekayaan dan produksi lebih
merata. Pemerintah yang kust harus menjadikan kescjahterasn nasional di atur di
dalam konstitusi agar menyclaraskan kepentingan-kepentingannys  dengan
kepentingan keseluruhan masyarakat. Namun demikian pemerintah dan pihak swasta
tetap menjéga hak individu untuk memenuhi kchidupannya vang lehih layak.
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Pemerintah hanya mengatur kegiatan ekonomi sebagal tindakan terakhir, hanya jika
inisiatif pribadi pagal melakukannya,

Franklin Delano Roosevelt menjadi presiden Amerika Serikat ke-32, dan
memperkenalkan konsep New Deal dalam sambutan pefantikannya tahun 1933
Kebijakan New Deal ini merupakan jalan bagi peran negara dan kekuasaan
pemerintah federal yang kuat, guna mengatasi kesulitan yang ditimbulkan grear
depression, dengan jalan mengeluarkan berbagal kebijakan/peraturan di bidang
perbankan, penanganan keadasn darurat, program penanganan pekerjaan, dan
program pertanian. Pada tahap berikutnyn dicanangkan kebijekan New Deal tahap
kedua, dengan melakukan program persatuan proteksi, social seewrity act, dan
program untuk membantu para bursh tani dan pekerja migran.

Implementasi Kchijakan the mew deal sampai dengan tahun [93%,
schagai konsckuensi paham welfore sare, telah berhasil membantu meningkatkan
taraf hidup orang-orang vyang menderita akibat depresi besar. Perkembangan
sclanjutnya, kebijakan vang dicanangkan Rooscvelt ini menjadi rujukan, referensi
program pemerintah federal untuk memainkan peran negara yang penting dalam
mengatasi berbagai masalah ekonomi dan sosial masyarakat secara nasional.

2. Herbert Hoover

Herbert Hoover sebagai presiden ke 31 Amerika (1929-1933) dikenal
dengan argumennya The Welfare Siate-Road 1o Collectovism pada masa
pemerintahannya mengalami The Grear Depression dan mendapat banyak kecaman.
Dia Menganggap The New Deal Welfare State schagai suatu deviasi yang berbahaya
dalam tradisi kebebasan Amerika, Hoover menitikberatkan perhatiannya pada

pertumbuhan pemerintah pusal dan sebuah birokrasi administrasi vang luas. Hoover
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menyatakan besamya pengeluaran (expendinure) pemerintah federal di mana % nva
adalah untuk membiayai perang yang terjadi sebelumnya dan untuk pertshanan
nasional. Masalah awal dari lahimya kolektifitas adalah meningkatnya pemakaian
pemerintah (governmental spending), besamya jumbah birokrasl, tingginya tingkat
ketergantungan, secarn umum pemerintah fidak meningkstkan standar hidup.
Akhimya, pemerintah harus meminjam, hal ini membuka jalan inflasi. Jalon keluar
vang lain adalah dengan meningkatkan pembayaran pajak. Tingginya pengeluaran
dan pajak menyebabkan ekonomi Amerika terhambat dalam kolektifitas, Sebuah
kolekiifitas ekonomi tidak dapat dalam wakiu yang bersamaan memberikan
kebebasan personal dan konstitusi pemerintah,

Hoover menyatakan konsep welfore siate sehagni penyamaran bagi
schuah negara kolektif melalui suatu pengeluaran rutin, Masalah dari kolektivitas dan
menyalahkan kelompok kepentingan dan politisi yang telah menimbulkan masalah
akibat pertumbuhan sentralisasi pemerintah. .

3. Roscoe Pound {\ mm’) Ay

Sebagai penemu sckolah sosiologi, Pound penganut paham liberal dan
reformis. Tetapi menjadi konservatil tentang welfore stafe, Menurutnya, tidak
masalah negara melaksanakan berbagai pelayanan publik tanpa mengganggu hukum
tradisional, ekonomi politik, dan keteraturan sosisl (social order). Tetapi konsep
bahwa semua pelayanan publik harus dan hanya negara yang menyelenggarakan,
dischutnya sebagai suatu super service state yang dapat menghasilkan totalitarian
siete. Negara yang melakukan semua pelayanan membutuhkan birokrasi yang besar
dan hal ini yang akan menjadikannya totalitarian. Ebenstein menyebuinya sebagai

pelayanan negara (services state) dan bukan welfore stare.
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Welfare state bukan jalan untuk mendapatkan sesustu dengan gratis
tetapi setisp helsi dan welfore harus dibayar. Pajak tinggi terhadap orang kaya.
Pound menyatakan welfore state menjanjikan terlalu banyak yang hanya okan
melshirkan ekspektasi yang secarn politik dan ekonomi tidak dapat diraih, hal ini
akan melemahkan kepercayaan kepada konstitusi dan pada akhirnya menuju pada
iotalitarian siate.

4. A. C. PFIGOU

Pipou meninjou aspek ekonomi dari welfore state. Pigou mengatakan
welfare kadang-kadang hanyalah pemyatsan pikiran (staier of mind). Economic
welfare sebagai suatu kepuasan dan ketidekpuasan yung berasal dari kondisi-kondisi
ketergantungan, sebagian pada jumlah pendapatan, bagaimana pendapatan ini
dialokasikan pada individu, dan bagaimana ini didistribuzikan scpanjang masa.

Pigou melihat welfare state misalnya dalam hal penyedisan akan
kebutuhan kolektif angkatan bersenjata, polisi, pengadilan, pemerintah, gedung
publik. Menurut Ebenstein, welfare siate adalah seseorang yang telah puas dengan
perckonomiannya dalam masyarakat, pengabaian terhadap konflik dirinya dan orang
lain melalui suatu simulasi produksi, peningkatan alokasi pendapatan riil dan perang
terhadap fluktuasi yang besar.

Meskipun  welfore stare  sempat  dipertanyakan  sebagai  langkah
komunisme atau sosialisasi, setelah 30 tahun, Democrats dan Republican percaya
ekonomi  Amerika menjadi  lebih  baik, produktivitas lebih tinggl, terjadi
kescimbangan ekonomi dari berbagai pendapatan yang berbeda. Terbukti welfare
state telah menguatkan demokrasi dengam menguatkan keamanan, harga din,
kebebasan individu.



F. Kerangka Pemikiran

Munculnyas gagasan negara hukum, diawali dengan geraken liberalisme yang
menentang faham mercantilisme,” Paham liberal menolak campur tangan pemerintah
dalam penyelenggaraan kepentingan rakyal atau nepara diposisikan secara pasif
(#taatsonthoudin). Sehingga beniuk pemerintahannya adalah Monarchi Konstitusionil,
dalam arti kekuasaan raja dibatasi oleh konstitusi yang merupakan perjanjian antara
vang memerintah dengan vang diperinteh, Tipe negara dalam sistem ini adalah negara
hukum liberal (Nachtwachter Staar) dan disebut juga negara hukum dalam arti sempit.

Pada perkembangan sclanjutnya paham negara hukum liberal tidak bisa
dipertahankan lagi. Masyarakat menuntut negara unduk tunet campur tangan dalam
urusan kepentingan rakyat, dengan hatasan masih menurot saluran-saturan hukum yang
sudah ditentukan. Tipe necgara ini ialah negara hukum formil.

Pada negara hukum liberal atau negara hukum dalam arti sempit, hamya
mengenal dua unsur yvang penting, yaitu perlindungan terhadap hek-hak asasi manusia
dan pemisahan kekuasaan, Sedangkan pada negara hukum formil unsumya bertambah
menjadi empat, yaito (1) perfindungan terhadap hak-hak asasi manusia, (2) pemisahan
kekuasaan, (3) setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan undang-
undang, dan (4) adanya peradilan administrasi yang berdiri sendiri®.

Terdapat perbedaan antara Rufe of Low menurut sistem Anglo Saxon dan
Rechistoar menurut paham Eropa Kontinental. Perbedaan itw terletak pada tidak adanya

peradilan administrasi yang berdiri sendiri ada sistem rufe of low di Inggris, karena

" Sebelum lohimys paham negar hukum, yang ada peda wakie ity adalsh negars polish (polizel saat),
Tipe negarn podisl ini dibarengl dengan sistem ckonomd srercantifiene yallu afivan yang menghendaki
sunfy nirace perdognngan yang positif (ocilere handelsbalmes). Aliron ini tmbul di Perancis peda
masa pemcrintahan Lodewijlk XV, dengan cir-ciri politik ekspor yang medebibi import, Dengan cara
meninglkatkan industri dalam negeri imfuk diekspor sehanyuk mongkin. Lihat dalan; Moh, Kisoandi £
Hurmaily Ibruhim, “Pemgamtor fwtum Tolg Negorg Todpeesta ™, (fakeria, Pusst Studi HTN-FH UL
1583}, hilm, 154,

" thid, him 157-150
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setiap perkara yang terjadi, apakah vang tersangkut di dalamnya seorang sipil atau
seorang pejabat negara, atao seorang swasta atau seorang militer akan diadili oleh snat
pengadilan yang sama. Selain perbedaan tersebut, terdapal perbedaan substansial
lainnya. Seperti yang telah dikemukskan terdahuluy bahwa Rechistan atau negara
hukum formil adalah sintesa dari negara hukum [iberal atan negara hukum dalam arti
sempil. Artinys, negara boleh campur tangan dalem penyelenggaraan urusan
kemakmuran rakyat dengan dibatasi undang-undang vang telsh disusun sebelumnya,

Di Indonesia pensh dileksanakan simposium mengenai negara hukum pada
tahun 1966 di Jakarta. Dalam simposium itu diputuskan bahwa sifal negara hukum itu
ialah dimana alat perlengkapannya hanya dapat bertindak menurut dan terikat kepada
aturan-aturan yang telah ditentukan lebih dahulu oleh alat-alat perlenghapan yang
dikuasakan untuk mengadakan aturan itu, dengan ciri-ciri khas suatu negara hukum,
vaitu:

1. Pengakuan dan perlindungan hak-hak arasi manusia vang mengandung persamaan
dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi dan kebudayann;

2. Peradilan yang behas dan tidak memihak seria tidak dipengaruhi oleh sesuatu
kekuasaan atau kekuatan apapun jugs;

3. Legalitas dalam arti dalam scgala bentuknya,”

Bentitik tolak dari perspektif negara hukum dalam melihat keberadaan
penanaman modal, maka pemerintah Indonesia harus membuat kebijakannya dalam
peningkatan penanaman modal tetapi tidak menghapus dan mengurangi  tujuan

kesejahicraan.

¥ Moh, Kunnardi & Hormatly Ibeshim, Op. o, lm. 162

OQ XX



Untuk mewujudkan Indonesia sebagai MNepara kesejahteraan fwelfare siate),
yang memiliki tujuan memajukan kesejahieraan umwm dan yang berkeadilan sosial,
maka tugas Pemerintah sdalah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dalam ranghka
mencapai tujuan Negara, Hal ini tidak bertentangan dengan pemikiran alimn hukum
yang menekankan pencapaian kebahagian yang sebesar-besarnya bagi rakyat banyak,
yang dikenal dengan Ulilfiarisnizm. Teorl utiltels menyebutkan bahwa hukum berfujuan
untuk mewujudkan semata-mata apa vang berfaedah saj.u":', Aliran kemanfaatan dengan
semboyan “the greatest happiness of the greatest number” menekankan pentingnya
campur tangan Pemerintah untuk terciptanya kebahagiaan schesar-besamya bagi rakyat
banyak. Baik buruknya hukum dalam pengelolaan perckonomian suatu negers hans
diukur dari baik-buruknya akibst yang dihasilkan oleh penerapan hukum terscbut
Artinys, suatu ketentuan hukum baru dapat dinilai baik bila akibat-akibat yang
dihasilkan dari pencrapannya adalah kcbaikan, kebahapgiasn secbesar-besamya dan
berkurangnya penderitaannya''. Hakikat kebahagian, menurut Jeremy Benthan, adalsh
kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan'?,

Berbagai upaya dapat dilakukan dalam mencapai tujuan negara kescjahicraan,
Salah satunys dan terpenting adalah pengelolaan perckonomian nagional melaksi
kepiatan penanaman modal langsung (dlirect invesrement), vang mengubah kekuatan
ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil. Penanaman modal dan pertumbuahan
ekonomi merupakan dua fenomena yang tidak dapat dipisahkan. Hubungan keterkaitan
tersebut dapat dinvatakan sebagai berikut: “direct imvestement is one of the key foctors

to drive her economic growths. " Kegiatan penanaman modal merupakan salah satu

" Ridunn Syahrani, Rengpkiman fntisar] Nmw Hwkey Citra Acdiea Bakti, Bandung, 2004, him, 22

" Lili Rasyid dan 1B, Wyssa Putra, Fukwer Sebapat Swate Sistem, Mondar Majo, Bandung, 2003, klm,
16117,

" Ridwan Syansni, op, cit. him. 25
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kegiatan strategis untuk memacy pembangunan sekaligus dibarapkan mendorong
tingkat pertumbuhan ekonomi. Dengan kats lain dapat discbutkan bahwa kegiatan
penanaman modal merupakan salah satu mesin penggerak perckonomian suatu negara
termasuk Indonesia',

Di dalam mencapai tingkat pertumbuhan ckonomi schagaimana vang telah
ditentukan sebelumnya, Indonesia membutubkan nilai investasi vang sangat besar .
Keterbatasan kemampuan untuk mengubah ketentuan ekonomi potensial'® menjadi
kckuataan ckonomi riil melalui kegiatan penanaman modal membawa konsekuensi
bahwa pemerintah memeriukan modal, khususnya modal asing. Hal ini vang mendasari
lahirmya Undang-Undang Momor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Melahui
instrumen hukum terscbut, nilai investasi yvang dibutuhkan guna merubah kekuatan
ckonomi potensial menuju kekuatan ckonomi riil diharapkan akan dapat dipenuhi baik
dari dalam negeri maupun luar negeri dan dapat menscjahterakan rakyat secara
keseluruhan.

Y Bri Adiningsih dan Ahmad Adi Mugrobo mengatakan babwa investasd memegsng peranan yang sangat
penting dalam perbangunan ekonomi Indonesia, dengan alasan:
o Investas] dapst menlngkstisn oufpul Semakin bessr outpul maks semakin pesat pertumbehsn
ekomomi Negara Indonesia.
b Invesiasi membaka lapangan kera. Indonesin sebagai Negom dengon jumlsh penduduk yang besar
haras mampu meotuka lpangen kerjo gunn mengengkal kessjahlernan,
o Iquﬂmidm;mh:slﬂhnpn&pn,qummmmhﬁﬂmkaejﬂim
sy Akl
d. Inveatas) mrapakan sumber perorienaan pajak.
Lihat: 5 Adiningsih dan Ahmad Adi Nugroho, Devesieel of fadonerts, ke Daerah vamg Menarik
hitpeferarw majniohtrust.com
" Penjelasan Kemenserinn Megars PPM/Dappenes dapat digunakon sebagai ihastrusi tentang kebutuhan
investasi gune mencapai tingkst pertumbuhon skonomi schesar 6,3% pada tahun 2007, invesos] yang
dibutubkan sehesar Rp, 872 triliun, vang bersal deri Pemerintah sebesar Rp, 129,9 friliun (14,99 don
dari masyarakatl termasuk dunks usals (PFMDN dan PMA] sehesar Bp. T2 triliun (85, %) Lihat: £F
Buernid favestaed Bp, 872 Trilfun, hopsowwe seputsr-indonesiscomy, Jumat 9 febuari 2007,
" Kekustan ekonomi potensial diartikan scbapai kekayaan alam Indonesia yang befum diolsh korens
keterbatazan  model, tcknologi, pengetshushn,  keterampilon, kemampoann  berorganisasi  dan
NS Eme,



G.

iy

Metode Pepelitian
1. Metode Pendekatan Penelitian

Pendekatannya terutama ditempuh lewat pendekatan yuridis normatil dan
yuridis sosiologis yang berfumpu pada data sekunder don ditunjang dengan
pendekatan yuridis historis dan yuridis komparatif,

Pendekaten yuridis normatif digunakan untuk mengetabui sejauh mana
asps-asas hukum, sinkronisasi vertikalhorizontal, dan sistemik hukum diterapkan,
yang bertumpu pada data sckunder.

Pendekatan historis dan pendekatan komparatil’ lebih berfungsi sebagai
unsur penunjang. Pendekatan historis digunakan untuk melihat bagaimana sejurah
hingga munculnya asas negare kesejahieraan sebagnimana dibahas dalam penelitian
ini. Sedangkan pendekatan komparmatif digunakan untuk membandingkan kebijakan
atas peningkatan kesgjahteraan rakyat dan juga peninghkatan penanaman modal
yang berlaku di berbagai negara. Menurut Sosrjono Sockanto, dalam penelitian
hukum normatif perbandingan hukum merupakan suatu metode',

Pendekatan komparatif juge dibutuhkan agar kita mampu mengembangkan
hukum yang lebih baik, menurut Rene David dan Brierey, salah satu manfast
dan arti penting dari perbandingan hukum adaleh dapat lebih baik memehami
dan mengembangkan hukum nasional kita sendiri.”
1. Spesifikasi atan Jenis Penelitian
Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Dikatakan deskriptif,
karena penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara rinci,
sistematis dan menyeluruh mengenai segsla hal yang berhubungan dengan

perkembangan mengenal penanaman modal. Berkaitan dengan ini, istilah analisis

1 ards Maowawi Ariel, Perbandingos Hkwer Pidena, (Jakana: RadjaGrafindo Persada, 2008), him. &,
™ Ihid, him. 1R
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mengandung makna mengelompokkan, menghubungkan, membandingkan dan
memberi makna aspek-gspek kesejahteraan negara dalam penanaman modal.
3. Bahan dan Sumber Data

Penclitian ini termasuk penelitian hukum normatif,"® maka jenis dats yang
digunakan adalah data selunder. Data sekunder yang diteliti adalah sebagai berikut:
4. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, meliputi:

1) UU No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal:

2} UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

3) Perpres Mo.76 Tahun 2007 tentang Kriterin dan Persyaratan Penyusunan
Bidang Usaha yang Terutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan
Persyaratan Di Bidang Penanaman Modai;

4) Perpres No.36 Tahun 2010 tentang Dafter Bidang Usaha yang Tertutup dan
Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan D Bidang Penanaman
Modal;

5) Perpres Mo.16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal,

¢. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan
hukum primer, antara lain berupa: Tulisan-tulisan atau pendapat para pakar
hukum, khususnya pakar hukum dibidang sumber daya alam dan yang berkaitan
dengan penanaman modal.

d. Bahan hukum tersier yang memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai
bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder antara lain:

1) Ensiklopedia Indonesia;

2) Kamus Hukum;

M Soerjono Sockanto & So Mamudil, Pemelitian Hickum Normef, Suaty Tinfawan Stnghat, (Jakaris;
RadjaGrafindo Persada, 1983), him. 12-14
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i} Kamus bahasa Inggris-Indonesia;
4) Berbagai majalah maupun jumal hukum

Pengelompokan bahan hukum tersebut sesuai dengan pendapat Sunaryati
Hartono,'® bahwa bahan hukum dibedakan antara bahan hukum primer, seperti UL,
dan bahan hukum sekunder, misalnya makalah dan buku-buku yang ditulis oleh para
ahli, karangan berbagai panitia pembentukan bukum (Jaw reform organization) dan
lain-lain ™
4, Tehnik Pengumpulan Data

Mengingat penelitian ini memusatkan perhatian pada data sekunder, maka
pengumpulan data ditempuh dengan melakokan penelitian kepustakaan dan studi
dokumen. Di dalam pengumpulan data, sebanyvak mungkin data yang diperoleh dan
dikumpulkan diusahakan mengenai masalah-masalah vang berhubungan dengan
penelitian ini. Untuk mendukung data sekunder tersebut juga dapai dilakukan
wawancara dan atau koesioner dengan pihak-pihak yang berkompeten langsung
dengan masalah vang diteliti,
5. Metode Analisis Data

Analisa dapat dimumuskan sebagai menguraikan atau menguraikan hal
vang akan diteliti ke dalam unsur-unsur yang lebih kecil dan sederhana.”’ Bertolak
dari penpertian ini maka erat kaitannya antara metode analisa dengan pendekatan
masalah.

Penguraian sistematis terhadap pejala dan data vang diperoleh dalam

penelitian  ini, pertama-tama disajikan sejauh mungkin  dikemukakan secara

** Sunarjati Hanono. CFG, Penefition Hukum of indonesia pads Akhir Abad Ke-20, (Bandung: Alumni,
Cetoe=1, 19%4), him. 134,

" Peter Mahmud Marzuki, Penedition Hikwm, (Jakarta: Kencana, 2009), him, 141-143; Lihat juga:; Ronny
Hanitijo Soemitro, metadologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Ghalin Indonesia, 1985), him. 24-25,

Y Gumaryati Hastono, Op.cit. hlm 106,



kuantitatif, Data-data yang diperoleh itu kemudian dianalisa secara kualitatif
normatif. Menurut Scerjone Sockanto, analisa data dapat dilskukan secara kualitatif
maupun  kuantitatif ™ Analisa kualitatif ini dilakukan secara deskriptif dan
preskriptif, karena penelitian ini tidak hanya bermaksud mengungkapkan aiau
melukiskan realitas kebijpkan perundang-undangan (legislatif) schagaimana yang
diharapkan. Dalam melakukan analisa kualitatif vang bersifat deskriptif dan
preskriptif i pun  bertitik tolak dari analisa  yuridis-sistematis  yang  untuk
pendalamannya dikaitkan atau dilengkapi dengan analisa yuridis komparatif dan
yuridis preskriptif dengan tujuan:

#. Analisis Yuridis Komparatif, dengan membandingkan kebijakan legislatif
negara-negara lain dalam memformulasikan mengenai penanaman modal dan
negara kesejahteraan;

b. Analisis Yuridis Preskriptif, untuk mengkaji kebijakan formulasi hukum ckonomi
vang akan datang dalam memformulasikan mengenai penanaman modal untuk
kesejahteraan rakyat,

# Boerjono Sockanto, Pengemtar Penelition Hkom, (Takerta: Ul-Press, 1986), him. 68



BABII

PENANAMAN MODAL DI INDONESIA

A. Pendahuluan

Penanaman Modal mempunym arli yang sanpal penting bagi pembangunan
ekonomi nasional sebagaimana wjuan yang hendak dicapai melalui Undang-Undang
Momor 25 mhun 2007 tentang Penanaman Modal. Dengan diundangkannya UL PM
yang baru tersebut, maka semun undang-undang terdahulu yang mengatur Penanaman
Modal (LU tentang PMA dan PMDN scbagaimana distur dalam UL No. 1/1967 jo No.
11/1970 dan UL No. 6/1968 jo No. 12/1970), dinystakan tidak berlaku lagi (pasal 38
UL No., 25/2007).

ULl No. 25 whon 2007 ini menjadi satu-satunya undang-undang vang
mengatur tentang penanaman modal di Indonesia, untuk melaksanakannya diperiukan
pengaturan teknis melalui peraturan pemerintah dan peraturan pelaksanaan lainnys
sesuai yang diisyaratkan oleh UL PM terscbut. Sambil menanti peraturan pelaksanaan
yang mengatur teknis, maka dalam Ketentusn Peralihan pasal 37 UL No. 25 tahun 2007
dinyatakan: “Semus ketentuwan peraturan perundang-undangan yang merupakan
peraturan pelaksaan dari UL No. 11967 jo No. 1171970 dan UL Ne, 6/1968 jo No.
12/1970, dinvatakan tetap berlaku sepanjang lidak bertentangan dan belum diatur
dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdssarkan ondsng-undang ini”. Untuk
menghindari pertentangan kepentingan pribadi‘golongan atau politis, scbaiknya di
setiap instansi dibentuk suatu Tim Interdepartemen (Interdep) vang mengkaji mana

peraturan yang dianggap relevan dan mana yang tidak relevan lagi,



24

UU Mo, 25 Tahun 2007 ini sudah jelas dan rinci mengatur langkah-langkah
yang harus ditempuh pemerintah untuk dilaksanakan secara konsekuen. Diharaphkan
tidak nda lagi penafsiran yang berbeda dari instansi yang terkait dengan kegiatan
penanaman modal. Terlepas darl berbagai pendapat vang berkembang dalam
masyarakat yang penting analisis yuridis terhadap undang-undang ini harus fair.

Ada tiga pilar (milesione) sumber hukum dalem kehidupan perekonomian
hangsa kita setelsh Pasal 33 UUD 1945, vaitu:

1} Undang-Undang tentang Penaneman Modal (dahuly UL PMA dan PMDN sekarang
LU PM No. 25 tahun 2007);

2) Ul No. 7 Tahun 1994 tentang Persctujuan Pembentukan WTO;

3) LU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,

Ketiga undang-undang ini senantinse harus menjadi pandusn utama dalam
melaksanakan tugas pemerintghan meupun dunia wssha di negara kita ini. Lahimya
Undang-undang No.25 tahun 2007 ini juga mencerminksn pengaturan kedua sumber
hukum lainnya, yaitu; UL No, 7 Tahun 1994 tentang ratifikasi WTO dan UU No. 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dacrah, Meskipun tidak semua hal kits setuju
dengan WTO atau UU tentang Pemerintahan Daersh, tetapi sebagai suatu bangsa dalam
suatu negara hukum, kita mesti menghormati apa pun yang telah disahkan oleh negara
dalam bentuk ondang-undang (Pacta Sunt Famde),

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Penanaman Modal No. 25 tshun
2007, ada beberapa kejanggalan dan langkah pemerintah dalam melaksanakan undang-
undang tersebut. Isyarat-isyarat dari undang-undang tidak dilaksanakan dengan tepat
dan benar. Nampak masih belum sinkron antara kehendak undang-undang dengan apa

yang dilakukan pemerintah, ini sangat berbahaya dikemudian hari. Kepastian hukum
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karenanya akan terganggu. Penvebab dari semua ini, adalah kekeliruan dalam membaca,
mengartikan bahkan menafsickan afuran-aturan yang ada dalam undang-undang.
Jelasnya kepentingan/misi pelayanan penanaman modal mesti dilaksanakan dengan baik
dan berdesarkan persturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai contoh dalam
praktik di bidang industri ada istilah “Cluster " Industri. Istilah ini tidak dikenal dalam
Undong-Undang No. 5 tahun 1984 tentang Perindustrian, vang ada istilah WPP1
(Wilayah Pertumbuhan dan Pengembangan Industri). Hal seperti ini sulit dipertanggung
jawabkan secara hukum baik dari scgi perencanaan, angparan, dan implementasinya.
Rehetsmatigheid dan doelmetigheids mesti seimbang, ini menjadi pegangan.

Kelahiran  Undang-Undang No. 25 tahun 2007 telash menimbulkan
gejolakkontroversi, bahkan sejek RUU-nya dibahas di DPR. Ada fraksi yang pro dan
ada yang kontra. Dari semua hal yang menjadi keberatan, tidak ada vang mumi dari
aspek hukum, kebanyzkan bersifat politis atau latar belakang lainnya.

Pemerintah  telash menerbitkan beberapa  Peraturan  Presiden  pasca
diundangkannya UL No, 25 tahun 2007, PP No. 90 tahun 2007 dan PP No. 38 tahun
2007, Tulisan ini merupakan beberapa catatan atau langkah-langkah pemerintah dalam
melaksanaken Undang-undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanzman Modal yang
periu untuk mendapatian perhatian.

Investasi adalah merupakan salah satu penggerak proses penguatan
perekonomian negara, karena itu dalam rangka kebijakan ckonominya beberapa negara
berusaha keras untuk meningkatkan investasinya. Salah satu cara peningkatan investasi
yang diharapkan adalah melalui investasi asing. Para investor diundang masuk ke suato
negara diharapkan dapat membawa langsang dana segar dengan harapan agar modal
yang masuk tersebul dapat menggerakkan roda perusahaan/industri yang pada



gilimnnya dapat menggerakksn perckonomian suatu negara. Kebijakan investasi di
Indonesia pada dasamya merujuk pada ketentuan pasal 33 UUD 1945, Hak atas tanah
yang merupakan salah satu masalah pokok dalam investasi.

Investasi merupakan unsur utama dalam pembangunan ekonomi suatu negara
untuk mencapai tingkat pertumbuban ckonomi yang di kehendaki, maka diperlukan
sejumblah investasi tertentu yang di biayai dengan tabungan nasional. Di negara-nepara
yang sedang berkembang seperti; halmya Indonesia tidak mempunyai sumber dana yang
cukup guna membiayal pembangunan negerinya. Terbatasnya akumulasi berupa kapital
tabungan di dalam negeri. Selain itu dikarenakan oleh rendahnya produktivitas, dan
tingginya tingkat konsumsi. Sejalan dengan sasaran pembangunan bahwa saseran
pembangunan di titik beratkan di bidang ekonomi yaitu penataan swastanisasi nasional
vang mengarah pada penguatan, peningkatan, perluasan dan penyebaran sekior swasta
keseluruh wilayah Indonesia, maka investasi ke sekior swasla adalah pendukung
pembangunan nasional uniuk mencapai (juan-lujuan  pembangunan  nasional.
Kebijakan pembangunan Indonesia mencakup pengembangan iklim usaha dan investasi,
peninghkatan swasta nasional pengembangan usaha kecil dan menengah.

Secara umum, sesuai dengan strategi pembangunan ekonomi vang telah di
rumuskan dalam GBHN [999.2004, kebijakan industri, perdagangan dan investasi di
arghkan untuk meningkatkan daya saing global. Sebagai penjabarannya, dalam proses
2000-2004 telah dirumueskan strategi untuk membangun indostri berdasarkan prinsip
efisiensi yang di dukung oleh peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan
tekhnologi  untuk memperkuat landasan pembangunan meningkatkan daya saing
nasional, Strategi tersebut meliputi: pengembangan ekspor, pengembangan industri
berkeunggulan kompetitif, penguatan industri pasar, pengembangan pariwisata, dan
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peningkatan ilmu pengetahuan dan tekhnologi. Khusos untuk program pengembangan
investasi, dalam jangka pendek kebijakan diarahkan untuk menurunkan hambatan
prosedural dan permasalaban likuiditas dan memperluas investasi nonkuota. Dalam
jangka menengah-panjang, kebijakan diarahkan untuk meningkatkan kualitas prasarana
dan sargna pengembangan investasi untuk mendukung kegiatan produksi dan distribusi

dalam negeri ke sistem perdagangan bebas international.

B. Anatomi Undang-Undang Nomor 25 Tahon 2007 teatang Penanaman Modal

Kita pinjam istilah anatomi yvang schari-harinya sering digunakan di bidang
kedokteran. Istilah anatomi, menjadi pilikan yang tepat guna mengupas sesuatu
mekanisme agar kita memperoleh gambaran yang konkrit mengenai sesuatu hal dengan
sistimatik.

Bagaimanakah anatomi sebuah undeng-undang? Guns mengetshui anatomi
undang-undang yang beraku dalam suatu negara, kita perfu  mengetahui
komponen/bagian-bagian dari undang-undang ini dan kita susun lempatkan secara
sesugi schingga menjadi suatu sistematik yang akan menunjang berlakunyn dengan baik
undang-undang tersebut. Dalam hal ini penulis membuat anatomi UL Mo, 25 tahun
2007, dari format suatu undang-undang vang umum berleku di negeri kita, sebaga
berkut:
|. Landasan pikir pembust undang-undang, vang menjadi latar belakang mengapa

undang-undang Mo. 25/2007 dibuat yang terdiri dari: Menimbang dan Mengingat,
a. Dengan mengandalkan peninghkatan penanaman modal balk dan delem mawpun
dari luar negeri dalam mengolah potensi ckonomi menjadi kekuatan ckonomi

yang nyata, maka akan terwujud kedasulatan politik dan ekonomi Indonesin
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dalam kondisi perubahan perckonomian global, terfebih jika negara aktif ikut
serta dalam berbagai kerja sama internasional;
b. Mencipiakan [klim investasi yang kondusif dengan tetap memperhatikan
kepentingan ekonomi nasional;
¢. Reformasi tatanan hukum penanaman modal schagaimana diatur dalam undang-
undang Penanaman Modal terdahulu;
2. Bab [; Ketentuen Umum berupa Definisi atau Pengertian vang dianut dalam undang-
undang ini, scope dan wilayah berlakunya undang-undang ini;
Membakukan berbagai pengertian/definisi dalam pembinzan penanaman
modal ({ikat Pasal | UL No. 25 talun 2007);
3. Bab II: Azas dan Tujuan;
Dalam menjalankan misi pembinaan penanaman modal kebijaksansannya
harus didasarkan pada azas dan tujuan yang jelas, seperti dirinci dalam Pasal 3 ayat (1)
dan (2) UU No. 25 tahun 2007. tidak boleh ada azas dan tujuan lain;
4, Bab III: Kebijakan Dasar Penanaman Modal;
Diwujudkan dalam bentuk: RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL,
sesuai dengan landasan pikir serta azas dan tujuan yang ditetapkan;
5. Bab I'V: Bentuk Badan Usaha dan Kedudukan;
a. Penanaman modal dapai dilakukan oleh orang perorangan atan berbentuk badan
usaha (berbadan hukum maupun tidak);
b. Jika pemohon adalah pemodal dalam negeri‘pemodal asing dan memohon
fasilitas, maka badan usaha harustah berupa Perseroan Terbatas berdasar hukum
Indonesia, berkedudukan di wilayah negara RL terkecuali ditentukan lain oleh

LILr;
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¢. Joint invesiment antara asing dan dalam negeri dapat dilakukan melalui tiga cara:

1) Menjadi pemegang saham pada saat pendirian Perseroan Terbatas;
2) Membeli saham;
1) Melakukan carn lnin sesuai dengen ketentuan peraturan perundang-undangan;

. Bab V: Perlakuan terhadap Penanaman Modal;

8. Terkecunli ada perjanjian bilateral yang menimbulkan hak istimewa bagi suatu
negara, maka pada dasamya pemerintah memberikan perlakuan yvang sama kepada
scmua penanam modal yang berasal dari negara manapun, vang melakukan
kegiatan penanaman mioxdal berdasar undeng-undang Penanaman Modsl yang
berlakw,

b. Terkecuali melalui undeng-undang, maka pemerintah tidak akan melakukan
tindakan nasionalisasi;

¢. Penanaman modal dapat mengalihkan asset yang dimilikinya kepada pihek ketiga
yang diinginkan olch penanaman modal, scsuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku;

. Bab V1: Ketenagakerjaan;

a. Distamakan penggunaan tenaga kerja Indonecsia dalam pelaksansan penanaman
modal;

b. Pemodal asing berhak menggunakan tenaga asing scpanjang menjabat kedudukan
yang memerlukan keahlian tertentu sesuai undang-undang;

¢. Perusahaan penanaman modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja
warga negara Indonesia melalui pendidikan dan latiban scsuai peraturan

perundang-undangan;



d. Perusahaan penanam modal yvang mempekerjakan tenaga asing wajib melakukan
pelatihan dan alih teknologi kepada tenaga kerja Indonesia sesuai peraturan
perundang-undangan;

8. Bab VII: Bidang Usaha;

a. Semua bidang usaha terbuka bagi penanaman modal terkecuali vang dinyatakan
“Tertutup™ dan “Terbuka dengan persyaratan™ dalam Peraturan Presiden;

b. Bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal asing adalah:

1} Produksi senjata, mesiu, alat peledak dan peraiatan perang dan
2) Bidang ussha vang secara eksplisit dinyataken tertutup berdasarkan undang-
undang;

c. Bidang ussha yang teriuiup bagi pemanam modal dalam negeri atau asing,
ditctapkan dalam Peraturan Presiden, berdasarkan kriteria: kesehatan, moral,
kebudayaan, lingkungan hidup, peranshan dan keamanan nasional serta
kepentingan nasinal lainnya. Sementara itu bagi bidang usaha vang Terbuka
dengan persyoraten didasarkan pada kriteria kepenlingan nasional yaitu sumber
daya alam, perlindungan/pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan
koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi,
partisipasi modal dalam necgeri, serta kerja sama dengon badan usaha yang
ditunjuk pemerintah;

9. Bab VIII: Pengembangan Penanaman Modal Bagi Usaha Mikro/Kecil, Menengah
dan Koperasi;

a. Pemerintah wajibh menctapkan:

1) Bidang vssha vang dicadangkan bagi vssha mikro, kecil, menengah dan

koperasi;
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2) Bidang usaha yang terbuka bagi usaha besar dengan syarst bekerjasama
dengan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.

b, Pemerintah melakukan pembinsan dan pengembangan usaha mikrofkecil,
menengah dan koperasi melalui “program kemitraan,” peninglatan daya saing,
pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar, serta penyebaran informasi yang
scluas-luasnya;

10, Bab IX: Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawah Penanaman Modsl;
a. Penanam modal berhak memperoleh:
1) Kepastian hak, hukum dan perlindungan;
2) Informasi yang terbuka mengenai bidang usaha vang dijalankannya;
3) Hak pelayanan dan;
4) Berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan.
b. Setiap penanam modal berkewajiban untuk:
1} Menerapkan prinsip taia kelola perusahaan yang baik;
2} Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
3) Membuat lapran teninag kegiatan penanaman modal kepada BEPM;
4) Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegistan usaha
penanaman modal; dan
5) Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.
g, Setiap penanaman modal bertangpung jawab:
1) Menjamin  tersedianya modal yang berasal dari sumber vang tidak

bertentangan dengan ketenluan persturan perundang-undangan;
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2) Menanggung dan  menyclesaikan scgala kewajiban dan  kerogian jika
penanem  modal  menghentikan  kegiatan  atau  meninggalkan  atau
menclantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

3) Menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah prakiik monopoli,
dan hal-hal lain yang merugikan negara;

4) Menjaga kelestarian [ingkungan hidup;

5) Menciptakan keselamatan, kenyamanan dan kesejahtersan sertn keschatan
pekerja;

&) Mematuhi semua ketentuan perundang-undangan.

11. Bab X: Fasilitas Penanaman Modal;
Pemerintah memberi berbagai  fasilitas kepada penanam modal yang
melakukan penanaman modal yang melakukan:

a. Perluasan ussha

b. Penanaman modal baru;

12. Bab XI: Pengesahan dan Perizinan Perusahaan;

a, Perusahansn yang mensnamkan Modal di Indonesia melalui Perusahaan baik
berbadan hukum maupun tidak, dilakukan scsuai dengan ketcntuan peraturan
perundang-undangan;

b. Pengesahan pendirian badan ussha penanaman modal asing yang berbentuk
Perseroan Terbatas dilakukan sesuai dengan ketentusn peraturan perundong-

undangan;
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¢. Setelah memperoleh pengesshan perusshaan, penanam modal tersebut wajib
memperobeh izin dart instansi yang berwenang, kecuali ditentukan lain, sesuni
ketentuan yang berlaku;

d. Izin sebagaimana dimaksud di atas diperoleh melalui Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (PTSF) di BKPM (diatur dalam PP yang akan diterbitkan), yang
memperoleh pendelegasian  kewenangan dari lembagas atau instansi yanp
memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan di tingkat pusast maupun di
provinsi atau kabupaten/kota;

13, Bab XlI: Koordinasi dan Pelaksanaan Kebijakan Penanaman Modal;

Kebijakan Penanaman Modal dikoordinir dan diaksanakan oleh BEKPM.
Keberhasilan pelaksanaan kebijakan ULl PM sangal terganiung pada ketertiban dalam
membuat aturan-aturan pelaksanaannya dan hal ini sangat cruciol dalam keberhasilan
pelaksanaan setiap undang-undang.

I4. Bab XIII: Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal;

Peraturan Presiden yang terakhir Wo. 38 tahun 2007, melihat materi yang
diaturnya begim fuas, maka tampak sekali bahwa BKPM takut kehilangan “pamor™—
nya dalam menangani perizinan, menunjukan bahwa dirinya masih kuasa (sebetulnya
thdak perlu demikian, BEPM masih tetap mempunyai peran penting dan cukup luas).
Peraturan Presiden ini (yang bersumber dari Pasal 30 ayat (7) UU No. 25 tahun 2007)
materi yang diatur, adalah perihal bidang usaha sebagaimann dimaksud dalam Pasal 30
ayat (7) itu adalah jenis industri yang khusus, bukan vang umum. Apa yang khusus ini
mau di—*umum'—kan?

Sebenarnya yang pertama harus diterbitkan setelah diundangkannya UL No.

25 tahun 2007, adalsh Peraturan Presiden tentang eksistensi BKPM denpan tugas dan
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fungsi yang baru. Disusul oleh PerPres tentang Tatacara Pelayanan Terpado Satu Pintu,
Setelah ini baru Peraturan Presiden tentang bidang usaha yang teriuiup dan terbuka
dengan syaral. Kemudian urutannya adalah Peraturan Presiden tentang Pelimpahan
kewenangan Presiden kepada BKPM dalam melaksanakan Pasal 30 avat (7).

Mengapa divsulkan demikian, sebab dengan berlakunya UU No. 25 tahun
2007 sehenamyn semua kewenangan kerja BEKPM yang lama, wuridis formal sudah
tidak ada. Undang-undang hanya memunjuk BKPM yang mempunyai tugas dan fungsi
sesuai Pasal 28 jo Pasal 29 UU No. 25 tahun 2007.
15. Bab XIV: Kawasan Ekonomi Khusus;
16. Bab XV: Penyelesaian Sengketa;
17, Bab XVI: Sanksi;
18. Bab XVII: Ketentuan Peralihan;
19. Bab XVIII: Ketentuan Penutup.

C. Perbedaan UL PM No. 25 Tahun 2007 Dengan UU PMA dan PMDN
Berikut ini perbedsan-perbedaan vang pokok dari pengaturan tentang

Penanaman Modal dalam Undang-Undang Mo. 25 tahun 2007, dibandingken dengan

UL tentang PMA dan PMDN vang laha:

1. Tidak ada penpertian PMA dan PMDN, vang sclama ini merupakan dua
Perusahaan Nasional yang berbeda asal permodalannya. Yaim berasal dari modal
asing dan dari Modal Dalam MNegeri, yang dalam kedus Undang-Undang PMA dan
PMDN ditetapkan arti olentik dari kedua jemis modal tersebut. Sebagaimana

diketahuni di masa berlakunya kedua undang-undang tersebut perusahasn yang
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bergerak di tanah air ini yang melandaskan pada aturanya sendiri-sendiri, adalah
schagai berikut;
. Perusahsan Naslonal:

|} Yang bermodalkan dalam negeri (milik warga negara Indonesia) tanpa
memperoleh fasilitas Penanaman Modal (dikenal Non-PMA Noa-PMDN);

2) Yang bermodalkan dalam negerl (millk warga ncgara Indoncsia) dengan
memperoleh fasilitas Penanaman Modal (dikenal sebagai Perusahaan PMDN);

3) Yong bermodalkan asing (milik warga negara asing mumi atau campuran
dengan WHNI} dengan memperoleh fasilitas (dikenal schagai Perusahasn PMA);

4) Sempat adn pengertian Perusshaan Asing Domestik (dimiliki oleh asing yang
mempunyai keterangan kependudukan yang berdomisili di Indonesia, di bidang
perdagangan telah diakhiri kegiatannya tanggal 31 Maret 1977.

Perusshann nasional yang bermodalkan dalam negeri (milik warga
ncgara  lindonesia), dapat memperoleh fasilitas; juga vang bermodalkan
seluruhnya’sebagian asing, dapat memperoleh fasilitas;

b. Perusahaan Asimg yang modalnya scluruhnyz asing tanpa memperolch
fasilitas penanaman modal, beroperasi di Indonesia melalui perwakilannya dan
kegiatannya diatur oleh Menperindag, Sebelum UL Mo, 25 tahun 2007 dikenal
Perusahaan PMA, PMDN, Non-FMA dan PMDN. Setclah Undang-undang No.
25 tahun 2007 diberlakukan, hanya ada perusshaan asing dan perusshaan
nasional vang bermodalkan dalam negeri, vang bermodalkan campuran stau
seluruhnya asing, ketiga jenis perusahaan nasional terschut di perlakukan sama
dalam hak dan kewajibannya. Hanya perusahaan asing yvang seluruh modalnya

dikuasai asing kegiatannya diatur dengan peraturan menteri perdagangan,
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Undang-undang No. 25 tahun 2007 hanya membedakan perusahaan nasional
dengan perusahaan asing saja. Perusahasn nasional bisa dimiliki oleh orang/pihak
asing. Sementars i, perusahasn asing henya dapat buka perwakilannya di

Indonesia, diatur oleh Menteri perdagangan.

Schelum UL No. 25 tahun 2007, Perusshaan Non-PMA dan Non-PMDN ditangani
oleh masing-masing instansi yang diberi kewenangan sesuai PP No. 17 wmhun 1956
dan setelah UL Pemerintahan Dacrah, discrahkan kepada Pemda Kabupaten/Kota.
Sementara itu, Perusshaan dalam rangka PMDN dan PMA di tangani langsung oleh

BKPM (termasuk perijinannya).

. Menurwt UU No. 25 tahun 2007 semua urusan Penanaman modal penanganannys

dilavani melalui Pelavanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BKPM, dengan
pengecualian: perusahaan nasional yang bermodalkan dalam negen yang tidak
memerlukan fasilitas, ini tetap dilayani clch Pemerintah Kabupaten/Kota, terkecoali
jika termysta kemudian perusahaan tersebut  menginginkan fasilitas, harus
menghubungi “PTSP" BKPM.

Pengertian semua urusan penanaman modal, sungguh sangat lues dalam
undang-undang tidak ada batasannya. Jika dapat diartiksn semua hal mengenai
penanaman modal, tanpa ada pembatasannya, baik permodalan maupun pelaku
nsahanya. Sekarang setiap orang baik perorangan maupun dalam suatu bentuk usaha,
mau melakukan penanaman modal sekecil apa pun asal memerlukan fasilitas mesti
melaly “PTSP" BKPM. Jadi periu batasan yang ofenfik mengenal Penanaman

modal.
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5. Sebelum UU No. 25 tahun 2007 diberlakukan, BKPM merupakan instansi non-
depariemen yang secara nasional diberi kewenangan untuk menerbitkan perijinan
disektor usaha industrifperdagangan, jadi tidak sekedar Koordinasi. Tetapi sejak
diberlakukannya UU No. 25 tahun 2007, BKPM hanya berfungsi dan bertugas sesuai
Pasal 28 ayat (1) UU No. 25/2007 tersebut. Pasal 27 ayat (2): tugas untuk melakukan
koordinasi pelaksenaan kebijakan penanaman modal diberikan kepada BEPM.
Dalam rangka koordinasi pelaksanaan kebijakan di maksud Pasal 27 aym (2) diatas
BKPM mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana distur dalam Pasal 28 Ayat (1) a
sid .

Sementara i, Pasal 28 syat (2), menyatskan selain ugas koordinasi
pelaksanaan kebijakan penanaman modal, BEPM jugn melaksanakan pelayanan
penanaman modal berdasarkan kefentuan peraturan perundang-undangan. Menurul
Pasal 26 ayat (2) kepada lembaga stay instansi yang melakukan Pelayanan Terpadu
Sata Pintu (PTSP), diberi kewenangan perizinan/non-perizinan duri instansi pusat
maupun dacrah yang berwenang, Dari uraian yang dikemukakan di atas maka dapat
ditarik kesimpulan schagai berikut:

Dalam pelaksangan UL No. 252007 Penanaman Modal, BEKPM
bertugas:

a. Melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan yang meliputi (lihat ayat (1) Pasal
28):
17 Mengkaji/mengusulkan kebijokan pelayanan penanaman modal;
2) Menetapkan norma, standar dan prosedur pelaksansan kegiatan dan

pelayanan penanaman modal;
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3) Mengembangkan peluang duen potensi penanaman modal di dacrah dengan
memberdayakan badan usaha;

4) Membuat peta penanaman modal Indoncsia;

5) Mempromosikan penanaman modal;

6) Mengembangkan seklor wsahs penamaman modal melalui pembinasn
penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan, meninghatkan daya
saing, menciplakan persaingan usaha yang sehat, dan menyebarkan
informasi vang scluas luasnya dalam lingkup penyelengparann penanaman
modal;

7) Membantu penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan
vang dihadapi pcnanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman
modal;

8) Mengkoordinasikan penanam modal dalam negeri vang menjalankan
kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia.

Melaksanakan pelayanan berdasarkan  ketentuan  peraturan  perundang-

undangan yang berlaku (UL No. 25 tahun 2007), berarti bahwa BEPM di

samping mengikoti ketentuan perundang-undangan dalam  hal  perizinan

sektoral juga wajib mendasarkan pada Pasal 28 ayat (1) butir j, yait
mengkoordinasikan dan melaksanakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Presiden dalam hal kewenangan pemerintah yang disclenggarakan sendiri

sebagaimana diator dalam Pasal 30 ayat (7) jo ayat (8), dapat menerbitkan

Peraturan  Presiden yang mengatur perlimpahan pelaksanaan kewenangan

perizinan kepada menteri terkait, seperti terjadi pada PP No. 17 tahun 1986 dan

menteri tersebut melimpahkan kembali kepada BKPM (sepanjang perusahaan
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nasional yang bermodalkan asing/perusshaan nasional yang memerlukan
fasilitas). Dapat juga ditempuh Presiden langsung melimpahkan kepada
BKPM, sebab BKPM sekarang sudah lembaga non-depariemen yang
independen.

6. Di sektor Perdagangan sebelum berlakunya UU Mo. 25 tahun 2007, ada kewajiban
vang diterapkan berbeda kepada perusahaan nasional yang sebagian modal sahamnya
dikunsai asing. Dengan berlakunya UL no. 25 tahun 2007 maka ketentuan itu tidak
lagi berlaku, scbab semua perusshaan nasional harus diperlakukan sama. Jadi kalau
wajib STUP maka semua wajib memperoleh SIUP yang sama. Tidak ada istilah SIUP
Khusus lagi. Demikian puls BKPM sudah tidak lagi berhak menerbitkan izin SIUP
schagaimana telah dilimpahkan kewenangannya oleh Deperdag, bagi PMA dan
PMDN. Secara hukum (van rehiswege), ketentuan tersebut menjadi tidak berlaku.
Bagaimana UU No. 25 1ahun 2007 mengatur dalam hal non-perizinan misainya
ketcnagakerjaan, pajak, bea cukai? Menurut hemat penulis BEPM hanya bertugas
dan berfungsi sebagai Koordinator dan hanya menyelenggarakan pelayanan “PTSP”
BEPM.

D. Akibat Hukum dari Diberiakukannya UU No. 25 Tahun 2007

Akibat hukum dari diberlakuksnnya ULl No. 25 twhun 2007 tentang
penanaman modal, mempunyai pengaruh luas terhadap kinerja penanaman modal di
Indonesia, terutama dengan dicabutnya UU PMA dan PMDN.

Ketentuan Peralihan dalam Pasal 37 jo Pasal 39 UU No. 25 tahun 2007,

merupakan reformasi tatanan hukum yang berlaku sclama hampir 40 tahun dalam
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bidang penanaman modal di Indoncsia. Reformasi ini harus diarikan positif, karena
memang dalam mengubsh pola pikinpandang terhadap bagaimana kita  harus
melaksanakan misi pembangunan nasional sekarang ini berbeda landasannya dengan
masa lalu. Landasan yang sangat terpengaruh kuat oleh globalisasi dan imternal changes
yang tidak dapat kita hindari.

Dua undang-undang terdahulu yang mempunyai pengaruh besar terhadap
lahirnya UU Mo, 25 tahun 2007, sdalsh Undang-undang yang meratifisir WTO dan
Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah terakhir divbah oleh UU No. 32 tahun
2004, Pengaruh kedua undang-undang tersebut sangat dirasakan dalam materi
pengaturan Penanaman modal dalam UL No. 25 tahun 2007 ini.

Dari Undang-undang vang meratifisicr WTO, kita bisa merasakan
pengaruhnya, vaitu bshwa Warga Negara Aszing dapat menangmkan modainya di
Indonesia sendiri dalam hal hak dan kewsjibannya. Jika dulo sebelomnya dikenal
Perusahaan PMA an PMDN ditambah Non PMA dan PMDN, maka sckarang hanya ada
Perusahaan Nasional yang bermodalkan dalam negeri dan yang bermodalikan campuran
atau seluruhnya asing, ketiga jenis perusahaan nasional tersebut di perlakukan sama
dalam hak dan kewajibannya, Hanya dalam jenis ussha akan ada pembatasan melalui
Peraturan Pemerintah,

Peruzahaan asing yang beroperasi di Indonesia, tetapi diatur dan mengikuti
ketetapan-ketetapan dari Menteri Perdagangan, Ini yang disebut akibat dari globalisasi
yvang pernah dicanangkan pada tahun 1997-an olch Presiden Suharto, mau tidak mau,
suka atau tidak kita harus memamsuki era globalisasi. Memang berat dirasakan, tetapi
bagaimanapun, apalagi setelah berlakunya UU No. 25 tahun 2007 ini dalam aspek

penanaman modal, kita herus melaksanakannya. Jika dalam kinerja sebelum berlakunya



41

UU tentang Pemerintahan Dacrah tahun 2004, pelaksanaan kewenangan urusan
perizinan di sektor industri dan perdagangan misalnya, berada di tangan para Menteri
dan Ketva BRPM untuk PMDN dan PMA, maka setelah berlakunya UL Pemerintahan
Dacrah, kewenangan tersebut diserahkan kepada Pemda Kabupaten/Kota, Bahkan
secara tegas dalam Pasal 30 ayat (2) UU Pemerintahan Daerah tahun 2004, disebutican
bahwa Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan penanaman modal yang menjadi
kewenangannya, kecuali vang menjadi kewenangan Pemerintah Pusal. Namun saio
pertanyaan bagaimana pemerintah melaksanakan kewenangan alas urusan penanaman
modal yang reang lingkupnya lintas provinsi? UU No. 25 twhun 2007 tidak
mengatumya,

Apar kita tidak ketinggalan momen bisnis internasional maupun di dalam
negeri sendirl, maka kita mesti segera mengatur barisan, meninjau kembali lembags
pengaturan pelaksanaannya baik institusional meupun yang bersifat regulasi mengenal
penanaman modal ini, di berbagai Peraturan Pelaksanaan tentang PMA, PMDN dan
penanaman modal vmumnya, yang diterbitkan oleh berbagai tingkatan institusi
pemerintah kita, Ini harus ditinjau kembali,

1. Akibat hukum UU No. 25 tshun 2007 terhadap PP No. 36 tahun 1977 tentang
Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing dalam Bidang Perdagangan
Bahwa terjadi perubahan prinsip daar serta istilah dalam pelaksanaan
pembangunan ckonomi negara kitw, setelah kita menerbitkan undang-undang yang
meratifisir WTO. Ini tidak bisa dipungkir. Demikian juga dengan lshimya UU
tentang Pemerintahan Daerah Mo, 32 tahun 2004.
Mamun kenyataan ini tidak dibarengi dengan langkah-langkah cepat dari

pemerintah untuk mengadakan perubshan terhadap peraturan perundang-undangan



sekioral yang berlaku. Hampir semua undang-undang di semua sektor pasti terkena
pengaruh dengan lazhimya kedua undang-undang tersebut di atas.

Sebenarnya momen ity, juga depat dimanfaatkan dengan mengundangkan
terlebih dulu Undang-undang tentang Perdagangan, tetapi barangkali ini bukan
sangat cepal berubah, sehingga didahulukan undang-undang tentang penanaman
modal. Alasan demikian, sama saja dengan ketika kita dulu melzhirkan undang-
undang tentang PMA dan PMDN.

Sclanjutnya undang-undang sektoral seperti Undang-Undang tentang
perindustrian, penulis menganggap bisnis dunia saat ini banyak yang swdah sangat
tidak relevan lagi materi pengaturannya. Demikian juga dengan undang-undang
scktoral lainnya. Tentunya semua perubahan undang-undang tersebut  akan
mempunyai pengaruh pada konstelasi masing-masing sektor dan jelas akan
merupakan pekerjaan yang banyak bagi pakar hukum dan shli di sekiornya untuk
Mmenanganinya.

Salah satu tonggak wtama dari sektor perdagangan (khususnya) sejak
diundangnya UU tentang PMA dan PMDN adalah dilahirkannya PP. No. 36 tahun
1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing dalam Bidang Perdagangan.
Penulis sempat menjuluki PP ini sebagai maskotnya perdagangan dalam negeri.
Komprehensif pengaturan dalam PP ini, semestinya perusahaan perdagangan
nasional maju, karena memperoleh kesempatan yang seluas-luasnya. Namun,
kenyataannya hingga saat ini kesempatan emas ini dimanfaatkan oich pihak pemodal
kuat atau bahkan asing. Perusahaan Masional yang berkesempatan hanya sekedar
menjadi “kendaraan™ mereka saja, mungkin karena lemahnya peraturan pelaksanaan

lebih lanjut di tingkat Menteri dari PP Mo, 36 /1977 dan perubahannya.
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Sebuah peraturan perundang-undangan tidak berlaku lagi karena beberapa
hal:

a. Secara tegas dinyatakan dicabut dalam tingkat perundang-undangan yang lebih
tinggl atau sedidak-tidaknya satu tingkat;

b. Dalam Ketentuan Peralihan, sebuah peraturan perundangan yang lebih tingei atau
satu tingkat, dinyatakan “semua peraturan yang bertentangan dengan materi dalam
peraturan ni, dinyatakan tidak berlaku lagi”,

Dalam UU No. 25 tahun 2007 bunyinya techadsp semua peraturan
pelaksansan UL tentang PMA dan PMDN adalah sebagai berikut: *.. . dinyatakan
tetap berlaku sepanjang tidak berfentangan dan belum digtur dengan peraturan
pelaksanasn yang baru berdasarkan Undang-Undang ini™; (Pasal 37 ayat (1))
Sedangkan dalam Pasal 39-nya kita 'emui kalimat: "Semua peraturan perundang-
undangan yang berkaitan secara langsung dengan penanaman modal wajib
mendasarkan dan menyesoaikan pengaturannya pada undang-undang ini™ Di sini
tentunya perfu ada kesamaan pendapal tentang apa itu “berkaitan secura
langsung”. Jangan sampai wilayah ini menjadi abu-abu (grey area).

c. Secara  khusus diterbitkan peraturan  perundang-undengan yang mencabut
keberlakvannya. Tentunya oleh tingkat peraturan perundangan vang lebih tinggi
atau satu tingkat.

Kalau kita perhatikan apa yang dikemukakan pada butir 2 di atas, maka
terhadap PP No. 36 tahun 1977 dan semua perubshannya, sebagal peraturan
pelaksanaan dari UU No. 6 tahun 1968 (entang PMDN, mesti diadakan

pengkajian mana yang bertentangan dan mana yang lidak.
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1. Persturan di tingkst Menteri Perdagangan yang kena dampak UU No. 25 tabun
2007
Terhadap dua peraturan Menteri Perdagangan, yeitu Permenperdag
tentang Keagenan dan tentang SIUP, perlu ditinjau, selain juga dikaji beberapa
peraturan berilout ini:
a. Keputusan  Menteri  Perdagangan No. 33VKp/XIVT7  tentang  Kelentuan
Pelaksanaan Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing dalam Bidang Perdagangan;
b. Keputusan Menteri Perdagangan No. 66/Kp/d11/73 tentang Keagenan Tunggal
Pupuk Produksi Luar Negeri;
¢. Keputusan Menteri Perdagangan Mo, 314/Kp/VIILI74 tentang Peredaran, Impor
dan ekspor Obat, Makmnan dan Minuman, Alst Kecantikan dan Alat Keschatan;
d. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.1. No. 133/MPP/Eepd/6/1996
tentang Barang yang Diatur Tata Niaga Impomya;
¢. Keputusan Menteri Perindustian dan Perdagangan R.1. No. 133/MPPKep/6/1996
tentang Perubshan Keputusan Menteri Perindustrian dan  Perdagangan No.
2I0/MPPKep/7/1997 tentang Barang wang [Diatur Tata Niaga Impornya
sehagaimana telah diubah beberspa kali terakhir dengen Kepulusan Menteri
Perindustrian dan Perdagangan No. 439%MPP/Kep/(1998;
f. Keputusan Menteri Perindustrisn dan Perdagangan No. 23/MPP/Kep/1/1998
tentang Lembaga-Lembaga Usaha Perdagangan;
g. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 118 Tahun 200 tentang Bidang
Usaha yang Tertutup dan Bidang Ussha yang Terbuka Dengan Persyaratan
Tertentu Bagi Penanam Modal;
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h. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 118 Tahun 2000 tentang Perubahan
atas Keputusan Presiden Indonesia No. 96 Tahun 2000 tentang Bidanng Usaha
yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan persyaratan Tericntu Bagi
Penanam Modal;

i. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdapangan MNo. 402/MPP/Kep/ii/1997
tentang Ketentuan Perizinan Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing;

j. Instruksi Dirjen Perdagangan Dalam Negeri No. 01/DAGRVINS/IISS tentang

Pendaftaran Agen/Distributor barang-barang dan jasa dalam dan luar negeri.

E. Jaminan Kepastian Hukum Terhadap Penanaman Modal

Seperti yang telah disinggung di atas, bahwa masuknya modal asing
merupakan stimulasi bagi pertumbuhan ekonomi. Selain itu, baik secara langsung alau
tidak langsung dapat pula terjadi transfer teknologi, baik itu berupa manajemen, shill,
maupun mengelola dengan peralatan modern.™

Untuk menarik arus modal yang signifikan ke suatu negar dipengaruhi oleh
faktor iklim investasi yang kondusif dan prospek pengembangan di negara penerima
modal. [klim investasi yang dimaksud adalsh semua kebijakan, kelembagaan dan
lingkungan terjadi di masa mendatang, vang dapat mempengaruhi tingkat pengembalian
dan risiko suatu investasi.™

Selain itu, untuk menanamken modalnya di Indonesia, pam investor
membutuhkan jaminan kepastian hukum dalam berusaha. Oleh karena i, sudah

scharusnya pemerintah memperhatikan aturan-aturan vang berkaitan dengan penanaman

2 Muhammad Luthfl, “Perlindungan Hukum Bagi Investor Jomgan Dinbeikan™, Legal Review, No. 40,
Tahun IV, Januari 2008,
™ pidwan Khsirandy, “Iklim Investasi dan Jaminen...”, op, cif, him 150,



modal asing terutama yang berhubungan dengan perlindungan terhadap investor asing
dalam bisnis dan bagaimana memperiakukan mereka secara adil.”

Kepastian hukum ini meliputi ketentuan perundang-undangan yang dalam
banyak hal tidak jelas bahkan bertentangan, dan juga mengenai pelaksanaan keputusan
pengadilan. Kesulitan-kesulitan tersebut dapat dikatakan merupakan kesulitan-kesulitan
yang dihadapi negara-negara berkembang yang mengundang penanaman modal asing
uniuk membantu pertumbuhan ekonominya.**

Tidak adanya jaminan kepastian hokum delam  kegiatan  investasi
menyebabkan munculnys berbagai permasalahan. Permasalahan  ini  kemudion
mengak batkan kurangnya minat investor untuk menanamkan modalnya ke daerah. Hal
ini dapat dilihat dari banyaknya peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh
pemerintah daerah dengan alasan hak otonom yang mofabene membuat beban tambahan
bagi investor, Parahnya lagi produk hukum yang dikeluarkan pemeriniah daerah banyak
vang berbenturan dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat (UL yang lebih
tinggi). Hal tersebut menychabkan kesan saling berebut wewenang kekuassan, misalnya
saja dalam penarikan pajak dan retribusi. Percbutan wewenang tersebut bukannya tidak
beralasan, Schab, dengan masuknya para pengusaha dan investor mengakibaikan
penambahan pendapatan yang cukup signifikan,”

Jepang schagai negara investor terbesar di Indonesia banyak mengajukan
keluhan terhadap iklim investasi yang tidak kondusif di Indonesia. Rumitnya regulasi
perpajakan scringnya terjadi porubshan peraturan turut mengambil bagian dalam
mempersulit para wajib pajak yang terdiri atas para pengusaha Jepang membuat proyek
tahunan, tetapi di tengah tshun ada perubshan regulasi pajak, sehingga agak sulit

¥ yulinnto Syabyy, op, o, him 45,
™ Mipchiar Kesuma Admadja, bec, cit
T thic, hlm 67.
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melakukan pekerjaannya, Akibat dari kerumitan dan sering terjadinya perubahan
peraturan terschut, seringkali para pengusaha Jepang mengalami mis-komunikasi
dengan para petugas pajak.”

Sclain itu, perangkat hukum di bidang tenaga kerja juga dipandang sangat
tidak memberikan kepastian dalam berinvestasi. Kasus UMP (Upah Minimum Provinsi)
vang sering terjadi, masalah perlindungan buruh, tidak jarang hanya menjadi masalah
tanpa ada penyelesaiannya, sehingga menimbulkan ketidakpastian. Faktor lain yang
tidak kalah berperan adalah findak tanduk para pejabat di sekior tenaga kerja.™

Banyak peraturan daerah (perda) yang direkomendasikan oleh Menteri Dalam
Wegeri untuk dicabut karena tidak mendukung iklim usaha di Indonesia. Perda yang
berorientasi pada pendapatan asli daerah itu dinilai sangat memberatkan pengusaha
schingga menjadi kontra produktif terhadap pertumbuhan ekonomi deersh. Ada
beberapa contoh mengenai tumpang tindihnya aturan perda.™

Pertama, kasus Perda MNomor 10 Tahun 2002 Kabupaten Kotabaru,
Kalimantan Selatan, tentang retribusi hasil produksi hasil usaha perkebunan yang
mengenakan pungutan retribusi terhadap objek hasil bidang perkebunan. Setiap
kilogram tebu, kopi, lada, dan kelapa masing-masing dibebani pajak 2% dari hasil jual.
Sctiap kilogram kelapa sawit dijual dibebani pajak tetap sebesar Rp 2,-, tak peduli
berapa besar harga jual kelapa sawit tersebut.

Contoh kedua, yaitu perda yang diberlakukan oleh dua instansi terhadap satu
objek retribusi vaitu PT Kusume Mutiara Dompu, Pulay Sumbawa, Dalam Perda

MNomor 15 Tahun 2000 tentang Sumbangan Pihak Ketiga, Dinas Perikanan kabupaten

* gid Anksah, ap, cir, hlm 36,
= i
¥ b
3 Ihid



itu menetapkan retribusi sebesar Rp 7 juta per titik (1 kilometer persegi per titlk) untuk
areal budidaya mutiara. Adapun Perda Nomor 6 Tahun 2002 perihal Retribusi dan Pajak
yang dikeluarkan Dinas Perhubungan Dompu menentukan retribusi per kolam seluas 10
ha senilai Rp 10 juta per ha. Perbedaan pungutan dari dua dines itu membum
perusshaan yang memiliki konsesi areal perairan seluas 40 ha itu kebingungan, Aturan
mana vang harus diikuti oleh perusahaan tersebut.”

Contoh ketiga, yaitu kasus izin Pemanfagtan Hasil Hutan antara Pemerintah
Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten Siak. Kasus ini bermula ketika CV Silva
Mandiri diberikan izin pemanfaatan kayu di areal perkebunan PT Trisetya Usaha
Mandiri sebanyak 88.364 M3 seluas + 4.500 ha, berdasarkan Surat Keputusan Bupati
Siak Np. 13/IPK/VIIL2004 tentang Izin Pemanfastan Kayu Areal Perkebunan PT
Trisetya Usaha Mandiri tertanggal 10 Agustus 2004. Pemberian izin ini tentunya
didasarkan pada hasil kajian yang ratang dari pemerintah setempat.”

Keluarnya izin tersebul memunculkan masalah. Area vang diberikan umiuk
memanfaatken kayu itu tumpang tindih dengan area HPHTL PT Arara Abadi. Ini
didasarkan pada hasil telaah vang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Riau yang
kemudian hasil iu dituangkan dalam Surat No. 522, 1/CAN/2547 tentang Rekomendasi
Revisi Blok Tebangan dan Revisi Target lzin Pemanfastan Kayu (IPK) an CV Silva
Mandiri tertanggal 13 Juni 2003. Persoalannya, apakah ketika Pemerintah Kabupaten
Siak mengeluarkan kebijakan pemberian izin  telah melakukan kajian  yang
komprehensif dan mendalam atau tidak? Secbab, jika telah dilakukan maka tumpang
tindih pemberian fzin tidak akan tesjadi™
5 e Feint, Kikpatan Heko s vesay P K & Mo R, b

_".'1|'I.|.'i|:||I Respublica, Wol.3, Mo, I, Talun Z004, hlm 141.
Ihid
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Pemerintah Kabupaten Sizk kemudian merevisikannys melalui Keputusan
Bupati Siak NpOVIPK/VL2005 tentang revisi Blok Tebangan dan Revisi Target
Produksi Izin Pemanfastan Kayu (SK IPK No. 13/IPK/VI2004 tanggal 10 Agustus
2004} di area land clearing Perkebunan PT Trisetya Usaha Mandiri, tanggal 14 Juni
2005, Tidak dapat dipetakkan adanya indikator bahwa dengan adanya tumpang tindih
itu menandakan kepastian hukum dalam izin pemanfaatan hutan itu belum memberikan
jaminan dan sudah tentu alur konsistensi hukum turut terpengarub dengan adanya
kebijakan yang tumpang tindih.”

Selain persoalan perda yang tumpang tindih, banyak pula perda seperti
retribusi vang dikenakan kepada para investor vang menanamian modalnya di daerah.
Padahal dalam kontrak yang ditandatangani oleh pemerintah pusat dan inmvestor,
pungutan tersebut sudah termasuk di dalamnya. Hal itu menyebabkan banyak terjadi
pungutan berganda. Contoh lain banyak ditemukan dalam kontrak-kontrak energi
seperli kontrak migas dan kontrak karya pertambangan. Adanya peraturan daerah yang
dikaitkan dengan retribusi, dirasakan menghambat investasi, yang berdampak pada
menurunnya investasi baru di sekior migas maupun pertambangan umum.®

Berdasarkan fakta-fakta di atas dapat dikatakan bahwa iklim investasi di
Indonesia tidak lagi kondusif karena stabilitas sosial dan politik serta jaminan keamanan
dan penegakan hukum di dalam negeri masih rawan.

Hasil survey dari Political and Economic Risk Consultancy (PERC)
menunjukkan bahwa Indonesia paling buruk dalam skor hukum di Asia. Indonesia
berada pada posisi teratas dengan skor hampir 10. tidak adanya kepastian hukum

membuat para fnvestor merasa tidak nyaman uniuk menanamkan modalnya di

Y ibid, him 142,
™ 236 Anizah, foe, cit,
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Indonesia. Selain itu, banyak investor mengeluhkan masalah pelayanan perizinan dan
birokrasi yang masih dianggap berbelit-belit dan memakan biaya yang besar.”

Pengadilan di Indonesia khususnya pengadilan negeri dan pengadilan tinggi
sering dengan sengaja atau tidak mengabaikan isi perjanjian yang berlaku di antara
pihak terkait, termasuk dalam sejumlah kasus di mana transaksi sudah dilaksanakan,
Sikap lembapa peradilan yang kurang menghargai keabsahan kontrak kerjs sama it
memberi sinval negatif atas komitmen Indonesia dalam melaksanakan reformasi hukum
dan penegakan keadilan. Sejumlah kasus, termasuk Manulife, Prudential, PT Danarcksa
Jakarta, PT Tropolyta, dan Asia Pulp & Paper serta anak perusshaannya, di Indonesia
menggambarkan ketidakpedulian lembaga pengadilan terhadap legitimasi transaksi
komersial vang dibuat berdasarkan perjanjian internasional. Kondisi ini menimbulkan
dampak besar terhadap tingkat risiko Indonesia di pasar modal intemasional dan atas
arus modal langsung.™

Washington Post dalam artikelnya juge menyatakan bahwa kurangnya sistem
hukum wvang pasti di Indonesia merupakan fakior ulmma mengapa investor pergi.
Kurangnya kepercayaan investor membuat perginya modal asing yang sebenarnya
sangai dibutuhkan olch Indoncsia untuk memperbaiki kondisi perekonomian yang
sepenuhnya belum pulih akibat krisis perekonomian yang sepenuhnya belum pulih
akibat krizis finansial Azia tahun 1997-1998. di samping itu, investor asing juga sering
mengeluh bahwa mercka scringkali dijadikan subjek tuntutan sewenang-wenangnya
oleh pejabat pemerintah, petugas pajak, den mitra lokal. Kasus tersebut jika diajukan ke

T Ridwan Khairandy, “1kiim Investasi dan Jaminan...", op o, hlm 151,
*® Todung Mulys Lubis, foc, cil.
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pengadilan hanya akan berdampak sedikit. Hal ini dikarenakan adanya budaya suap
yang merajalela dan standar hukum yang memihak.™

Kepastian hukum itu sendiri bagi investor adalah tolak ukur utama untuk
menghitung resiko. Bagaimana resiko dapat dikendalikan dan bagaimana penegakan
hukum terhadap resiko tersebu. Kalau penegakan hukum tidsk mendapat kepercayaan
dari investor maka hampir dapat dipastikan investor tersebut tidak akan berspekulasi di
tengah ketidakpastian. Dalam kondisi dalam bentuk portfolio, apalagi dalam bentuk
direct investement,”

Ketidakpastian hukum dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Kadang-kadang
kebijakan atau peraturan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di
atasnya, atau vang dibuat tidak mengindahkan peraturan atau tidak mencabut peraturan
sehelumnya untuk aspek yang sama. Terkadang juga peraturan dibuat berlaku surut,
proses pengambilan keputusan pejahat negara yang tidak konsisten dan tidak transparan.
Semua hal tersebut membuat pengusaha atau investor merasa berada di persimpangan
jalan, menimbulkan perasaan tidak adanya kepastian hukum dan kepastian uszha, "’

Padahal, penghindaran terjadinya ketidakpastian dalam mengartikulasikan
mandat hokum bukan hanya sckedar untuk memberikan rasa keadilan. Tetapi,
pertimbangan secara hati-hati dalam menjelaskan makna dan aturan hukum yang ada
secara langsung jupa akan memberikan keuntungan bukan hanva kepada individu, dan
tetapi juga kepada masyarakat umum.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan ketidakpastian hukum. Faktor-faktor
terscbul antara lain terlalu cepatnya perubahan kebijakan dan persturan perundang-

* Delissa A. Ridgway dan Mariya A. Talib, op. cif, him 337-338.

* Ridwan Khairandy, “Kepastion Hikum dan Jaminan...”, op. cit, him 152

! Fbic, him 154

2 Michael P, Van Alstine, “The Cosis of Legal Change”, UCLA Low Review, Vol, 49, Febuari 2002,
him 813,
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undangan, adanya perientangan di antara berhagai peraturan perundang-undangsn, dan
kekosongan hukum, Ketidakpastian hukum terjadi pula dalam penegakan hukum,

Darl ulasan di atas, maka hal pertama dan paling penting yang dilakukan
pemerintth adalah kembali meninjau ulang dan memperbaiki berbagai infrastruktur
vang diperlukan sektor industri dan investasi. Infrastruktur yang dimaksud bukanlah
sekedar infrastrukiur dalam pengertian fisik. Namun demikian yang lebih penting dari
itu adalah bagnimana sekior industr atou investasi lersebot mendapat jaminan hukum
untuk dapat mengembangkan bisnis dan uwsahanya sccara lehih efcktif dan efisien.
Sebab, hanya dengan itulah ekonomi biaya tinggi dapat ditekan tanpa harus mengurangi
pendapatan pemerintah dari sektor pajak.*

i samping itu, arues modal asing nantinyn aksn meningkatkan seiring
keseriusan Indonesia dalam menciptakan sistem hukum yang adil dan menyeluruh, Hal
ini tentu harus ditkuti tingkat transparansi dan akuntsbilitas yang tingei pada selurub
lembaga hukum vang dapat menciptakan kepastisn di kalangan masyarskat investor
dalam dan luar negeri, termasuk perbankan dalam negeri, vang menuntut Kinerja
institusi hukum yang baik dan efektif untuk dapal mengurangi dampak dari risiko
investasi di Indonesia. Jiks hal ini tidak dapat memenuhi target pertumbuhan

ekmuninya.“

* gidwon Khatrandy, “Kepastien Huloam dan Jaminan,..", ap, oif, him 152
** Medin Indonesia.
** Tolung Mulya Lubis, “Infrastrukiur dan Kepastian Hukum™, Kompas, 14 Juni 2003
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NEGARA KESEJAHTERAAN DAN PENANAMAN MODAL

A. Negara Kesejahteraan

Istilah negara kescjahicraan merupakan terjemahan dari istilah welfare siate
dalam Bahasa Ingeris atau welvaartsstaa™ atau verzorgingssiaas  atau juga dikenal
dengan istilah social rechtsstaar dalam Bahasa Belanda.

Ajaran negara kesgjahteraan merupakan penjabaran lebih lanjut dari ajaran
negara hukum, yang lahir dari perkembangan pelaksanaan ajaran negara hukum masa
lampau (terutama rechisstaad dan he rule of law), vang kemudian melekat prinsip-
prinsip dasar tersendiri yang dapat dibedakan dari prinsip-prinsip dasar recfizstaar dan
the rule of law.

Discbutkan bahwa: Ajaran negara kesejahteraan dianggap scbagai solusi atas
berbagai masalah yang dihadapi masyarakst pada skhir Perang Dunia I, negaras
kescjahteraan digambarkan schagai jalan tengeh antara ekstrem Jaissezr-faire dan
kebijakan ckomomi kolektivis, suatu cara yang menjanjikan untuk menyclesaikan
konflik ideclogis vang mengancam masyarakat demokratis sebelum Perang Dunia 11.%

Bagi negara kesejahteraan, konsep modernitas dimaknai schagai kemampuan
negara dalam memberdavakan masyarakatnya. Peran dan tangung jawab negara menjadi

begitu besar terhadap warga negaranya karena negara akan bersikap dan memposisikan

“ Jimly Asshiddigle, Gogean Kedmrlaton Rokyar dalam Koestitusi don Pelabxanagmmya di ndonesia,
lchitizr barg van Hoeve, Jakaria, 1994, him. 123

“ Philipus M. Hadjon, Perfindumgan Hukun Sogi Rakye of Indonesia, Bing lmu, Surabaya, Cetke-1,
1987, hilm, 77

“* Snfii Mugruha, Privatisation of Stole Enterprises in The 20Th Century A Step Forwards or Backwards,
PPS UL Jakarts, 2004, hlin, 25
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dirinya scbagai “teman™ bagi warga negaranya. Makna kata teman merujuk pada
kesiapan dalam memberikan bantuan jika warga negaranya mengalami kesulitan dan
membutuhkan bantwan. Birokrat merupakan alal dan garda depan negara vang sccars
langsung melayani warga negara. Birokeat “diharuskan™ bersikap netral dengan cara
tidak menjadikan latar belakang politik dan sosial warga negara sebagai dasar
pertimbangan pemberian pelayanan. Penganut negara kescjahteraan percaya jika negara
memberikan banyak bagi warga negara maka akan terjadi penurunan demonstrasi,
kekemsan maupun anarkisme yang dilakukan oleh masyarakat yang merasa
dipinggirkan atsu merasa bahwa distribusi keuntungan ncgara tidak berjalan dengan
baik. Empat hal yang disediakan olch negara kesejshteraan kepada rakyatnya antara
lain:

1) Menciptakan keamanan;

2) Mensuplai pelayanan social;

i) Mengurangi bisya sosial masyarakat;

4) Mengontrol angka reproduksi.

Megara koscjghteraan menolak konsep revolusi sosial ala ksum Marxis,
karcna tanpa revolusi yang diyakini kaum Marxis, kesejahterann warga negars telap bisa
diaplikasikan melalui konsep welfare-siate. Konsep revolusi Marxis digantikan oleh
perubahan bertahap yang tercermin dalam agenda reformasi yang conderung tidak
radikal. Wilai penting yang dibawa negara kescjahteraan adalah mereduksi jurang
pemisah antara kaum kaya dan kaum miskin dengan cars mendistribusikan uang dari si
kaya kepada si miskin. Distribusi keuntungan yang diatur olch negara ini salah satu
caranya dilakukan dengan menempatkan pihak buruh dan pengusaha secara scimbang,
memiliki hak vang sama dan setara. Dalam kerangka negara kescjahteraan, pihak buruh
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tidak mendominasi sektor dan kebijakan ekonomi namun menjadi aktor aktif dalam
membangun perckonomian sejajar dengan para penpusaha. Terdapat pula para
pengussha yang tanpa intervensi dari negara berupava membangun forum terbuka
dengan para buruh. Forum ini bertujuan untuk mencapal negosiasi kebijakan
berdasarkan prinsip win-win solufion antara pihak pengussha dan pihak buruh. Megara
kesecjahteraan mempercayai bahwa perubahan ekonomi secara cepat dan radikal justru
akan memicu bencana dan distorsi besar. Laju perekonomian yang pertahan pamun pasti
akan membawa keselamatan ekonomi bagi negara kesejahteraan,

Perkembangannya konsep negara kesejahtersan dibedakan antara negara
kesejahteraan terdiferensiasi (differencioted welfure state) dan nepara kesejahteraan
vang terintegrasi (imfegrated welfure siate). Yang pertama biasa disebut sebagai negara
kesejahternan (welfore state) sajo, dan yang terakhir dikenal sebagai negara korporasi
feorporalist welfare stafe) yang merupakan pengembangan yang periama.

ULU.D. 1945 di samping sebagai konstitusi politik juga dapat disebut sebagai
konstitusi ekonomi, karena;™ salah satu cirinva yang penting sebagai konstitusi
ekonomi ialah bahwa ULUD." 1945 mengandung ide negara kesejahteraan welfare
state).

Namum, segaln sesusly memiliki sisi baik dan buruk, begitu pula dengan
sistem negara kesejahterann, Pemerinteh memiliki hak penuh untuk menekan dan
memaksa warga negaranys dalam melakokan berbagai hal yang dianggap penting dan
wajib olch ncgara. Bentuk paksaan dan tuntutan seperti ini secars langsung membuat
warga negara kehilangan kebebasannya. Hal ini menjadi logis, jike mengingat bahwa
kebebasan tidak berbanding lurus dengan keselamatan dan keterjaminan.

* Fimly Asshiddigie, Lmuy@ | @}{' )
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Selain it sisi negatif dari negam kescjshterasn adalah spirit yang dimiliki
wargd neégaranya cenderung menurun sejak pemerintah telah menjamin keseluruban
hidup mereka (keschatan, perumahan, pendidikan dil). Analogi atau penggambaran
sederhananya seperti ini, jika pendapatan suatu warga negara meningkat maka beban
pajak yang dibayar juga akan meningkat. Sedangkan jika mercka tidak bekerja, mercka
tidak akan dikenai kewajiban membayar pajak. Jaminan sosial vang disediakan oleh
pemerintah sama untuk warga miskin atau warga kaya, Potret sosial seperti ini
membentuk satu preseden di tengah masyarakat “buat apa bekerja keras jika akhimya
akan dikensi pajak yang tinggi dan mendapatkan jaminan yang sama dengan warga
miskin dari pemerintah?’ “Buat apa bekerja keras jika pajak vang dibayarkan, diberikan
untuk kaum miskin yang pemalas?™ Preseden seperti ini lambat laun namun pasti telah
mengeerogoti semangat kerja keras vang dimiliki olch generasi terdahulu,

Konsep negara kesgjahleraan sehenamya sudah termaktub dalam amandemen
UUD 1945 Republik Indonesia. Namun, dalam kenyatsannya, konsep negara seperti ini
belum sepenuhnya diaplikasikan di Indonesia. Di wilayah Skandinavia, konsep negara
kesejahteraan telah menjadi ideclogy dan sistem yang berjalan, Satu kunci keuntungan
dari sistem negara kesejahteraan adalah tidak ada sutupun wargn negara yang menderita
atpu dibiarkan menderita baik dari segi ekonomi maupun sosial. Syarat-svarat welfare
slate adalah:

1) Sistem perpajakan yang baik;

2} Kalau terdapat banyak UKM, maka tingkst kesejahteraan akan semakin kecil
{pengarub dari fax sisten);

3) Adanya social trusi yang besar, tanpa ada social frusi maka tidak ada pembayar

pajuk;
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4) Perlu adanya serikat pekerja yang kuat;

5) Penduduknya harus homogen (populasi yang tersebar harus homogen baik etnis
MAUPUn agama);

i) Adanya institusi sosial yang kuat. Institusi sosial yang kuat skan membuat
masyarakat terbiasa dengan rules of the game yang diciptaksn oleh pemerintah,
Institusi sosial merupakan strukior dasar masyarakat yang berperan dalam
menciptakan keteramuran masyarakat

Ke lima aspek bahwa point homogenitas menjadi permasalahan tersendiri di
negara Indonesia. Masyarakat Indonesia memiliki tingkat heterogenitas yang tinggi
yang tersebar ke seluruh pulau di Indonesia. Tingkat heterogenitas mi menjadi
penghalang bagi terlaksananya konsep welfare-state sebagai landasan negara Indonesio,

Tidak berjalannyva konsep welfare-siate di Indonesia juga diskibatkan oleh orientasi

ideologi dan kecenderungan pendidikan yang dimiliki oleh elite ekonom dan pengambil

kebijakan Indonesia. Para ckonom dan policy maker tersebut disckolahkan di negara-
negara vang menganut sistem perekonomian neo libéral melalui program beasiswa,

Dampaknya adalah konscp negara dan perckonomian Indonesia cenderung disesuaikan

dengan perspektif ideologi dan keilmuan para elite kebijakan dan ckonom. Dy

Indonesia, warga vang secarg ekonomi terpinggirkan dan miskin maka posisinya hanya

akan menjadi warga negara kelas dua, Jika warga ncgara miskin tersebut ingin

mendapatkan pelayanan yang berkualitas dan diperlakukan secara sejajar, maka konsep
hubungan patron klien adalah sarana yang bisa dipergunakan uniuk mengangkat hak
dan kesctaraannya. Sang patron tidak lain adalah crang-orang yang menempati hicrarki

atas dalam struktur sosial masyarakat,
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Terjadinya pergescran yang demikian disebabkan adanya tujusn politik
hukum yang diterapkan adalah bersifat kontemporer yang disesuaiken dengan situasi
dan kondisi perkembangan masyarakst dan kebutuhan akan pengaturan bidang yang
bersangkutan.

Dikuasai negara fidak berarti bahwa negara sendiri menjadi pengusaha,
usahawan tetapi kekuasaan negara untuk membuat peraturan guna kelancaran ekonomi,
peraturan yang melarang penghisapan orang yang lemah oleh orang vang bermodal. ™
Tujuen penpuasasn negard atas sumber-sumber perekonomian negare adalah untuk
sehesar-besar kemakmuran rakyst, sehingga memberikan kewajiban negara untuk:”'

1. Segaip pemanfaatan (bumi dan air) serta hasil yang didapai (kekaysan alam) harus
secara nyvats meningkatkan kemakmuran dan kesejahieraan masyaraknt;

2. Melindungi dan menjamin sebagai hak-hak rakyat yang terdapat di dalam atau di atas
bumi, air dan berbagai kekaysan alam terentu yang dapat dihasilkan secara langsung
atau dinikmati langsung oleh rakyat:

3. Mencegah scgala tindakan dari pihak manapun yvang akan menyebabkan rakyat tidak
mempunyai Kesempatan atan aken kehilangan haknya dalam menikmati kekayaan
alam.

Schingga sumbcr-sumber kemakmuran sebagaimana dimaksedkan dalam
Pasal 33 U.UD. 1945 harus benar-benar dipergunakan untuk sebesar-besar

kemakmuran seluruh rakyat.

" yuhammad Hatta, Pesjobaran Pasal 33 DUD 1945, Mutiora, Jakarta, 1977, hlm, 28

! Bagir Munan, Beberapa Catatan Atar Rancargan Undang- Undang fentang Minpok dan Gar i, FH
~UNPAD, Bandung, 1999, hlm, 1-2
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B. Penanaman Modal dalam Tujuan Pembangunan

Setiap negara selalu berussha meningkatkan pembangunan, kesejahteraan dan
kemakmuran rakyatnya, Usaha kearah tersebut dilakukan dengan berbagai cara yang
berbeda antara ncgara satu dengan negara lainnya. Salah satu usaha yang selalu
dilakukan oleh negara adalah menarik sebanyak mungkin investasi asing masuk ke
negaranya’.

Menarik investasi masuk scbanyak mungkin ke dalam suatu negara
didasarkan pada suatu mitos yang menyatakan bahwa untuk menjadi suatu negara yang
makmur, pembangunan nasional harus disrshken ke bidang industri. Untuk mengarah
kesama, negara-negara tersebut sudah sejak awal dihadapkan pada permasalahan
minimnya modal dan teknologi vang merupakan elemen dasar dalam  menujo
industrilisasi. Jalan yang ditempuh untuk mengatasi kendala tersebut adalah
mengundang masuknya modal asing dari negara-negara maju ke negara-negars
berkembang tersebut, ™

Upaya-upaya yang dibangun untuk menarik investasi di Indonesia tidak
dilkuti dengan jaminan kepastian hukum bagi kegiatan investasi. Persoalan ini
mengakibatkan para investor enggan untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Hal ini
dapat dilihat dari semakin banyak perusshaan industri yang menutup atau memindahkan
usshanya ke negara lain, sepert] ke Vietnam dan Republik Rakyat Cina. Bahkan ada
kecenderungan pula mereka yang sudah melakukan investasi sejak lama di Indonesia

meninggalkan Indonesia dan memindahkan investasinya ke negara lain.™

7 Yuliando Ahmad, “Peran Multilaterul |nvestemenl Guarsntee Agency (MIGA) dalam Kegiatis
Invvestnsi™, Jursol Hikum Bisnde, Vol 22, Ne. 5, Tabun 2003, hlm 39,

“ Rigwan Khairamdy, “Perangn Perusahaan Penanaman Modal Asing Joint Ventare dalom Akl
Teknologi di Indonesia®, Jrnal Hukum Bisnis, Yol 22, Mo, 5, Tahun 2003, him 51,

" Ridwan Ehalrandy, “Iklim Investasi dan Jaminan Kepastion Hukum dalem B Ofonomi Deersh™,
Jurnal Hukwes Respublica, Vol 5, Mo, 2, Tehun 2006, him 145



Menurut Data Badan Penanaman Modal Cina, sclama Januari-Mei 2003
realisasi investasi Indonesia ke Cina mencapai 56,74 juta dollar AS. Adapun nilai
kontrak (persetujuan) investasi yang lari dari Indonesia ke Cina sebesar 264 juta dollar
AS, atau naik 319.77% dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya, Nilai
kontrak dan realisasi itu berasal dori 50 perusahaan baru dari Indomesia yang
menanamkan modal di Cina. Dan jumlah perusshaan, terjadi peningkatan schesar
g 9%

Bcherapa ckonom masih scpakat bahwa pemberian insentif fiskal dapat
dijadikan salsh satu ahematil untuk mendorong kembali tumbuhnya sektor industri.
Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah bahkan telah mengeluarkan paket insentif pajak
uang dinilai oukup progresif. Melalui hal tersebut, portumbuhan investasi diharapkan
dapat mendorong lagi. ™

Melalui berbagai kebijakan di atas, di satu sisi memang dapat memberikan
harapan kepada para pengusaha atau investor schingga mercka bersedia menanambkan
modalnya lagi di Indonesia. Namun, di sisi lain fasilitas dan kemudahan sebenamya
bukanlah espek yang terlalu dibutuhkan pengusaha sast ini. Schaliknya, kepastian
hukum, terutama pada tingkat pelaksanaan, merupakan aspek paling penting. Walau
kini hal ini sudah terdengar klasik, namun dalam kenyatsannya hal itulzh vang belum

dapat sepenuhnya diberikan olch pemerintzh. Pemberian insentif fiskal melalui

pengurangan pajak dan tarif seperti scperti yang tclah dilakukan pemerintah-pemerintah

* Kompus, “Pelarian Modal duri Indonesia ke Cina Meningkat Drastis™, Sabtu 30 Agustus 2003, dinkses
dari http S wvew kompos.comdbompas-cetak 03083 Wekonomi 520991 him.

ﬁ' Mugroho Prafomo, “Pertumbuban Ekonomi 2007 Masih Sangel Berganiung Kepads Pemerinbab™
Mpdia Indaresia, Jamat, 9 Movember 2007, him 21
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sebelumnya tidak lagi menjadi terlalu relevan, bahkan kebijakan semacam it justru
akan cenderung merugikan negara,”’

Masuknya modal asing bagi perckonomian Indoncsia merupakan tuntutan
keadasn baik ekonomi maupun politic Indonesia. Alternatif penghimpunan dana
pembangunan perekonomian Indonesia melalui mvestasi modal secara langsung sangat
baik dibandingkan dengan penarikan dana internasional lainnya sepernti pinjaman dari
Juar negeri. ™

Modal asing vang dibawa oleh investor merupakan hal vang sangat penting
schagai alat untuk mengintegrasikan ckonomi global. Selain itu, kegiatan investasi akan
memberikan dampak positif bagi negara penerima modal, seperti  mendorong
tumbuhnmya bisnis, adanya suppdy teknologi dari investor baik dalam bentuk proses
produksi maupun permesinan, dan menciptakan lapangan pekerjaan,™

Saat ini, pemerintah Indonesia telah menetapkan target pertumbauhan ekonomi
7.9 persen hingga 2Z009. Fertumbuhan akan dicapai melalui investasi modal dan
konsumsi dalam negeri. Pertumbuhan dengan tingkat itu amat penting huna mengurangi
separuh jumlah pengangguran dalam waktu empat than. Tingkat konsumsi dalam negeri
kini tidak akan mampu menciptakan lapangan kerja yang cukup. Hal ini jelas memberi
tekanan kepada Indonesia untuk menarik lebih banyak investasi baru, khususnya dari
luar negeri, guna menutup kekurangan,™

Lingkungan bisnis vang sehat untuk berinvestasi tidak hanya diperlukan

untuk menark investor dar dalam dan lvar negeri, tetapi juga agar perasahaan vang

T
Fhicd

" Yullmnio Syshya, “Pertumbuhos Ievestasi Asing D Kepulasan Batam: Aniara  Doallsme
Kepsmimpinan dan Kepastian Hakum™, Senal Hubum Bisais, Yol 22, Mo, 5, Tahun 2003, him 46.

¥ Delissa A. Ridgway dan mariva A. Talib, “Globalisation and Development: Free Trade, Foreign Aid,
Investement and The Bule of Law™, California Western friernationol Lenw Jowrnal, Yol 33, Spring
20403, him 335,

m Tll'h:ﬁ.l" Mul}q Lul:li:r "Inﬁmdllmhﬂrpdﬂiﬂt Mk s ™, E'u::lﬂplﬂ. 14 Jeand 2008,
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sudah ada tctap memilih lokasi di Indonesia, Faktor utama yang mempengaruhi

lingkungan bisnis adalah tenaga kerja dan produktivitas, perckonomian daerah,

infrastruktur fisik. kondisi sosial politik, dan institusi.”"

Secara lebih rinel, penanaman model asing merupakan hal vang harus
disambut baik karena dapat memberikan keuntungan cukup besar terhadap
perekonomian nasional, misalnya dapat berupa;™
1} Menciptakan lowongan pekerjaan bagi penduduk twan rumah, schingga mereka

dapat meningkatkan penghasilan dan standar hidup mereka;

2) Menciptekan kesempatan penenaman modal bagi penduduk tuan rumah, schingga
mereka dapat berbagi dari pendapatan perusahaan-perusahaan baru;

3) Meningkatkan ekspor dari negara tuan rumah, sehingga mendatangkan penghasilan
tamabahan dari luar yang dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan untuk
kepentingan penduduknya;

4) Menghasilkan pengalihan pelatihan teknis dan pengetahuan, yang mana dapat
dipergunakan olch penduduk unfuk mengembangkan perusahaan dan indusin lain;

5} Memperlpas potensi keswasembadaan negars twan rumah dengan memproduksi
barang setempat untuk menggantikan barang impaor;

6} Menghasilkan pendapatan pajak tambahan vang dapat digunaken untuk berbagai
keperluan, demi kepentingan penduduk dari negara tuan rumah;

7} Membuat sumber daya negara tuan rumah-haik sumber daya alam dan sumber daya
manusia-lebih baik pemanfaatannya daripada semula,

Dengan demikian, arti modal asing bagi pembangunan ckonomi negara-
negara berkembang, termasuk Indonesia, pada dasamya adalah untuk meningkatkan

* Kompas, “Reformasi Tklim Investasi”, 4 Febroari 2006,
2 yohn W, Head, Pengantar {mam Hukumn Etoromi — Seri Dasar - Dazar Hwkum Ekonami 1, Program
Kerjasama antura; Provek PLIFS don Fukultas Hubum Universitas Indonesia, 1997, him 89,
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perekonomian nasional dan modemnisasi strukiur ekonomi nasional. Namun, investor

yang menanamkan modal di negara berkembang pada umumnya menuntut kesiapan

negara tersebut darl aspek keamanan dan kepastian hukum dalam berinvestasi. Oleh
karena itu, diperlukan sistem hukum dan ekonomi vang memadai untuk menarik modal
asing masuk ke Indonesia.™

Bila negara berkembang ingin menarik negara maju agar berinvestasi di
negara tersebut, maka ada beberapa hal yang harus dipenuhi untuk menarik arus modal
asing tersebut, antara lain:"™
|. Peraturan-peraturan kebijakan yang tetap dan konsisten vang tidak terlalu cepat

berubah dan dapat menjamin adanya kepastian hukum karena ketiadaan kepastian
hukum akan menyulitkan perencansan jangka panjang usaha mercka;

2. Prosedur perizinan yang tidak berbelit-belit vang dapat mengakibatkan high cost
ECOROMY;

3. Jaminan terhadap investasi mereka dan proteksi hukum mengenai hak atas kekayaan
milik investor,

4. Sarana dan prasarana yang dapat menunjang terlaksananya invesiasi mereka dengan
baik, antara lain meliputi kemunikasi, transportasi atau pengangkutan, perbankan dan
perasuransian.

Secara umum diketzhui bahwa penanamen modal asing khususnya yang
berlokasi di negara berkembang atau sedang berkembang, sering merasa khawatir akan
begitu banyak risiko. Hal ini disebabkan oleh keaduan politik, sosial, dan ekonomi
negara-negara berkembang atau sedang berkembang vang belum siabil. Padahal,

penanmman modal asing membutuhkan iklim yang konduktif sifatnya scperti rasa aman,

= Yykianio Syahyy, loc, cit.
* Nindya Pramaiss, Bunga Rampal Hickiss Sisnis Abtual, Ciira Aditys Bakti, BAndung, 2006, klm 171.
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Hongkong. Studi vang baru dilakukan Asian Development Bank, JBIC, dan Bank
Dunia, Maret lalu, yvang berjudul Commecting East Asta: A New Fromework for
Infrastructure juga menyatakan, tingkat kepastian kebijakan dan peraturan pemerintah
vang merupakan salah satu prasyarat penting menarik investasi langsung untuk proyek
infrastruktur. Laporan juga mengatakan, sistem peradilan, dan korupsi  akan
menghambat investasi sektor infrastruktur,"®

Semua permasalahan dalam bidang investasi harus diselesaikan agar iklim
investasi yang kondusif dapal segera fercipta. Permasalahan ini antara lain, Pertama
bagaimana mensejajarkan posisi investor dapat tercipta. Kedua, bagaimana menciptakan
kepastian peraturan di bidang investasi sehingga tercipta iklim kondusif bagi investasi
di tanah air. Ketiga, bagaimana menciptakan harmonisasi hukum di bidang investasi
pada era pasar bebas dan era otonomi daerah untuk mencegah relokasi perusahaan ke
berbagai negara lain.®

Biasanya sebelum calon investor akan menanamkan modalnya di seatu
negara, ada beberapa hal yang menjadi perhatian negara calon investor. Beberapa hal ini
seringkali menjadi perhatian bagi investor agar mereka dapat meminimalisir resiko
dalam berinvestasi, antara lain:™
l. Kcamanan investasi yang sering berkaitan dengan stabilitas politik suatu negara;
2. Bahaya tindakan nasionalisasi dan berkaitan dengan ganti Kerugian,
3. Repatriasi keuntungan dan modal dan konvertibilitas mata vang;
4. Penghindaran pajak berganda;

5. Masuk dan tinggalnya staf atau ahli yang diperlukan;

** Todung Mulya Lubis, foe, e,

** Aminudin limar, ap, clr, him &67.

™ Mochtar Kusims Atmadia, “Investasi di Indonesia dalam Keitannys dengan Pelaksansan Pesjanjian
Hisxafl Pudaran Uruguay™, Jursal Hiskum, Mo 5, Wol 3, 1996, him 6.
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tertib, serta adamya suatu kepastian atan jeminan hukum dari negara penerimasn
modal **

Hal yang senada juga diungkapkan oleh Kofi Anan. Dia berpendapat bahwa
tanpa adanya pengelolaan yang baik, aturan hukum yang pasti, sistern administrasi yang
prediciable, legitimate power, dan regulasi yang responsif, maka dapat dipastikan tidak
akan ada lagi pendanasn asing yang masuk ke ncgara tersebut dan tidak akan ada
kekuatan ekopomi dunia yang akan membuat negara-negara berkembang menjadi
s¢jahtera. Pada dasarmya modal itu merupakan hal vang bersifat penakut. Sehingga,
dalam investasi asing membutuhkan sdanya kepastian hukum, di mana hal ini sangat
jarang ditemukan di negara berkembang

Berboagai permasalahan dan kendals yang muncul dalam penanaman modal
akan menimbulkan ketidakpoasan antara kedua belsh pihak, Untuk itu, peran
pemernintah sangat diperlukan melalui suaty sistem kebijaksanaan yang terarah dan
dapat memberikan kepastian hukum serta rasa keadilan bagi kedua belah pihak.*’

Selain  berbagai permasalahan tersebut, Indonesia juga menghadapi
persaingan ketat arus modal asing dan Thailand, China, India, Malaysia, bahkan
Victnam berhasil menarik modal investasi asing sebesar 14,6 milisr dollar AS
dibanding Indonesia 3,84 miliar dollar AS antara 1995 dan 2003, Angka itu bertolak
bclakang dengan kenyataan, skala dan tingkat perekonomian Indonesia jauh lebih besar
dan upah tenaga kerja sedikit lebih tinggi dari Victnam. Berdasarkan data Asian
Development Bank, antara tahun 2003-2004 hanya 25% total kebutuhan pendanaan di
Indonesia berasal dari penanaman modal langsung (dibanding pinjaman perbankan dan

pendanaan obligasi), dibanding 45% di Malaysia, 57% di Singapura, dan 73% di

 Aminwdin Umas, Hukum Penanaman Modiad o Indemesia, Kencana, Jakarta, 2004, him 69,
® Dalisas A. Ridgway dan Mariya A, Tallb, ap, cit, him 336-337.
" Aminudin lmar, op, cit, him 68,



6. Penvelesaian sengketa;

7. Perlakuan yang sama terhadap investor asing dan tidak adanya pembedaan dari
investor domestik;

8. Insentif untuk penanaman modal;

9. Tramsparency yaitu  kejelosan mengenai peraturan  perundangan, prosedur
administras] yang berlaku, serta kebijakan investasi; dan

10. Kepastian hukum, termasuk enforcemernt putusan-putusan pengadilan,

Apabila diukur dengan hal-hal yang biasanya menjadi perhatian atau
permintaan penanam modal tersebut di atas, maka negara seperti Indonesia, sctelah
menjalankan kebijakan penanaman modal asing lebih dari dua puluh tahun, dapat
dikatakan cukup memenuhi harapan calon investor.”

Walaupun demikian, kenyataannya kegiatan iklim investasi di Indonesia tidak
berjalan dengan baik. Hal terscbut mengakibatkun laju perturmbuhan ekonomi negara
lain menjadi terhambat, bahkan cenderung jalan di tempat.

Untuk itu, dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif, ada tiga
hal mendasar yang harus diperbaiki pejabat dan penguasa Indonesia. Tiga hal ini perlu
dilaksanakan bila Indonesia benar-benar ingin berdaya saing terhadap negara-nepara
sedang berkembang lainnya. Ketiga hal itu adalah “3L" (Legal, Labour, Local).™

“L* pertama yaitu masalah Legal, dalam hal ini Indonesia harus membenuhi
sistem hukum dan menerapkan pencgakan hukum yanpg ramah bagi inveslasi dan

perdagangan. Kedua, Indonesia harus membenahi masalah perburuhan, termasuk

a | -
7 Jywono Sudarsona, “Tiga L Pemikat Investasi di Indonesia™, Kompes, Rabu, 09 Juni 2004,
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berbagai peraturan yang menyangkut hubungan kerja vang akrab bagi investor. Ketiga,
Indonesia harus membenahi pemerintah daerah.”™

Masalah sistem hukum dan penegakan hukum di Indonesia sudah puluban,
bahkan ratusan kali, diseminarkan sejak Mei 1998. Pengamat politik, ckonomi, dan
hukum sebenamya sudah sama-sama maklum bahwa di Indonesia sulit sekali disebut
ada sistem hukum karena tidak adanya sistem akibat terlalu banyak hukum, Banyaknya
perundang-undangan tumpang tindih, tak jelas hierarki dan susunannya, menyebabkan
munculnya rimba hukum dan hukum rimba. ™

“L" kedua yaitu Labonr. Hal ini mengenai pembenahan masalah peraturan
dan implementasi ketentuan perburuhan, yang boleh jadi adalah masalah vang paling
pelik yang dihadapi pemerintah apapun dan kapan pun di Indonesia. Dengan angkatan
kerja yang meningkat sekitar 1,8 juta setahun, pengangguran terbuka 10 juta dan 36 juta
rakyat hidup di bawah garis kemiskinan, siapa pun jadi pejabat departemen tenaga kerja
akan pusing tujuh keliling 24 jam sehari 7 hari seminggu.”

Perusahansn asing sehenarnya ingin membantu pimpinan dan anggota serikat
buruh Indonesia mengatasi ancka masalah yang berkait upah kerja, jam kerja. ketentuan
hak mogok, vang pesangon, wewenang pemecatan, dan sebagainya. Seperti dalam
pencgakan hukum, perusahaan asing sering menghadapi pemelintiran nasionalisme
melawan globalisme atau kapitalisme asing.

“Musuh™ besar buruh Indonesin adalah jumlah dan kualitas buruh yang
menawarkan jasa lcbih murah den lebih berdisiplin di Vietnam, Kamboja, China,
Banglades, di samping buruh-buruh seperti di Amerika Latin dan Afrika. Perusahaan

asinglah yang memberi harapan hidup bagi sejumiah besar karyawan Indonesia dengan

™ Ihicd
™ ficd
" Ihid



tanggungannya melalui jaminan keschatan, beasiswa pendidikan, dan tunjangan sosial

lain.

“L" ketiga wyaitu Local. Hal ini mengenal penyclesaian pembagian
kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah dacrah. Pengussha asing
mengamati bahwa deseniralisasi luas dan cepat yang dikumandangkan sejak | Jamueari
2001, apapun kekurangannys adalah hal yang baik bagi har depan demokrasi
Indonesia. Namun, mercka mencatat beberapa hal vang bisa merugikan pengembangan
demokrasi di daerah apabila sejumlah persoalan pembagian kewenangan antars dacrah
dan pusat tidak diatasi dalam wakiu dekat. Masalah penerapan pajak, ketentuan tentang
syarat-syaral kerja seria peraturan mengenal hak serta kewajiban majikan dan buruh,
penctapan upah minimum, tunjangan vang berlako menurut sektor dan lokasi cenderung
menambah beban anggaran p:nnajmm.”

Pentingnya pembenahan tiga L (Legal, Labour, Local} adalah tantangan vang
harus dijawsb guna memperbaiki iklim investasi di Indonesia. Perhatian dan minat
investor asing otas Indonesia cukup mantap. Iktikad baik dan uluran tangan dari
kalangan asing, baik dari kalangan pemerintah maupun swasta, sudah disampaikan.

Selain jtu, ada beberapa upaya perbaikan lain yang perlu segera dilakukan,
Upaya ini dilakukan baik dari aspek hukum moupun dari aspek birokrasi. Upaya
perbaikan ini meliputi:”

1. Menyempurnakan perangkat hukum yang lebih kondusif terhadap peninglatan
investasi antara  lain  dercgulasi  peraluran  penanaman  modal, termasuk
penvempurnaan sistem insentif, desentralisas] kewenangan perizinan investasi, dan
penvempumaan Undang-Undang Penanaman Modal;

H
Ihid
¥ Gubendro, Hubwn Investasi di Erg Otonemi Dosrcah, Peserblt Gita Negeri, Yogyakarta, 2005, him 4,



2. Melakukan peninjausn daftar negatifl (regative Jisy) investasi secara berkala sesuai
dengan perkembangan keadaan;

3. Mengustkan kelembagaan dan profesionalisme aparainya baik di pusat maupun
dacrah agar menjamin pelayanan yang efisien kepada penanaman modal, termasuk
membentuk sistern pemantauan invesiasi dan meningkatkan kepekaan terhadap
berbagai keluhan masyarakat;

4, Meningkatkan promosi investasi di dalam dan di luar negeri;

3. Meningkatkan aliansi strategis dengan herbagai mitra ckonomi secara saling
menguntungkan, dan;

6. Meningkatkan negoisasi dan kerjasama ekonomi bilateral dun multilateral.

Kebijakan pemerintah mengundang penanaman modal asing  untuk
melakukan kegiatan investasi di Indonesia serta perlimbangan agar dalam pembangunan
ekonomi  sumber-sumber dari luar negerl dapat dimenfaatkan untuk  menutupi
kekurangan modal dalam negeri tanpa mengakibatkan ketergantungan pada luar negeri.
Dengan hadimya modal, teknologi, dan keahlian manajemen luar negeri tersebut
diharapkan dapat membantuan mempercepal pembangunan nasional dalam bentuk
pemberian lapangan kerja, pengalihan teknologi dan peningkatan produksi pada

umumnya.”

C. Keberadaan Hukum Penanaman Modal di Indonesia
1. Metode Pendekatan Hukum Penanaman Modallnvestasi
Dengan campur tangsn pemerintah dalam mengatur dan mengarahkan
perekonomian nasional menuju kepada tercapainya peningkatan investasi, berarti

™ ihicd, Wlen 25



banyak peraturan-peraturan Hukum Investasi yang harus dibuat. Tentunya untuk
dapat membuat suatu peraturan Hukum [nvestasi diperiukan pengetshuan yang luas
dan mendalam, tidak saja tentang hukum tetapi juga pengetahuan tentang Investasi.
Hal im menghgruskan pejabat pemerintah yang mempunyai latar belakang
pendidikan hukum, harus mengetahui juga teori-teori dan prakick-prakiek Investasi
apabila hendak mengeluarkan atas membuat suaty keputusan dan/atau peraturan
Hukum Investasi. Misalnya, pengetahuan tentang cara bagaimana kekurangan dan
kelemahan di dalam kehidupan Investasi dapat dipengaruhi dengan cara mendorong
atau memberi insentil’ tertentu atau sebaliknya dengan melarang atau menghukum
perbuatan-perbuatan terientu, agar dapat menghasilkan struktur Investasi vang
dikehendaki.

Dengan kata lain, apabila hendak merancang suatu peraturan di bidang
Investasi, maka i dak hanya mengandalkan pengetahuan hukumnya saja, akan
tetapi minimal ia harus memahami altermatif apa untuk mengatasi masalah Investasi
yang bersangkutan. Menurut Mubyarto,™ dalam hal Investasi maka ilmu ekonomi
sudah mengalami perubahan dan perkembangan dar masa ke masa, yaitu;
a. Dari pendekatan politik ekonomi (aliran Merkantilisme), ke ilmu ekonomi murni

(oleh Adam Smith dsbnya);
b. Pendekatan ckonomi neo-klasik {olch JThon M. Keynes) menuju ke itmu ekonomi
sosial (oleh Gunnar Myrdal dan John K. Galbraith).

Bahkan ilmu ekomomi wang termasuk di  dalemnya  Investasi
membutuhkan pendekatan yang bersifat psikologi dengan bantuan ilmu komunikasi
dan antropologi  agar  usaha-usaha pembangunan akan  lebih  lancar

™ hubysrto., Hemy Ekomomi, M Soslal daw Keadilas, Agro Fkonomikn, Jekaete, 1980, hal, 15
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penyelenggaraannya. Oleh sebab itu dibutuhkan metode transdisipliner, yaitu
kerangka berpikir yang dipergunakan dengan beriitik tolak pada pemikiran
Investasi, akan tetapi juga menggunakan hasil-hasil pemikiran ilmu sosial, ilmu
politik dan ilmu Ininnya, baik secara interdigipliner maupun secara multidisipliner.
Dinamakan metode pendekatan transdisipliner, oleh karena metode tersehut
melintasi metode yang digunakan oleh disiplinnya sendiri. ™ Sebaliknya dalam
melode transdisipliner penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengintegrasikan
semua disiplin ilmu yang digunakan.

Metode pendekatan yang (ransdisipliner menjadi kebutuhan vang
mendesak dalam mendalami kaidah-kaidah Hukum Investasi. Hal i tidak lain
untuk dapat melihat tempat dan arti tiap-tiap kaidah atau kelompok kaidah vang
menyangkut kehidupan Investasi nasional, baik di dalam konteks struktur Investasi
vang berlaku, maupun dalam konteks pembangunan struktur Investasi vang dicita-
citakan. Schenamya untuk melihat kaidah Hukum Investasi dalam konteks struktur
Investasi yang berfakn maupun vang hendak dibentuk harus mampu melihat kaidah
atau kelompok kaidah Hukum Investasi vang diteliti dan dianalisis, sebagai konteks
sistem hukum yang berlaku (hukum positif), maupun dalam konicks Sistem Hukum
Nasional sebagai the Law of the Future (fus constitwendum). Lebih lanjut [Imu
Hukum perlu lebih mendekatkan diri pada Sosiologi, llme Ekonomi termasuk
didalamnya Investasi, Ilmu Politik, llmu Administrazi, lmu Komunikasi dan
Psikologi serta Futurologi, di samping Tekhnologi dan Komputerisasi sangat

mempengaruhi kehidupan Investasi dan sosial, schingga dapat menuju Negara

** 1stitah mudtidisipliner dan transdisipliner keduanyn mengncu kepada pengertian bebernpa disiplin 1mu
vang dipunnkan umuk mengenilisis suatn bidang stocdi terienh, ml:mhhﬁuuh-ﬂlnhl:rmhmlnm
perbedonn yong cukup mendosar, Perbedonnoyn terletnk pada cera pengambilan kesimpulannyz, Yaity
halwa dolem metode multidisipliner masing-masing disiplin Bmu dipakai secara seadisi-sendin dan
penarikon kegimpulon Gdak dlakuksn secars “infgraied”.
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Hukum serta Sistern Demokrasi Ekonomi. Semua itu harus dicakup dan terpedu di

datam pendekatan transdisipliner yang digunakan oieh bidang Hukum Investasi,

Metode yvang interdisipliner don transnasional dapat dipandang sebagai

suatu cara dalam melakukan pendekatan sehingga tujuan dan harmpan dalam

peninghkatan Investasi dilaksanakan sebageimana mestinya.

Disebutkan interdisipliner, karcna:

a. Hukum Investasi Indonesia tidak hanya bersifat Hukum Perdata, tetapi juga
berkaitan erat dengan Hukum Administrasi Negara, Hukum Antar Wewenang,
Hukum Pidana dan babkan Hukum Publik Internasional dan Hukum Perdaia
Internasional;

b. Hukum Investasi Indoncsia memeriukan landasan pemikiran dari bidang-bidang
non  hukum, seperti filsafat, bidang ekonomi, bidang sosiologi, bidang
administrasi pembangunan, ilmu wilayah, ilmu lingkungan dan bahkan juga dari
futurology.

Disebutkan transnasional oleh karena Hukum Investasi Indonesia tidak
lagi dapat ditinjau dan dibentuk secara intern nasional seperti Hukum Dagang,
akan tetapi memerlukan pendekatan transnasional, yang memandang kejadian-
kejadian dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam negeri dalam kaitannya
dengan peristiwa dan perkembangan vang terjadi di luar negeri dan di dunia
internasional. Dengan demikian Hukum Investasi tidak dapat dianggap sehagai
bagian dari Hukum Administrasi Negara, atau sebagai perluasan dari Hukum
Dagang"', atau hanya sckedar sebagal suatu nama darl kumpulan semua kaidah-

kaidah hukum yang menyangkut kehidupan perekonomian Nasional.

* Kenyntann ini bandingkan dengan pembatasan Hukumn Bisnis meowrut Setiawan. R, Beberapa Cataian
kenitamg Kowirak Bisnis Internasional Pemyelesaion Sengheia, (Jaksria: Mujslsh Tkohi, Tahun XIII,
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Berbeda dengan moiode pendekatan transdisipliner yang disebutkan
terdapat 2 (dua) kelompok ahli hukum yang menganalisa bidang studi Hukum
Investasi. Kedua kelompok tersebut masing-masing mempergunskan methode
pendekatan yang berbeda, yaitu methode pendekatan kuantitatif dan methode
pendekatan koalitatif. Yang termasuk kedslam golongan methode pendekatan
kuantitatil dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) sub golongan, yaitu:

a. Melihat Hokum Investasi sebagai kaidah hukum yang memaksa membatasi
keberadaan ekonomi dalam rangka mengejar apa yang menjadi tujuan ekonomi
Pemerintah;

b. Melihat hukum Investasi sebagai perlussan dari Hukum Dagang, karena
menyangkut:

13 Subjek-subjek Hukum Investasi, yaitu manusia, perusahaan, organisasi
fungsional, dil;

2} Objeck Hukum Investasi seperti, penanaman modal, perdagangan;

3) Hubungan Hukum Investasi seperti, padai, komisi, pengangkutan, bursa,
perbankan, asuransi, dll;

4) Prosedur Investasi misalnya kepailitan.

¢. Melihat bahwa Hukum Investasi adalah semuoa peraturan yang menvangiut
perusghaan (onderneming) schinggn Hukum Investasi terdiri dar peraturan
hukum berupa Hukum Perdata dan Hukum Publik yang berlako bagi perusahan

o, 145 Oktobar 1997, hol, 124; yang menyutakan pengertian hukum bisnis memadai apabita dibatas
dan uniuk sementarn kitn idemtikken dengan pengedtian hukum dagang dalam arian konvensional,
Waloupun demikion, pembalesan lerscbud sehenarnya Udak mudah dilskukan wniuk itu perlyu disdakan
reformast Hulkwm Bisnke, karera yang memat schagian terbesar dari maten hokum dagang kits masih
berasal dari sbad ke 19 dan iglsh dilodifikasi dalam Kiab Undang-Undang Hukum Dagang (KLUHD =
Feiboek von Koophande! Stbl 1947 MNo.23) don berlaku berdusarkan Pasal 1T Atuman Peraliban LU
1945, ety memerlukan perubaban dan penyesuaion, Kebofuhan begl perwbabian KUHD tidak hanya
dischabkan oleh perkembengsn perckonomian di negara kita, melainkon juga karesa funiutan bagd
terpenuhinys kebutuban yang tmbul akibal hubungan bisnis internpsional, khusuwsmya karens adanya
konvensd-konvens] lnternasional 3 bidang hobum dagsng.
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vang ikut serta dalam kehidupan Investasi dan beroperasi melalui cara-cara
komersial.

Aksi yang harus dilakukan sekarang dalam wmenyongsong era 2010
adalah melakukan pembaharoen produk-produk hukum Investasi yang cfektif
untuk mengantisipasi perjanjian-perfjanjian WTO. Berarti harus dilaksanakan
pembangunan hukum (law making) vang bisa diartikan sebagai suatu usaha untuk
memperhaharui hukum positif sendiri sehingga sesuai dengan kebutuhan untuk
melayani masyarakat pada tingkat perkembangan mutakhir, suatu vang biasa
disebut sebagai modemnisasi hokum.” Dalsm pembaharuan hukum ini perlu
dibuat pendekatan dengan pengkajian hukum yang bertujuan mencapai jaminan
dan kepastian hukwm bagi perdagangan global.

Pada tahun 1970 pengkajian hukum dan  kaitannya  dengun
pembangunan hanya mengkaji bagaimana hukum dapat mendorong pertumbuhan
Investasi. Salah satu fokus kajiannya adalah bagaimana peranan hukum schagmi
alat perubahan sosial (law av a tool of social enginering) dari masyarakat
tradisional menuju masyerakal modem, Dua puluh tahun kemudion, tepatnva
tahun 1990 kajian hukum rekayasa sosial di atas ini teleh bergeser sejalan dengan
terjadinya arus era globalisasi yvang ditandai dengan era perdagangan bebas (free
trode) kepada kajian hukum dari lingkup domestik ke masalah-masalah kajian
global.”

Pengkajian hukum dalam kaitannya dengan pembangunan yang

diharmonisasikan dengan cra globalisasi tersebut sesuai dengan prinsip dari ciri

* Satjipto Rahardjo., Mukum dan Peruivahon Seal, Alumnl, Bandung, 1983, hal. 221

™ Erman Rajagukguk., Pembahoruen fwkm indeoesia Dalam Era Globallsas!: Swatu Fembkinam Linnuk
Mendorong  Pertmmbubkan Ekonomi dan Pengentaian Kemiskioan, dalam Agenda Bangss Pasca 50
Tahun ledonesls Merdeka, CIDES, Jakarta, 1995, hal, I'V 5.
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globalisasi. Jhon Naisbitt dan Patricia Aburdene melukiskan ramalan yang
menjadi perhatian umat manusia melalui buku mereka Mega Trend 2000 telah
melukiskan bagaimana situasi kehidupan wmat manusia dalam era globalisasi,
Mereka dalam bukunya mengemukakan prinsip dan ciri globalisasi itu antara lain
adaleh simgle economy atau global ecomomy - one economy - one market place.
Prinsip dan «<iri globalisasi ini yang menuntut negara-nepara melakukan
harmonisasi hukumnya agar sesuai dengan tuntutan era globalizsasi dengan cara
melakukan berbagai structural adiusment policies berupa serangkaian deregulasi,
liberalisasi, debirokratisasi dan swastanisasi. Mengenai ini Jhon Naishir
mengemukakan The march forward deregulmtion, liberalisation and privatisation
will comtinue in quick steep™. Olch karcna it muncullah penghajian pengaruh
globalisasi ekonomi dan investasi terhadap peranan hukum.,

Masalah hukum dalam era globalisasi ini sejalan juga dengan batasan
dari perdegangan bebas itu sendiri, yang diartikan schagai suatu pertukaran darn
komoditi-komoditi antara negara-negara independen tanpa halangan-halangan
hukum yang dimaksudkan umtuk membatasi perdagangan tersebut, seperti tarif
protektif, kuota, kontrol komoditl, kontrol terhadap pertukaran barang, prosedur
bea cukai vang sulit, atay monopoli pemeriniah atau monopoli lainnya. Jalannya
pengkajian hukum yang mengalami pergesicran fokus kajian schagaimana peranan
hukum dalam pembangunan tahun 1970 dan @hun 1990 d&i muka tidak harus
dipisahkan pengertiannya, Karena sasaran yang dituju adalah sama-sama

tercapainya jaminan dan kepastian hukum.

™ Jhon Maishitt., Global Pragie, William Morrow and Company, Ine, Mew York, 1994, hal, 71
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Dalam kontcks pembaharuan hukum dalam memasuki era tahun 2010
jaminan dan kepastian bukum di atas sangat penting. Karena itu kebijaksanaan
pembaharuan hukum Indonesia dalam era tahun 2010 hendaknya berorientasi
kepada jaminan dan kepastian hukum. Di samping itu, yang harus menjadi
perhatian dalam pembaharuan hukum ini, adalah sarana yang dapat memperlancar
jalannya perekonomian yang di dalamnya termasuk masalsh Investasi. Menurut
studi yang dilakukan Burg's mengenai hukum dan pembangunan terdapat 5 (lima)
ungur yang harus dikembangkan supaya tidsk menghambat ekonomi, yaitu
stabilitas (stahility), prediksi (predictability), keadilan (fairmess), pendidikan
(education), dan pengembangan khusus dari sarjana hukum (the special
development abilities of the fw;-er}.” Selanjutnya Bur's mengemukakan bahwa
unsur pertama dan kedua di ates ini merupakan persyaratan supava sistem
ekonomi  berfungsi. I sini stabilitas berfungsi untuk mengakomodasi dan
menghindari kepentingan-kepentingan yang saling bersaing. Sedangkan prediksi
merupakan kebutuhan wuntuk  bisa memprediksi  ketenfuan-ketentuan  yang
berhubungan dengan ekonomi suatu negara.

1. Politik Hukum dalam Reformasi Hukum Investasi

Sering dipertanyakan, kemana arsh perkembangan hukum bisnis kita?
Di tengah suasana makin mendesaknya pengaruh sistem hukum common law,
pertanyaan yang sering disjukan adalah mengapa kit tidak menerima saja serta
menginkorporasikan lembaga-lembaga tertentu dari sistem hukum common law
kedalam hukum bisnis kita, schingga dengan demikian dapai dihilangkan kendala-

" Leonard 1. Theberge., Law and Economic Development, Vo, 9, Jurnal of International Law and Policy,
1980, hal. 232,
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kendala yang ditimbulkan sehagai akibat semakin besamya pengaruh sistern hukum
common law itu?.

Pilihan yang akan dilakukan sebenarnya bergantung pada politik (dalam
arti kebijakan) hukum kita sendiri. Satu contoh dari seatu bengun hukum yang kita
hadapi berkenaan dengan masalsh pengaruh sistem hukum common law, ialah
masalah pengertian legal ownership dan beneficial ownership. Apakah sistem
hukum kita mengenal pembedaan antara legal ownership dan bemeficial ownerzhip?
Rila tidak, mengapa tdak mengintrodusir pembedaan iy, karena kebutuhan prakiek
dalam penyusunan suatu fresteeship agreemeni dan  penerbitan  obligasi?.
Sebenarnya, sistem hukum kita yang ada sekarang ini masih dapat mengakomodasi
kebutuhan akan adanya lembaga frusiee. Kewenanpan seorang frusies, sehenamya
lebih bersifat sebagai kewenangan yang dimiliki oleh scorang bewindoerder (yang
menurut sistem hukom kita harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan),
sehingus masih dapat dipertanyakan, bagaimanakah tedadi bewing atau penguasaan
itu tanpa dasar hukum dalam pmmdang-mdmmm".

Dengan kenyatsan vang demikian, maka nampak pengaturan dil bidang
ini masih diperlukan, Perubahan di bidang hukum dagang tidak dapat dilakukan
dengan begitu saja tanpa memperhatikan kaitan serta hubungannya dengan sistem
hukum perdata pada umumnya serta sistem hukum kebendaan pada khususnya,

3. Pengaruh Hukum Intermasional dan Globalisasi Ekonomi

Peradaban dunin yang kemudiaon menjadi hukum intemasional turut
mempengaruhi pembangunan  hukem nasional dan sistem perekonomian megara
berkembang.

¥ Kartlnl Muljadi,, Legpal omd Regulatory Isswes Regarding Bonds, makalah dissmpaikan dalam AR
Coaierence, di Inkarta, 30 Mopember 1993
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Globalisasi ekonomi sebenarnya sudah teradi sejak lama, mpe,
perdagangan rempah-rempah, masa tanaman paksa (cultuwre stelsel) dan masa
dimana modal swasta Belanda Zaman Kolonial dengan buruh paksa. Pada ketign
periode fersebut hasil bumi Indonesin sudah sampai ke Eropu dan Amerika.
Sebaliknya impor tekstil dan barang-barang manufaktur, betapapun sederhananya
telah berlangsung lama.®

Globalisasi ekonomi sekarang ini adalah manifestasi yang baru dari
pembangunan kapitalisme scbagai sistem ckonomi internasional. Manakala
ekonomi menjadi terintegrasi, harmonisasi hukum mengikutinya. Terbentuknya
WTO {World Trade Organization) telah didahului oleh terbentuknya blok-blok
ekonomi regional seperti Masyarakat Eropa, NAFTA, AFTA dan APEC, Tidak ada
kontradiksi antam regionalisasi dan globalisasi perdagangan. Scbaliknya integrasi
ekonomi global mengharuskan terciptanya blok-blok perdagangan baru, Berdagang
dengan WTO dan kerjasamanya ckonomi regional berarti mengembanghkan institusi
yang demokratis, memperbahari mekanisme pasar, dan memfungsikan sistim
hukum.,

Perkembangan dalam teknologi, investasi dan pola kegiatan ekonomi
membuat masyarakat di dunia semakin saling bersentuhan, saling membutuhkan,
dan saling menentukan nasib satu sama lain, tetepi juga saling bersaing. Hal ini
secara dramatis terutama terlihat dalam kegiatan perdagangan dunia, baik di bidang
barang-barang (frade in goods), maupun di bidang jasa (trade in servicex). Saling

keterkaitan i memerlukan adanya kescpakstan mengenal aturan main vang

¥ Erminn Rajgukguk. Op Cit. Him. 11-12
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berlaku. Aturan main yang ditcrapkan untuk perdsgangan internasional adalah
aturan main yang berkembang dalam sistem GATT/WTO.®

Bagaimanapun juga karakteristik dan hambatannya, globalisasi ekonomi
menimbulkan akibat yang besar sekali pada bidang hukum. Globalisasi ekonomi
juga menyebabkan terjadinya globalisasi hukum. Globalisasi hukum tersebut tidak
hanya didasarkan kesepakatan intemasional antar bangsa, tetapi juga pemahaman
tradisi hukum dan budaya antara barat dan timur.

Globalisasi di bidang kontrak-kontrak bisnis intemasional sudah lama
terjadi. Karena nepara-negara maju membawa trunsaksi baru ke negam
berkembang, maka partner mereka dari negara-negara berkembang menerima
model-model kontrak bisnis internasional tersebul, bisa karena schelumnya tidak
mengenal model tersebut, dapat juga karena posisi tawar yang lemah, Oleh karena
itu tidak mengherankan, peanjian patungan (foimf venfure), pérjanjian waralaba
(franchise), perjanjian lisensi, perjanjian keagenan, hampir sama di semua negara.

Konsultan hukum suatn pegara dengan mudah mengerjakan perjanjian-
perjanjian semacam jtu di negara-negara lain, persamaan kelentuan-ketentuan
hukum berbagal negara bisa juga terjadi karena suatu negara mengikuti model
negara maju berkaitan dengan institusi-institusi  hukom  untuk  mendapatkan
akumulasi modal. Undang-undang Perscroan Terbatas berbagai negarn, dari “Crvil
Law” maupun “Common Law® berisikan substansi yang serupa. Begitu juga
dengan peraturan pasar modal, dimana saja tidak berbeda, satu sama lain hal karena
dana yang mengalir ke pasar-pasar terscbut tidak lagi terikat berar dengan wakiu

dan batas-batas negara.

¥ 1.5, Kertsdjoemena, Substansi Perjanfion CATTWTO dan Mekanisme Penyelesalan Sengheta: sistem,
bilembagacn, prosedur Implememias, don kepeniingan negaora berkembang, Jakaria: Ul Press, B0,
him. L.



Tuntutan  keterbukaan  (framsparency)  yang  semakin  besar,
berkembangnya kejahatan internasional dalam pencucian vang (money laundering)
dan insider trading mendorong kerjasama internasional. Dibalik usaha keras
menciptakan globalisasi hukum, tidak ada jaminan bahwa hukum tersebut akan
memberikan hasil yang sama yang di semua tempal. Hal mana dikarenakan
perbedaan politik, ekonomi dan budaya.™

Fricdman, mengatakan bahwa tegaknya peraturan-peraturan hukum
tergantung kepada budaya hukum masyarakatnya, Budayva hukum masyvambat
tergantung kepada budaya hukum anggota-anggotanya yang dipengaruhi oleh latar
belakang pendidikan. lingkungan budaya, posisi stau kedudukan, bahkan
kepentingan-kepentingan.”

Dalam menghadapi hal yang demikian itu perlu “check and balance™
dalam bemegara. “check and balance™ hanya bisa dicapal dengan parlemen yang
kuat, pengadilan yang mandiri, dan partisipasi masyarakat melalui lembaga-
lembaganya,

Dalam hal di atas, khususnya dalam masalah pengawasan dan Law
Enforcement, dua hal yang merupakan komponen yang tak terpisahkan dari sistim
ride of law. Tidak akan ada law enforcement kalau tidak ada sistim pengawasan dan
tidak akan ada rufe of low kalau tidak law enforcement yang memadal. Dibidang
inilah ncgara kita tercinta Indonesia masih tertatih-tatih belajar memahami apa arti
rule of law sebagaimana sering kita kita nyatakan secara fasih,

Tiga konsep mengenai “Rule of Law™ yaitu:

" Erman Op. Cit. Him. 18-19
* Ibid, Him. 19
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a. The Rule Of Law mendahulukan hukum dan keteriiban dalam masyarakat yang
dalam pandangan tradisi barat lahir dari alam demokrasi;

b. The Rule of Law menunjukkan suatu dokirin hukum bahwa pemerintahan harus
dilaksanakan sesuai dengan hokum;

¢. The Rule af Law menunjukkan suatu kerangka pikir politik yang harus diperinci
oleh peraturan-peraturan hukum baik substantif maupun hukum acara.

Berbagai unsur dari pengertian rule of faw tersebut harusiah dilaksanalkan
secara kesclurvhan, bukan sepotong-sepotong, dan dalam waktu bersamaan.
Pengecualian dan penangguhan salah satu unsumya akan merusak keseluruhan
sistim,

4, Pembangunan Industri dan Perdagangan

Pembangunan industri dan perdagangan pada era reformasi ekonomi saat
ini, ditujukan untuk merevitalisasikan ekonomi nasional vang sedang dilands krisis.
Reformasi di scktor industri dan perdagangan terscbut, berpegang erat pada sasaran
jangka menengah, dan mengacy pada prioritas pembangunan untuk mencapsi dua
sasaran, vyaitu periama., ketersediaan dan keterjangkauvan bahan makanan dan
kebutuhan pokok masyarakat, dan kedua, berputamya kembali roda perckonomian
nasional. Di samping itu upaya sungguh-sungguh juga dilaksanakan uniuk
mewujudkan program reformasi  konkret scktor industri dan  perdagangan,
berdasarkan hasil kesepakatan dengan IMF.

Departemen Perindustrian dan Perdagangan pada sast ini sedang
melaksanakan kegiatan penyediaan sembilan bahan pokok (sembako) terutama beras,
kedelai, japung, gula, minyak goreng, dengan harga terjangkau dan menghilangkan
sepala distorsi yang terjadi di setiap kegiatan produksi serfa distribusi bahan pokok
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tersebut; pemuliban kinerja ekspor untuk meningkatkan perolehan devisa nasional,
serta secepat mungkin menggerakkan kembali roda perckonomian,

Revitalisasi kegiatan sektor industri dan perdagangan digerakkan untuk
mengacu kegiatan agroindusiri, agrobisnis, industri ekspor, resources-based
industries, sehingga mendorong terbukanya peluang kerja, penyediaan bahan pokok
kebutuban rakyat seperti makanan den obat-obatan, erbenfuknya kepercayaan penuh
masyarakat bisnis baik nasional maupun intemasional. Begitu pula penguatan
perangket hukum dan perundang-undangan vang menjamin kompetisi schat, adil,
mendorong pemihakan pada ussha kecil, mencegah praktik monopoli dan oligopoli,
penghapusan fasilitas dan perlakuan istimewa, pro-kompetisi pasar dengan UL Anti-
Monopoli (Amii-Trust Law) dan UL Perlindungan Konsumen.

Faktor itu diantaranya, penundaan order ckspor akibat kebimbangan
Joreign buyers terhadap kondisi ekonomi politik selama krisis, ketidakpercaysan luar
nigeri menyangkut pembukaan L/C yang berpengaruh pada pasokan bzhan baku
impor, tingginya freight rate, dan biava peti kemas, dan pungutan ekonomi biava
tinggi vang membechani cksportir. Ite semua telah menjadi kendala peningkatan
ehkspor. i bidang produksi, kurangnya pasokan dan membubungnya harga bahan
baku serta bahan penclong, telah melumpuhkan sebagian besar industri kecil.
Produksi bahan pangan dan obat-obatan kebutuhan masyarakat terganggu, termasuk
sistem distribusinya.

Pembangunan scktor industri dan perdagangan secara faktual dipengaruhi
serius oleh dampak krisis moneter Asia, Dampak sosial investasi, bahkan politik, dari
krisis tersebut berlangsung begitu kuat dengan kecepatan yang tak  dapat

diprediksikan sebelumnya, schingga menggovahkan hampir semua sendi ketahanan
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perckonomian nasional. Sekior industri dan perdagangan yang bubkan st sekior
yang berdiri sendiri, mengalami pukulan komplikatif beruntun karena keterkaitannya
vang erat dengan sckior lain. Tingginya dolar AS terhadap rupiah dan ketidakstabilan
kurs rupiah menyebabkan secara ekonomis, baik pedagang maupun konsumen, sulit
menetapkan atau menerima harga pasar yang layek. Beban utang swasta yang
mencapai kesepakatan rescheduling membuat sementara pihak luar negeri menolak
L/C Indonesia. Namun terjadi perkembangan, setelah tercapai Kesepakatan Frankfur
dengan bank-bank kreditur luar negeri terhadap penanganan utang  swasts,
Diharapkan sesudahnys, kepercayaan kalangan importir luar negeri segera pulih,
tetnpi sedemikian jauh reaksi pasar wvang justru negatif. Sclanjutnya, perckonomian
jugn terganggu dengan adenye kelangkean peti kemas, ruang kapal, scris
meningkatnya freight-rate untuk expory deflivery tujuan Fropa, Selain itu, untuk
pertama kali dalam dua dekade terukhir terjadi fenomena pengurangan kegiatan
pelayaran samudera untuk lalu lintas keivar masuk Indonesia.

Sehagaimana diketshui, pelayaran internasional yang menjadi determinan
kelancaran ekspor Indonesia masih didominasi olch swasta asing. Scmentara ifu,
upaya penyehatan perbunkan nasional dan pengetatan likuiditas rupiah telah memicu
penarikan  tabungan serta deposito secara  besar-besaran diikuti | pembelanjaan
kebutuhan schari-hari di luar pola konsumsi normal masyarakat. Melonjaknya biaya
bahan baku impor, kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) dan Bahan Bakar Minyak
{BBM) yang dikurangi subsidinya, menyebabkan produksi dan arus pasokan barang
dan jasa makin melemah. Daya beli masyarakat berkurang. Hal serupa
mempengarthi kinerja transportasi nasional vang banyak dibebani suku cadang

impar,
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Kerusuhan sosial yang meletup pada pertenpahan Mei 1998 di Jakarta
dan beberapa kota lain membuat lumpuhnya mata rantai perdagangan cceran dan
distribusi kebutuhan pokok, baik di pasar tradisional, swalayan, maupun pusat-pusat
perbelanjsan moderen. Pihak APRINDO (Ascsiasi Pengusaha Ritel Indonesia)
melaporkan bahwa terdapat sekitar 33 perusahaan ritel dengan 244 outlet yang
dibakar dan dijarah dengan total kerugian Rp. 661.5 milyar. Toko-toko kecil lain
baik di Jakarta maupun di dacreh, belum lagi terhitung kerugiannya. Biaya renovasi
amat besar karena harga bahan bangunan dan barang dagangan naik, serta pinjaman
bank saat ini sulit diperolch. Sekitar 14.482 pramuniaga menganggur atau
dirumahkan. Dalam hal ini, reaksi konkret pemerintah adalah segera merenovasi
pasar besar korban kerusuhan di Jakarta dengan dana sekitar Rp, 50 milyar untuk 2
{dua) tahun. Sementara itu Dewan Asuransi Indonesia (DAI) dan Departemen
Keuangan pada tanggal 3 Juni 1998 telah menghimbau kepada secmua perusahaan

asuransi untuk membavar klaim asuransi kebakaran kepada pedagang-pedagang
korban kerosuhan,

Suatu fakta perekonomian yang relatif melegakan pada suasana krisis ini
adalah, bahwa bidang agro-biznis dan agro-industri vang disandarkan pada sumber
daya alam masih dapat berproduksi dan mampu bertahan, termasuk dalam bidang
ekspor, Maka di masa depan sektor industri dan perdagangan akan lebih terintegrasi
dengan scktor perfanian uniuk memanfaatkan keunggulan komparatif dan
memperkuat fundamental ketshanan ekonomi nasional.

Sementzra  flu  antisipasi  terhadap lingkungan global yang juga
mengalami dinamika perubshan cepat terus dilakukan. Daya saing tinggi amat
diperlukan menghadapi cra persaingan global dalam kerangka AFTA, APEC,
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maupun WTO. Tenaga profesional diharapkan mengisi bidang-bidang produksi,
distribusi domestik, pemasaran ekspor maupun diklat industri dan perdagangan. Di
samping itu penguasaan teknologi harus menjadi kemampuan nasional yang dapat
diandalkan unmik mengolah berbagai potensi yang dimiliki. Teknologi proses
produksi di sektor industri untuk mengplah hasil pertanian, peternakan, perkebunan,
kehutanan, kelautan, pertambangan, maupun rancang bangun, perekayasaan mesin
dan peralatan industri, rekayasa bioteknologi, teknik-teknik manajemen pemasaran,
dan schagainya, terus dikembangkan dan dikuasai guna peningkatan daya saing
secard riil. Kapabilitas penguasaan teknologi ini perlu terus menerus dipelihara,
dioperasionalkan, bahkan dikembangkan secars movatif pada saat-saat krisis scperti
ini. Ekspor Indoncsin diarahkan untuk makin berbasis pada tcknologi guna
mengantisipasi berkurangnya sumber daya alam. Oleh karena itu peru dipacu
kegiatan lithang serta pemanfaatan hasil-hasilnya yang dampaknya dikarapkan dapat
meningkatkan pengusaan tcknologi, yang antara lain fercermin pada makin
banyaknys paten lokal. Diharapkan, dengan demikian, beban sektor industri dan
perdagangan untuk mendapatkan teknologi melaloi rovalty maopun hicense dapat
dihindari atau berkurang. Sementam itu pemanfasten teknologl kultur jaringan dan
bioteknologi bagi produk-produk  agroindustri tertentu ditingkatkan, Begito pula
ditingkatkan kcmampuan operatif, skuisitif, suportif, maupun movatif schingga
berlangsung akselerasi transformasi menyangkut teknologi industri nasional.
Diharapkan industri nasional terus terlibat dalam perkembangan
teknolopi baru maupun key technologics yvang meningkatkan deva saing, seperti
automation and computer-aided destgn (CAD) and manulacturing (CAM), teknologi
telekomunikasi dan informasi, dan teknologl material baru, Hal ini layak dilakukan



agar pemuliban industri nasional tidak terpaku pada dimensi pembangunan jangka
pendek semata,

Bertolak dari kondisi terakhir perekonomian Indonesia, amat mendesak
uniuk diimplementasikan adalah periama, mengamenkan dan  meningkatkan
kapasitas produksi bahan pokok kebutuhan rakyat, memotong mata rantai distribusi
kebutwhan rakyat agar efisien dan lancar terdistribusi ke scmua pelosok negeri,
pasokannya diterima tepat pada saat dibutubkan, pada tingkat harga wajar, dan tidak
memicu inflasi, Sasaran kedua, adalah memperkuat kinerja ckspor, memanfaathan
secara oplimal depresiasi rupiah, mengamankan order ekspor, produksi berorientasi
ekspor, memulihkan kepercaysan lusr negeri dan mengamankan pembiayaan
perdagangan (Letter of Credit atau L/C dil), promosi ekspor, diplomasi perdagangan
internasional, serta merevitalisasi semua mata rantai dan jalur perdagangan ekspor,
termasuk pelayanan birokrasi, agar dapal meraup devisa sebesar-besamya. Seluruh
pelaku dan fasilitator perdagangan ekspor Indonesia diharapksn mampu menggalang
konsolidasi dan koordinasi secara total serta berkesinambungan, di dalam kerangka
makro struktur industri yang lebih efisien dan kempetitif. Ketiga, adalah meneruskan
program deregulasi dan debirokratisasi dalam rangka reformasi sektor industri dan
perdagangan, mencipiakan perundang-undangan yang menjamin keadilan ckonomi,
schatnya struktur industri dan sistem perdagangan. Keempet, berupaya kems
membuka pefuang usaha industri dan pedagangan kecil serta menengah.

Hubungan perdagangan internasional baik menurut kerangka WTO,
bilateral, maupun regional, tclah sungguh-sungguh diamankan agar fidak
mengganggn program  peningkatan ekspor  Indonesia.  Hubungan perdagangan

internasional memainkan peranan vang cokup vital dalam upaya Indonesia untuk



kelvar dari lingkaran permasalaban dewasa ini yang diawali krisis moneter, Baik
dalam forum multilateral WTO mavpun regional seperti APEC, ASEAN dan G-18,
Indonesia telah secara konsisten menvainkan pentingnya mempertimbangkan
peraturan ditingkat intemasional yang memberikan perlindungan kepada negam-
negara sedang berkembang khususnya dari pengaruh negatif para pengelola dana
(fund managers). Schubungan pengamanan program peningkatan ckspor Indonesia,
maka langkah-langkah dalam memberikan perlindungan terhadap industri dafam
negeri dari praktek perdagangan curang (enfair frode practices) khususnya melatui
dumping harga tclah terus ditingkatkan melalui peclaksanaan investigasi secsuai
ketentuan vang berfaku. Di forum Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) vang
selama ini merupakan pasaran 60%-70% ckspor non-migas Indonesia juga tengah
dilakukan konsultasi intensif untuk menciptakan pasaran vang lebih bebas bagi
produk ekspor dibidang perikanan dan kehutanan Indonesia. Pembukaan pazar APEC
secara bertshap direncanakan dimulai awal tahun 1999, dimana ckonomi maju akan

membuka pasarannya lebih awal dari ekonomi berkembang.”'

. Pelaksanaan Penanaman Modal atau Investasi oleh Pemerintah
1. Latar Belakang Investasi Pemerintah
Undang-Undang Nomor | Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
pasal 41 telah mengamanatkan Pemerintah untuk melakukan investasi jangka
panjang dengan tujuan memperoleh manfast ekonomi, sosinl, danfstau manfaat
lainnya. Amanst Undang-undang terscbut kemudian ditindaklanjuti  dengan
penerbitan PP No.49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

* Buhan Pideto Kenegsran Presiden B, Sumber: wow dprin.go.id
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Nomor | Tahun 2008 Tentang Investasi Pemerintah. MNamun, sesuail dengan
perkembangan keadaan, dirasakan perlu dilakukan revisi PP tersebut untuk
memberikan peluang kerjasama yang lebih luas dalam berinvestasi dengan
menambah bentuk investasi pemerintah,

Berdasarkan Peraturan Menteri Kevangan Nomor S2/PME.L012007
tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintoh, Pusal Investasi
Pemerintah  (PIP)  atau Indonesia  fnvesimemt Agency (I74) mempunyai tugas
melaksanakan kewenangan operasional dalam pengelolaan investasi Pemerintah
Pusat sesuai dengan kebijakan vang ditetapkan oleh Menteri Kevangan, dan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIP merupakan Sovereign Wealth Fund (SHF) Indonesia dan menjadi
opergtor investasi pemerintah Indonesia. Adapun cakupan sektor investasi PIP
mieliputi bidang infrastrakiur dan bidang lainnya.

Investasi di bidang pembangunan infrastruktur sebagai salah satu fokus
dari PIP, didasarkan pada alasan filosofis bahwa pembangunan infrastrukiur
merupakan salah satu roda pengperak pertumbuban ekonomi dan dipandang
scbagal lokomotilf pembangunan nasional dan daerah. Infrastrukitur juga
berpengaruh penting bagi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia,
antara lain dalam peningkatan nilai konsumsi, peningkatan produktivitas tenaga
kerja dan akses kepada lapangan kerja, serta peningkatan kemakmuran dan
terwujudnys stabilisasi makro ekonomi, yaitu keberlanjutan fiskal, berkembangnya
pasar, dan pengarvhnya terhadap pasar tenaga kerja.

Dengan demikian peran PIP dzlam bidang pembangunan infrastruktur
diharapkan dapat meningkatkan likuidites pembiayaan, menstimulasi pertumbuhan
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ekonomi dan menyediakan kesempatan lapangan kerja (pro growth, pro job dan

pro paor), serta diharapkan mampu menjadi katalis dalam keterlibatan pihak swasia

bersama pemerintah dalam pembangunan infrastrukter di Indonesia.

Sebagai aturan pelaksanzan teleh diterbitkan beberapa Peraturan

Menteri Keuangan (PME), antara lain:

a. Undang-Lindang Nomor | Tahun 2004 tentang Perbendsharaan Megara,

b. PP No.49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1
Tahun 2008 Tentang Investasi Pemerintah;

¢. PP No.74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan badan Layanan Umum;

d. PMK Nomor 52/PME.01/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat
Investasi Pemerintah;

e. PMK MNomor 179PME2008 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan
Pengelolaan Dana dalam Rekening Induk Dana Investasi:

f. PMK Nomor [80/PME2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan
Investasi Pemeriniah;

g PMK Nomor 181/PME2008 tentang Pelaksangan Investasi Pemerintah;

h. PMK Nomor 182/PMEK/2008 tentang Pelaporan atas Pelaksanaan [nvestasi;

i. PMK Nomor [83/PMEZ008 tentang Persyaratnn dan Tata Cara Divestasi
Terhadap Investasi Pemerintah.

Untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan investasi pemerintah dan
mempeérluas wawasan pengetahusn serta mengembangkannya berdasarkon best
practices terkafl investasi pemeriniah, telah dilakukan beberapa keglatan dalam

bentuk  seminar/lokakarya/sosialisasi terkait dengan peraturan kebijakan dalam



rangka mendukung pelaksanaan investasi pemerintah. Seminar dilakukan dengan
topik Kerugian Negara dengan harapan dapat menambah, memperluas, dan
memberikan pembelajaran terkait dengan kerugian negara, yang intinva adalah
untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian negara, baik
dari pengalaman masa lalu maupun dalam rangka implementasi paket perundang-
undangan dibidang Keuangan Negara,
2. Asas Pelaksanaan Investasi Pemerintah
Pengelolsan mvestasi Pemenintah harus dilaksanakan dengan mengacu
pada asas-asas berikut:
a. Asas fungsional
Pengambilan keputusan dan pemecahan masalah di  bidang investasi
dilaksanakan sesuai demgan fungsi, wewenang, dan tnggung jewab yang
dimiliki.
b. Asas kepastian hukum
Investasi pemerintah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
c. Asas efisiensi
Investasi pemerintah dizrahkan agar sesuai dengan batasan standar kebutuhan
dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan
secara optimal.
d. Asas skuntabilitas
Sctiap kcgiatan investasi pemerintah harus diperfanggungjawabkan kepada
rakyat dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan,
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e. Asas kepastian nilai
Investasi pemerintah harus didukung oleh adanya ketcpatan jumlah dan nilai
investasi dalam rangka optimalisasi pemanfastan dana dan divestasi.
Milai-nilai inti yang berperan penting dan dipegang teguh oleh PIP
adatah:
n. Integrity
PIP memiliki komitmen terhadap standar tertinggi dan perilaku etis.
b. Comtinuously [mprovement
PIP terus berupaya untuk mengerjakan hal-hal yang benar sejak awal dan
berupaya giat melakukan peningkatan terus-mencrus.
e. Creativity and Inncvation
PIP selalu mengutamakan kreativitas dalam mengemban tugasnya dan terus
melakukan inovasi.
d. Harmony
PIP memiliki kepentimgan untuk selalu mengutamakan keharmonisan dan

kebersamaan dalam meramu berbagai kepentingan yang ada

3. Kewenangan Pelaksanaan Imvestasi Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Momor | Tahon 2008 Tentang
Investasi Pemerintah, dinyatakan bahwa reang lingkup pengelolaan imvestasi
pemerintah  meliputi:  perencanaan,  pelaksansan,  peflatausshaan  dan
pertanggungjawaban investasi, pengawasan dan divestasi. Sedangkan kewenangan
Menteri Keuangan dalam hal pengelolaan investasi pemerintah  meliputi

kewenangan regulasi, supervisi dan operasional.



a. Kewenangan Regulasi
Kewenangan regulasi dilaksanakan oleh Ditjen Perbendsharaan (Up. Direktorat
Sistem Manajemen Investasi)

b. Kewenangan Supervisi
Kewenangan supervisi dilaksanakan oleh Komite Investasi Pemerintah Pusat
(KIPP)

&. Kewenangan Operasional
Kowenangan operasional dilaksanakan oleh suaty Badan Investasi Pemeriniah
berbentuk Badan Layanen Umum (BLU), vaitu Pusat Investasi Pemerintah.
Dalam rangka melsksanakan kewenangan operasional, diterbitkan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor S2/PME,01/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Pusat Investasi Pemerintah,

4. Jeais dan Manfaat Pelaksanaan Invesiasi Pemerintah

Berdasarkan PP Nomor | tahun 2008 pasal 3, Investasi Pemerintah

dapat dilakukan dalam 2 (dua) bentuk :

. Investasi Surat Berharga
Investasi Surat Berharga dapat dilaksanakan dalam 2 (dua) cara, vaitu investasi
dengan cara pembelian saham dan/atau investasi dengan cara pembelian surat
utang. Pelaksanaan Investasi Pemerintah dalam bentuk surat berharga
dimaksudkan uwnfuk memperoleh manfaal ekonomi, yaitu memperoleh
keuntungan berupa dividen, bunga, capital gain, dan pertumbuhan nilai

perusahaan datam jumlah tertentu dan jangka wakin tertentu.
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b. Investasi Langsung

Investasi Langsung dapat dilaksanakan dengan 2 (dua) cara, vailu penyertaan

modal danfatas pemberian pinjaman. Investasi langsung berupa pemberian

pinjaman dilaksanakan pada bidang infrastrukiur stau bidang lain sesuai

persetujuan Menteri Keuangan, Pelaksanaan Investasi Pemerintah dalam bentuk

Investasi Langsung dimaksudkan untuk memperoleh manfast ekonomi, sosial,

danatau manfaal lainnya, yvang berupa:

1} Keuntungan berupa dividen, bunga, capital gain, dan pertumbuban nilai
perusahaan dalam jumlah tertentu dan jangka walkiu tertentu;

2) Peningkatan berupa jasa dan keuniungan bagi hasil investasi dalam jumlah
dan jangka waktu tertentu;

3) Peningkatan pemasukan pajak bagi negara sebagai akibat langsung dari
investasi bersangkutan;

4) Peninghkatan penyerapan tensga kerja dalam jumlah dan waktu tertentu
sebagai akibat langsung dari investasi bersangiutan;

Investasi langsong dapat dilaksanakan melalui 2 (dua) pola
mekanisme: pertama, moelalui kerjasama antara Badan Investasi Pemerintah
dengan suaty badan usaha dan atau Badan Layanan Umum (BLU) dengan pola
kerjasama pemerintah dan swasia (Public Private Parinership), kedua, melalui
kerjasama investasi antira Badan Investasi Pemerintah dengan suatu Badan
Usaha, BLU, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, BLUD, dan atau badan

hukum asing dengan menggunakan pola selain public private parinership,



5. Proses/Mekanisme Pelaksanaan Investasi Pemerintah
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1. PIP menyampaikon BEI kepads DJPBM o D6, SMI sebogai bahan penyusunan DIPA

2, Dit SMI membuat RKA kepada DIA untuk diterbitkan SAF SK dan sclanjuinya ke Diden
Perbendaharaan wntuk dilskukan pengesshan DIPA

3. PIP mengsjukan permobonan pencairen kegiatan investas melalui Dt SMI selaku KPA.

4. Dt SMI meserbitkan SPM untuk dajukan ke KPPN Jakaria 11 (Keputusan Dicjen
Perbendaharaan Mo KEP-230/P B/ 2000

5. KPPN Jakartn T1 selanjutnye menerbitkan SPID Investasi Pemerintah dan melaksanakan
pembayaran ke PLP (RIDI)
Langkah 1 s.d. § dilaksanakan apahila PIP komitmennya sudah disetujui KIPP

. BUMNBUMDVBLU/Pemda/BLUTHSwasta'Asing menyerahkan proposal investasi kepada PIP

7. PIP selanjutnys melakukan analiss kelayskan dan fsiko nvestaal sesual amanat PP 112008 dan
PRAE 1B1/2008

B. a. Apebila diterima, proposal investasi dapst diteruskan oleh PIP ke rapat KIPP untuk
diperoich rekomendasi bepunusan final diteriima’ditolakrya proposal investasi
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b. Apabils ditolak;, proposal iovestasi  dikembalikan  kepads BUMMTUMDVBLLY
BLUDVEwnsta' Asing
9. Dalam rapat KIFP, dibahas proposal inwvestisi vang diajuksn, selanjuinva  dikeluarkan
rekomendasi diverima'ditolak.
10. w Apebila diterimn, propossl investasi dapat direkomendesikan wntuk diteraskan ke
proses herikuinya,
b. Apabila  ditolak, maka  proposal  mvesmsi  dikembalilan  kepada
BUMNBUMDVBLL Pemda/BLUD S wasin'Asing
11. Berdasarkan rekomendasi KIPP tersehut, mikn PIP melakukan kerjasama investasi dengan
HHHMI'HUHU.'H-[.LHHLUWH#A#“E,
|2, Seteloh semua iransaksi dan kegistan investasi dilaksanakan, PIP menyampaikan ksporan

pelakannnan kegistan investasi kepada DAt SMI
6. Manajemen Investasi Pemerintah
Manajemen atas Investasi Pemerintah dilaksanakan dengan mengadopsi
best practices vang telah ada. Dalam pelaksanaannyn, proses manajemen afas
[nvestasi Pemerintah meliputi perencanasn, pelaksanaan investasi, penatausahaan,
dan pertanggungjawabin investasi, pengawasan, dan divestasi.
8. Perencanaan Investasi
Perencanaan investasi merupakan proses awal yang harus dilakukan oleh
Pusal Investasi Pemerintsh dengan menganut prinsip kehati-hatian sehingga
tujuan investasi dapat tercapal secara efektil dan efisien. Perencanasn Investasi
Pemerintah  memerlukan suatu  koordinasi  kelembagaan pada pengelolaan
Investasi Pemerintah, termasuk dalam perencanaan kebutuhan dan somber dana
vang diperlukan dalam pelaksansen Investasi Pemerintah. Hal ini telah diatur
secara teknis dalam Peratwran Menteri Kevangan Nomor 1EO/PME_05/2008

tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Investasi Pemerintuh,
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b. Pelaksanaan Investasi
Pelaksanaan Investasi Pemerintah dilakukan oleh Pusat Investasi
Pemerintah berdasarkan persetujuan Menteri Keuangan cq Komite Investasi
Pemerintah Pusat
Pada pelaksanaen investasi surat berharga, inisiatif pelaksanaan
investasi dapat beragal dari Pusat Investasi Pemerintah, Sedangkan pada investasi
langsung, dilakukan dengan prinsip menitikberatken pada sumber dana
komersial/'swasta seria meminimalkan sumber dana pemerintah, Hal ini sesuai
dengan konsekuensi logis bahwa peran pemerintah schenamva sebatas
memberikan  dukungan schagai  fasilitator dalam rangka meningkatkan
pertumbuhan  ckonomi  dalam  pelaksanaan pembangunan nasional. Proses
pelaksanaan Investasi Pemerintah telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 181/PME.052008 tentang Pelaksanaan [nvestasi Pemerintah.
¢, Penatausahasn dan Pertanggungjawaban Investasi
Untuk mewujudkan transparansi dan skuntabilitas dalam pelaksanaan
Investasi Pemerintah, Pusat Investasi Pemerintah sclaku operator investasi harus
menvelenggarakan akuntansi atas pelaksanaan Investasi Pemerinteh, Akuntansi stas
pelaksanaan Investasi Pemerintah mengacu kepada Standar Akuntansi Keuangan
{untuk Badsn Investasi Pemerintah berbentuk Badan Hokum) dan Standar Akuntansi
Pemeriniahan (untuk Badan Investasi Pemerintah berbentuk Satuan Kerja). Dalam
rangka pertanggungjawaban pelaksanaan kegintan Investasi Pemerintah, Pusat
Investasi Pemerintah wajib memyusun laporan  keuangan dan  kinerja yang
dissmpaikan kepada Menteri Keuangan, Proses  penatausahsan  dan
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pertanggungiawaban tersebul dintur dalam Peraturan Menteri Keuvangen Nomor
| $2/PMK_05/2008 tentang Pelaporan atas Pelaksanaan Kegistan Investasi,
d. Pengawasan atas Pelaksanasn Investasi

Schagai pclaksanasan mekanisme check and balance atas pengelolaan
Investasi Pemerintah, perlu peluksanaan fungsi pengawasan dan evaluasi. Fungsi ini
diharapkan dapat membantu menciptakan pelaksanaan prinsip tata kelola yang baik
{Good Corporate Governance)) pada pengelolaan Investasi Pemerintah. Hal ini untuk
mencegah agar jangan sampai terjadi penyimpangan sehingga dengan pengawasan
tersebut, diharapkan agar pelaksanaan investasi sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan.

Proses supervisi investasi dilaksanakan oleh Komite Investasi Pemerintah
Pusat sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2008,
e. Divestasi

Dalam pengelolaan Invesiasi Pemerintah, peran Pusat  Investasi
Pemerintah sebagai pelaku investasi mempunyai maksud uontuk memfasilitasi
terciptanya pertumbuhan ekonomi dalam rangka pembangunan nasional, Pada
prinsipnya, investasi yang telah dileksanakan secara baik akan berzkhir melalui
divestasi yang juga baik. Proses divestasi yang dilakukan atas investasi surat
berharga dapat memperoleh monfaat ekonomi, sedangkan divestasi atas investasi
langsung dimaksudkan dapat diinvestasikan kembali dalam rangka meningkatkan
fasilitas infrastruktur dan bidang lainnya guna memacu roda perckonomian
masyarakal, Hal ini telah distur secara tegas dalam Peraturan Menteri Kevangan
Momor 183PME.05/2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Divestasi terhadap

Investasi Pemerintah.
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7. Manajemen Risiko Investasi Pemerintah

Dalam rangka mengurangi nisiko pelaksanasn Investasi Pemerintah, di
samping menargetkan tingkat pendapatan yang diharapkan, hal penting yang harus
selalu diperhatikan adalah timbulnya potensi kerugian yang akan berpengaruh, baik
terhadap pendapatan maupun modal Pusat Investasi Pemerintah. Olch karcna i,
pencrapan manajemen risiko sebagai langkah-langkah antisipasi dan mitigasi
munculnya variabel risiko Investasi Pemerintah sangat penting untuk diperhatikan

dalam perencanasn maupun pelaksansan investasi,



BAB IV

KONSEP WELFARE STATE
STUDI PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007
TENTANG PENANAMAN MODAL

A. Bagaimana Penerapan Undang-Undang Nomor 25 Tabun 2007 dalam

Pelaksanaan Penanaman Modal Asing

1. Sikap Negara Maju Mengenai Penanaman Modal DI Negara
Berkembang dan Pandangan Negara Berkembang Terhadap Maodal
Asing

Kemakmuran dan kesejeghteraan sosial meskipun merupakn konsep-
konsep abstrak, mk pelak realisasi darinya merupakan ideman negara-negara di
dunia. Secarn mudah dapat diidentifikasi bahwa tak ada satu anggotn
masyarakal  internasionalpun  yang tidak menginginkan  tercapainya
kemakmuran dan kescjahtersan sosial suatu bangsa, Mamun demikian, sudah
cukup kiranys jika disadari keterkaitan yang erat antara kedun keadaan tersebut
dengan pertumbuban ekopomi, yang secars umum dianggap sehagai pra-
kondisi tercapainya kemakmuran dan kesejahterasn sosial suatu bangss.

Salah satu dimensi pertumbuhan ekonomi yang mendapat sorotan
dominan dewass ini adalah aspek pertumbuhan ekonomi suatu negara dalam
kaitannya dengan perdagangan internasional, khususnya investasi swasta
ntemasivanl, terutama sekali penanaman-pensnaman modal pihak swasta
ncgara asing maju di negara-negara berkembang. Negara-negama berkembang
vang sedang mengshadapi berbagai tantangan di dalam melaksanakan

=
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pembangunan negaranya. berupaya pensh guna memacu pertumbuhan
ekonomi tahap demi tahap secepal dan seefektif mungkin. Salah satu cara
untuk mencapai hal ini adalah dengan mengundang investor-investor asing
untuk berinvestasi di negara-negara berkembang., Penanaman modal asing
diharapkan oleh negara-negara berkembang dapal menjadi salah satu fakior
pendukung utama dan katalisstor perumbuhan ekonomi.

Secars leoritis dikenal adanya beberapa tshap pertumbuhan
ekonomi, Tingkat awal perekonomian suatu masyarakat dianggap dimulai dari
tahap masyarakat tradisional. Tehap ini khususnya ditandai  dengan
keterhatasan pendopatan dan, dengan demikian juga, konsumsi perscorangan
vang sanpal tinggi. Keterbatasan kemampuoan perseorangan ini terutama sekali
dischabkan oleh tidak adanya ilmu pengetahoan modem dan teknologi guna
lehih memacu produksi negara yang bersangkutan. Perekonomian negara yang
dapat dikategorikan ke dalam tzhap tradisional ini masih sangat didasarkan
para proses-proses produksi yang dilaksanakan secarn tradisional.

Berlainan dengan tahap masyarakat tradisional di mana pertumbuhan
ckonomi sustu negars masih disadarkan pada metode-metode yang sifatnya
tradisional, tahap pertumbuhan ckonomi tinggal landas secara keseluruhannya
berisikan modemisasi  aktivitas-aktivitas ekonomi. Teknologi  modern,
organisasi modern dan sikap-sikap modem telash mendominasi kegiatan-
kegiatan perckonomian negara, yang dengan sendirinnya diharapkan dapat
memungkinkan produktivitas yang tidak saja tinggi namun juga efisien. Tahap

pertumbuhan ekonomi tinggal landas memusatkan produksi masyarakat yang
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bersangkutan pada produksi barang-barang dan jasa-jasa pokok dalan skaly
ekonomis yang memadai.

Tranformasi dari tahap masyarakat tradisional ke masyarakat dengan
pertumbuhan ekonomi tahap ringgal landas, ternyata tidak terjadi begitu saja,
melainkan perwujudannya perlu dipersiapkan dan direncanakan secara matang,
Para ahli ckomomi menamakan tahap transisional antara tahap awal
periumbuhan ekonomi dan tahap tinggal landas ekonomi schagai tahap
penciptaan  pelbagal  prakondisi untuk linggal landas ckonomi. Mulai
diterapkannya penemuan-penemuan ilmiah yang modern pada proses produksi
pada umumnya dan khususnya di dalom memproduksi  produk-produk
pertanian merupakan ciri khas tahap ini.

Tahap tinggal landas pertumbuhan ekonomi, sebagai telah dijelaskan
di atas, mempunyai ciri-ciri didominasinya keseluruhan akiivitas ekonomi oleh
teknologi modern, organisasi modern dan sikap-sikap modemn yang dianut
masyarakat soatu negara sehingga dapat mewujudkan produktivitas yang
efisien dan ekonomis. Lebih dari sekedar hanya memproduksi barang-barang
secara ckonomis dan efisien, tahap selanjutnya dari tabap pertumbuhan
ekonomi tinggal landas terutamn sekali berisikan adanya kemampuan
masyarakat, baik dari segi kapasitas maupun teknologi yvang dimiliki, untuk
memproduksi  Keseluruhan  produk-produk  yvang menjadi  keinginannya,
sekalipun produksi produk-produk tersebut akan dianggap tidak ekonomis dan
juga tidek efisien. Tahap pertumbuhan ckonomi yang demikian ini dikenal

sehagal tahap laju menuju maturitas ekonomi (drive io maturdiy).



102

Tahap pertumbuhan ekonomi vang terakhir atau tahap pertumbuhan
ekonomi yang kelima, merupakan era konsumsi massa. Derajat pertumbuhan
ekonomi pada tingkat ini ditunjukkan dengan terbentuknya masyarakai dengan
tingkat kemakmuran materiil yang tinggi, dimana penekanan produksi terutama
sekali terfokuskan pada barang-barang dan jasa-jasa konsumsi yang sangggup
bertahan lama.

Telah menjadi prioritas negara-negara berkembang untuk dapat
mempercepat laju perfumbuban ekonominya melalui tahap-tahap pertumbuban
ckonomi schagaimana yang felah dischotkan di  atas, dengan cara
meningkatkan produktivitas masvarakatnya. Namun di balik itu, negara-negara
berkembang sangat sadar akan keterbatasan kemampuannya dan sadar pula
akan banyaknya tantangan seria hambatan yang telah, sedang maupun akan
dihadapinya cara meningkatkan produktivitas masyarsksinya, Kesadaran
negara-negara berkembang, amtara lain tercomin pada kesadaran akan
terbatasmya kemampuan untuk berinvestasi sehingga perlu dilakukan upaya-
upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam mencapai tingkat investasi
yang cukup guna mendapatkan pertumbuban ckonomi yvang memacdai.

Franklin R. Root di dalam bukunva “Imtermationsl Trade and
Irrvestment " mengemukakan bahwa pada hakekatnya hambatan-hambatan yang
merintangi negara-negara berkembang untuk memperolch tingkat investasi
yvang cukup memadai dapat dikategorikan atas hambatan-hambatan vang

ditimbulkan oleh fakior-faktor internal negara-negara berkembang vaitu:
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a) Kurangnya modal-modal dasar seperti kekuatan modal, jasa, ransportasi,
gudang-gudang tempat penvimpanan, komunikasi, pendidikan, dan lain-
Lain;

b) Kurangnya manajer shli dalam perdagangan dan administratif negara;

¢) Hambatan-hambatan kultural terhadap pertumbuhan ekonomi;

d} Jumiah penduduk yang terlalu besar, dan hambatan-hambatan yang
ditimbulkan oleh dan fakior eksternal negara-negara berkembang berupa
kondisi tata ckonomi internasional kontemporer yang dewasa ini terbentuk
dalam kerangka aktivitas ekonomi masyarakat internasional.

Dampak keterbatasan tingkat iovestasi yang menjadi  “batu
sandungan” bagi negara-negara berkembang. Hubungan kausal ini terlihat jelas
dari rendahnya produktivitas masyarakat. Secara tepat dapat dilukiskan dengan
anabogi hubungan kausal yang sebagai berikut:

* Productivity is low because investment is low.
Irvestment is low because saving is low.

Servimg is fow because income [ low,

Income is low because productivity i3 low. "

Perlu diakui. jika konsepsi teoritis di atas diamati secara lebih dekat,
pertumbuhan ekonomi bukanlah sesuatu hal yang secara mudah dapat
direalisasikan. Produktivitas terkait langsung dengan tingkat invesiasi yang
dilakukan di dalam negeri negara yang bersangkutan. Namun demikian, yang
belakangan inipun bergantung lagi pada tingkat kemampuan masvarakat untuk
menabung. Pendapatan masyarakat yang lebih dari cukup tentunya akan lebih
memungkinkan masyarakai untuk menabung dan menyisihkan sebagian

penghasilannyva guna keperluan investasi. Tingkat tabungan masyarakat dan
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oleh karena itu juga kemampuoan masyarakat untuk berinvestasi temyata juga
langsung terkait dengan ftingkat pendapatan masyarakat, yvang secara nyata
tidak dapat berdiri sendiri, karena sangat berganiung pada produktivitas,
Semakin  besar produktivitas, maka scmakain besar pula pendapatan
masyarakat. Dengan demikian, hubungan kausal produktivitas dan investasi
lebih menyerupai scsuatu “lingkaran sctan” yang tidak saja membuat
pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang sulit, hahkan terbersit suatu
kecenderungan akan suatu kemustahilan.

Sudeh tentu dan tidak dapat dipungkiri lagi bahwa mobilisasi dana
guna diperuntukkan bagi investasi dalam negeri dari segi kacamata yang
khusus ini merupakan salah satu pra-kondisi utama puna mewujudkan
pertumbuhan  ckonomi. Pembentukan jaringan transportasi, komunikasi,
fasilitas-fasilitas pembangkit tenagn, pembangunan pabrik-pabrik, pembelian
mesin-mesin, peralatan dan instrument-instrument produksi lainnya merupakan
syarat-syarat utama pertuombuohan ckonomi yang tidak terlepas kemungkinan
pemenuhannya dari dana yang berhasil dimobilisasi. Secara logis pule, juga tak
terkecuali, penggunaan tenaga-tenaga mekanis, pengorganisasian produksi
massa, penerapan teknologi modem, pendidikan dan latihan fcnaga kerja
memeriukan mobilisasi dana yang cukup. Investasi modal ke dalam proyek-
proyek pembangunan fasilitas-fasilitas pertumbuhan ekonomi, jelas hanya
dimungkinkan jika memang dana/modal tersedia dalam jumlah yang cukup
untuk itw.

Meskipun demikian perlu senantiasa diingat, bahwa investasi

domestik dalam negeri, yang moerupakan suatu kondisi mutlak bagi
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pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang senantiasa diidam-idambkan
suatu negara, takkan terwujud bila tidak dibarengi oleh “modernisast™ sikap,
nilai-nilai dan lembaga-lembaga tradisional yang cendrung menghambat
pertumbuhan ekonomi.

Bagi negara-negara berkembang penghimpunan dana masyarakat,
sekalipun realisasinya tidak semudah dengan apa yang dapat dikemukakan
secara teoritis perwujudannya tetap menjadi suatu keharusan. Sejalan dengan
konsepsi teoritis ini. Jika perkembangan kebijaksanaan pemerintah Indonesia
di bidang perekonomian Indonesin diamafi secara seksama sebagaimana
terlihat dalam pelbagai deregulasi yang dicetuskan, maka dupat disadari dan
dimengerti bahwa maksud Pemerintah tidak lain adalah untuk mengpgalakkan
partisifasi masyarakal di dalam mendorong pertumbuhan ckonomi Indonesia,
Mobilisasi dana masyarakat yang diharapkan dapat terwujud melalui pelbagai
deregulasi di berbagai bidang ekonomis seperti pada sektor-sektor perbankan
dan pasar modal pada esensinya mempunyai hokekst untuk membiayai
investasi-investasi yang sangat diperfukan guna mendorong pertumbuhan
ckonomi Indonesia.

Suatu altemnatif lain yang dewasa ini banyak dilakvkan negara-
negara berkembang guna mendapatkan pembiayaan lain bagi investasi-
investasi vang sangat diperiukannya adalah dengan mencari sumber-sumber
pinjaman dari lusr negeri, baik dari negara-negam asing maupun dari lembaga-
lembaga keuangan internasional. Seperti diketahui dari uraian-uraian di muka,
kebijaksanaan pemeriniah negara-negara  berkembang  yvang  mendorong

mobilisasi dana dalam negeri tidak lzin bermaksud untuk mencari dana guna
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meningkatkan investasi pembangunan, Namun demikian, menghimpun dana
masyarakat tidaklah mudah, apalagi jika disadari bahwa pada umumnya di
negara-negara berkembang tingkat pendapatan masyarakat hanya cukup untuk
sekedar memenuhi kebutuhan-kebutuhan sehari-hari, bahkan tak jarang pula,
untuk inipun tidak cukup, sehingga tentunya mobilisasi dana masyarakat tak
mungkin dapat dilakukan. Pinjaman-pinjaman luar negeri dengan demikian,
diharapkan dapal mensubstitusi sumber pembiayaan pembangunan vang
sclavaknya didapatkan dari dalam negeri. Pada kenyatsannya strategis
alternatif ini seringkali justru menjadi beban tambahan bagi negara-negara
berkembang, karena sebagaimana layaknya pinjaman yvang perlu dikembalikan,
pinjaman-pinjaman lear negeri ini merupakan beban hutang yang scnantiasa
membengkak. Gejala ini pada akhimya menimbolkan dampak tertanggungnya
neraca pembangunan negara-negara berkembang. Jangankan hutang pokok,
pelunasan bunga atas pinjaman-pinjaman tersebut tak pelak merupakan beban
berat bagi negara-negara berkembang,

Tingkat investasi domestik suatu negara sclain sangat bergantung
pada kemampuan nogara yang bersanghutan untuk menghimpun dana
masyarakat, juga sangat bergantung pada suatu faktor lainnya, yaitu nilai
pertukaran asing schagai hasil dari perdagangan intemasional merupakan
fakior yang lainnya. Namun demikian, alternatif inipun tidak terlepas dari
permaszalahan-permasalahannya sendini.

Milai tukar yang scimbang merupakan alternatif lain  guna
mengupayakan peningkatan terhadap tingkat tabungan masyarakal yang pada
akhirnya diharapkan akan dapat membawa pengaruh bagi peningkatan tinglkat
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investasi domestik. Hal ini dapat dicapai dengan menambah volume
perdagangan  intemmasional dengan cara  menggalakan ekspor  atau
mengupayakan kebijaksanaan substitusi impor yang schesar-besamya.
Pendapatan sebagai hasil dari perdagangan internasional inilah  yang
diharapkan sapat menjadi sumber investasi-investasi domestik yang sangat
diperlukan. Mamun demikian, sekalian lagi alternatif inipun tidak terlepas dari
hambatan-hambatanmya.

Mayoritas dari para ekonom barat berpendirian bahwa perdagangan
internasional dapat menjadi “mesin pertumbuban™. Fakia sejerah terlibat sangat
mendukung asumsi ini. Ekspor yang digalakkan oleh Inggris dan beberapa
negara lainnya pada abad ke sembilan belas, serta Eropa Baral dan Jepang
selelah perang dunia I1 ak pelak merupakan fakta-fakta konkrit, Jika memang
ckspomasional dapat meningkatkan pertumbuban ekonomi sustu negara
berkembang, mengapa tingkat pertumbuhan sebapai akibat dari ekspomnya
kurang dirasakan? berdasarkan analisa para pakar, maka jawabannya terletak
pada  ketidakmampuan negam-negara  berkembang  untuk  memindahkan
pertumbuhan  pada  sektor-seklor ekspomya ke sekior-sektor lainnya.
Pertumbuban ckonomi perle dibedakan dari perkembangan chkonomi tidak saja
mencekup periumbuhan, akan letapi juga transformasi masyarakal secara
politis, sosial dan budaya agar dapat menghadapi dan  kemudien
menanggulangi hambatan-hambatan yang timbul. Jelas bahwa perdagangan
internasional merupakan stimulasi dari pertumbuhan yang dialami sektor
ekspor negara berkembang perfu diikuti pula dengan pertumbuhan pada sektor-
sektor ckonomi lainnya dan hal yvang belakangan inipun perlu menjadi “pecut™
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bagi pertumbuhan bidang-bidang kehidupan lainnya. Pemerataan pertumbuhan
pelak merupakan jalan ke arah perkembangan.

Scktor ekspor yang dinamis akan mempunyai efek pertumbuhan
vang kecil jika ia hanva mempunyai beberapa kaitan dengan sckior ekonomi
lainnya. Sustu contoh klasik adalsh “isolasi” ekonomi ekspor dari negara-
negara pengekspor mineral dari Asia, Afrika dan Amerika Latin. Ekspor
mincral dikembangkan di negara-negara ini pada abad ke XIX (contoh:
tembaga di Chile dan timah di Malaysia) oleh para investor asing yang
menyediakan modal, teknologl, manajemen, dan pasar untuk eksploitasi dan
produksi mineral. Proses produksi memakan modal yang cukup besar,
memperkerjakan sedikit tenaga kerja lokal, dan kebanyakan peralatan
produksi-produksi seperti mesin-mesin dan, peralatan-peralatan lninnya serta
bahan-bahan baku diimpor dari luar negeri. Lebih lanjut lagi. lokasi produksi
seringkali secara geoprafis jauh dari pusal-posal populasi negara-negara
tersebut. Sebagian besar pendapat pada sektor ini pada akhirnya direpatriasi ke
luar negeri negura asal para investor atau jatuh ke tangan segelintir orang dard
kelas “atas™ yang pada akhirmya mengkonsumsikan pendapatan tersebut pada
barang-barang konsumsi yang tidak dapet didapatken di pasaren domestik.
Tidak sdanya keterkaitan antara sektor ekonomi di dalam negara-negara yang
bersanglutan, di satu sisi terdapat sustu sekior ekspor yang mandiri, yang
mempergunakan modal, teknologl canggih, dan tenaga kerja ahli dan di sisi
lain hidup pula scktor domestik vang primitif disertal dengan segala

kelemahan-kelemahannya,
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Secara  konklusif dapat kita rangkumkan bahwa pertumbuhan
ekonomi negara-negara berkembang sangat terhambat oleh karena adanya
faktor-faktor penghambatan yang bukan saja datang dari internal negara-negara
berkembang tersebut, namun juga tak dapat dipungkiri eksistensi faktor-faktor
eksternal juga sangat berperan. Investasi domestik dalam kaitannya dengan
mobilisasi dana masyarakatpun tak lerlepas darl segala tantangan dan
hambatan.

Meskipun demikian perbaikan terhadap rendahnya tingkat investasi,
masih dimungkinkan dengan menerapkan suatu upaya lain guna mengatasinya.
Jika kita pahami benar hubungan kausal sebagaimana telah disebutkan di atas
tadi, maka asumsi bahwa rendahnya tingkat investasi disebabkan oleh
rendahnya tingkat tabungan masyarakat, berkemungkinan hanva akan dapat
diterapkan bagi investasi yang berasal dari dalam negeri negara itu sendiri dan
tampaknya dapat disubstitusi dengan investasi asing, maka dari i, menduduki
posisi  essensiil  dalam ramgka pertumbuhan  ekonomi  negara-negars
berkembang. Pada vmumnya dapat diterima asumsi bahwa derajat investasi
dapat ditingkatkan dengan mengundang invesior-investor asing unfuk
menanam modalaya negar-negara berkembang. Kembali pada hubungan-
hubungan kausal diatas, meningkatnya investasi akan dapat meningkatkan
produktivitas yang secara langsung akan dapat mengangkatl tingkal pendapatan
masyarakat yang pada akhimya diharapkan berimplikasi pada kemampuan
masyarakat untuk menabung yang lebih besar. Tabungan masyarakat inilah
yang kemudian diharapkan akan dapat lebih meningkatkan produktivitas. Jelas,

investasi asing dincgara-negara berkembang merupakan suatu intensif



alternatif vang penting bagi digalakkannya pertumbuhan ekonomi di nepara-
negarn berkembang,

Susty  anggapan vang sudah lama dianut oleh negara-negara
berkembang adalah bahwa tata ekonomi internasional yang secara kontemporer
terkristalisasi dalam kerangka aktivitas-aktivitas ckonomi intermasional, juga
merupakan  faktor penghambat pertumbuban  ekonomi  negara-negara
berkembang, sekalipun hanya dianggap sehagai faktor penghambat eksternal.
Tidak sedikit dari para ckonom yang berpendirian bahwa tata ekonomi
internasional dewasa ini, tak lebih dari merupakan cerminan ketergantungan
(deperndency) negar-negara berkembang kepada negara-negara maju.

Teori ketcrgantungan ini banyak dipergunakan oleh para pakar
ekonomi sebagai teori vang menjelaskan keterbelakangan di Asia, Afrika dan
Amerika Latin. Ketergantungan, menurut pendirian mereka, merupakan bentuk
lain dari imperialisme. Ketergantungan telah telah menggantikan kolonialisme
gebagai penyebab keterbelakangan dan dianggap sebapai bentuk modern dari
imperialisme, sebagai imperialisme dahulu dibuktikan dengan adanya
kolialisme.

Esensi dari teori ketergantungan ini adalah pada pandangan yang
terkandung di dalamnya vang beranggapan bahwa tata ekonomi internasional
merupakan suatu strukiur kekuatan hierarkhis di dalam mana negari-negara
kapitalis (dipimpin oleh Amerika Serikat) merupakan suatu “metropole”™ yang
mendominasi negara-negara berkembang yang merupakan “periphery™.

Selanjutnya diasumsikan oleh teori keferganiungan bahwa

“metropole” menentukan lembaga-lembaga dan  strukiur negara-negara
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“periphery”, vaitu orientasi produksi mereka, investasi-investasi merekn, dan
sislim-sistim sosial dan politik negara-negara “periphery”™ hanya akan
berkembang, jika memang mengalami perkembangan, sebagei suatu aksi yang
“latah” terhadap perkembangan “metropole™,

Secara lebih konkrit, ketergantungan negara-negara berkembang
terlihat dari kenysiaan adanya penurunan fingkat perdagangan internasional
negara-negara berkembang, “dekapitalisasi” negara-negara berkembang yang
sangat progresif melalui transfer keuntungan ke negera-negara maju yang lebih
besar doripads modal yang dimasokkean negara-negarm maju tersebut,
keterganiungan secama politis yang terbentuk oleh keterkalatan kepentingan
antara konglomerat-konglomeral nasional di negara-negara berkembang dan
konglomerat-konglomeral kapitalis di negara-negera maju, serta diperkuat oleh
kekuntan Bank Dunia, Dana Intemasional Moneter (IMF), instansi-instansi
Pemerintah Amerika Serikat dan kekuatan militer, serta perusahaan-perusahasn
multinasional, Pada intinya teori ketergantungan menyatakan bahwa hubungan
ekonomi  internasional negars-negam berkembang  dibentuk  oleh monopoli
“metropole™ stas pasar dan mengakibatkan transfer surplus (keuntungan) dari
negara-ncgara berkembang kencgara-negare maju. Apaksh vang sebenarnya
hendak dikemukakan oleh teori ketergantungan? Tak lain dari pada kemajuan
negara-negara maju adalah juga keterbelukangan negara-negara berkembang.

Negara-ncgara maju liberal temyata berpandangan lain fentang tata
ekonomi internasional yang ideal. Tala ekonomi internasional yang ideal
menurut ukuran negara-negara liberal dituangkan dalam teori yang dinamakan

“teori liberalisme”, yang pada hakckatnya disandarkan pada keuntungan
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komparatifl (“comporative advantage”) yang dianggap didapatkan oleh tiap-
tiap negara di dalam melakukan perdagangan internasional satu dengan yang
lainmya. Agar keuntungan komporatif yang dimaksud di atas, dijamin dapat
diperoleh oleh negara-negara di dunia, maka aliran liberalisme ini berpendapat
bahwa perdagangan yang bebas (“free trade™) mutlak diperlukan. Persepsi ini
terlihat jelas dalam kutipan vang sebagai berikut:

Y ... an open international economy of free trade will benefit all

trading countries through the galns of international specialization ..,

any government hindrances to the free intermational movement of
goods and factors of production will make the imternational economy
less productive than it otherwise would be., "

Dengan demikian, kebijaksanaan-kebijaksanaan eksekutif vyang
bersifat proteksionis atau tindakan-tindakan pemeriniah yang berupa intervensi
yang berlebihan terhadap ckonomi domestik negara yang bersangkutan
merupakan hambatan-hambatan nyata bagi aktivitas ekonomi masyarakat
internasional yang sehal, dan oleh karepa itu, cenderung melepaskan negara-
negara dari keuntungan komparatif yang sedianya akan didapatkan oleh
masing-masing negara yang berhubungan jika perdagangan intermasional yanp
bebas dapat diciptakan serta kemudian dilestarikan. Tolak ukur perdagangan
internasional yang bebas menurut teori liberalisme ini adalah adanya kompetisi
mumi (“perfect compeliffon™) dipasar-pasar  dunia.  Penyimpangan-
penyimpangan, yang kecil sekalipun, dari kompetisi mumi yang dimaksudkan
oleh kaum liberalis akan menciptakan pelbagai ketidak-sempumnaan pasar yang
pada skhimya akan mengakibatkan alokasi dari sumber-sumber dan fakior-
faktor produks] terganggu. Jelas bahwa maksud dard teord liberalisme ini adalah

bahwa kerugian yang akan diderita oleh negara-negara akibat perdagangan
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internasional yang tidak bebas cenderung tak terelakkan. Tentumya, dapat
disadari bahwa berainya beban kerugian akan lebih dirasakan oleh nepar-
negara berkembang ketimbang negara-negara maju.

Jika memang demikian halnya, lantas keuntungan apakah yeng
sedianya didapatkan oleh nepars-negara  berkembang, bilamana teori
liberalisme ini dapat terkristalisasi menjedi suatu taia ekonomi internasional
yvang mapan. Para ckonom penganut aliran liberalisme ini berpendapat bahwa
negara-negara berkembang akan mendapatian keuntungan dari arus modal
yang bebas, alih teknologi, alih manajemen dan faktor-fakior produksi lainnya
yang datang dari negara-negara maju, selain mendapatkan keuntungan dari
spesialisasi perdagangan internasional.

Terlepas dari apakah konsepsi yang ditawarkan leori liberalisme itu
merupakan konsepsi vang paling tepat bagi masyarakatl internasional dewasa
ini maupun pada masa-masa yang akan dating, telah menjadi kenyataan
bahwa teori liberalisme ini di dalam prakicknya banyak di anut oleh para
ekonom negara-negara barat, dan secara fakiuil banyak pula diterapkan dalam
kebijaksanaan-kebijaksonaan negara-negara OECI), dipergunakan sebagai
dasar GATT, diilhami oleh Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia
(World Bank) sera organisasi-organisasi internasional yang bergerak di bidang
ekonomi lainnya,

Terlepas dari teori manakah yang paling tepat menggambarkan dan
menjelaskan tata ckonomi internasional yang dewasa ini pada kenyatsannya
terbentuk, paling tidak negara-negara berkembang telah merasskan adanya
pelbagai  ketidakscsuaian kondisi perdagang intermasional vang sangat



4

merugikan kepentingan ekonomi negara-negara berkembang tersebut. Secara
faktuil hal ini terlihat dari adanya tuntutan dari negars-negara berkembang bagi
suaty tata ekonomi internasional yang baru.

Pada tahun 1974 Majelis Umum PBB telah mengadopsi suatu
resolusi vang dinamakan “Program of Action on the Establishment of a New
Internasional Economic Ovder”. Resolusi tahun 1974 ini, pada hakekatnya,
bila dipelajari secara lebih intensif, dapat mengidentifikasi kesulitan-kesulitan
vang dihadapi oleh negara-negara berkembang didalam  melaksanakan
periumbuhan dan pembangunan ekonominya, selain dapat pula terlihat upays-
upaya guna memecahkan dilemma yvang dihadapi negara-negara berkembang.

Resolusi tentang “Program of Action on the Establishment of o new
Irternational Economic Ovder” pada hakekatnyva telah menentukan beberapa
langkah yang perlu diambil dalam rangka menciptakan kerjasama ekonomi dan
saling pengertian di antara negara-negara secara maksimum, khususnya antara
negara-negara maju dan negara-negara  berkembang  berdasarkan  prinsip-
prinsip kedaolatan dan persamaan,

Apakah program-program yvang dicanangkan oleh resolusi tersebut 7
Program pertamanya adalah memberikan fasilitas-fasilitas kepada asosiasi-
asosiasi produscn ini, sering juga dikenal sebhagai “cartel”, merepakan suatu
perkumpulan dari negara-negara yang memproduksi suatu komoditas tertentu
vang berusaha mengendalikan pasar dengan cam-cara pepetapan  hargs
bersama, alokasi daerah-daerah pasar di antarm negam-negarn angpots,
pembatasan-pembatasan terhadap volume produksi, dan carma-cara lamnnya
Maksud darl pembentuk suatu “cartel” adalah menciptakan suatu monopoly
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yang mengeksploitasi pasar dengan harga yang lebih tinggi ketimbang jika
pasar dibiarkan dalam bentuk kompetisi murni. Salah satu bentuk “carfel’ vang
sangat relevan dalam dunia perdagangan internasional adalah “ecport-cartel”
yang berusaha mendominasi pasar dunia dengan cara mengawasi ckspor
anggota-anggotanya. “(hgamisation of Peiroleam Experting countries™
(OPEK) yang dibentuk oleh Iran, Irak, Saudi Arabia dan Venczucla pada tahun
1961 dan kemudian bertambah keanggotaannya dengan masuknya Abu Dhabi,
Indonesia, Libya dan Qatar merupakan suatu contoh “export cartel” yang
cukup kondang, dimana pegara-negara anggots OPEC berusahs menguasai,
paling tidak, sebahagian besar pasaran minyak dunia.

Pada intinya pembentukan “cartel” sangal bergantung pada komoditi
yang menjadi pokok perhatian “cartel” yang dimeksud. Pada umumnya
komoditas yang dapat menimbulkan “cartel™ perlu memenuhi beberapa syarat.
Harga komoditas yang bersangkutan harus bersifat inelastis baik dalam jangka
panjang maupun jangka pendek, selain merupaken komoditas yang menjadi
kebutuhan vital banyak negara dan tidak mungkin atau belum adanya subsitusi
bagi komodites tersebut. Selanjutnya, “cartel” harus berkemampoan untuk
mengendalikan  semua  atau  schidak-tidaknya schahagian besar  ekspor
komoditas yang bersangkutan. Secara nyala pembentukan “cartel” tidak dapat
diterapkan terhadap semua jenis komoditas ; hasil pertanian atau mineral-
mincral pada umumnys dianggep tidak cukup memenuhi persyaratan bagi
pembentukan  suatu  “cartel”. Apa  implikesinya bagi negara-negara
berkembang? Kemungkinan bagi kepentingan ekonominya melalui “cartel™
adalah kecil, kecuali “cartel™ minyak tentunya.
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Selain memberikan fasilitas-fasilitas kepada asosiasi-asosias
produsen komoditas tertentu agar lebih berperan, mempercepat formulasi
perjanjian-perjanjian komoditas internasional guna menstabilisasi pasar dunia
untuk bahan-bahan mentah dan komoditas-komoditas primer merupakan
program kedun resolusi Majelis Umum PBB tahun 1974, “International
Commuodity Agreement” merupakan perjanjian-perjanjian amara negara-negara
produsen dengan negara-negara konsumen yang bertujuan untuk menstabilisasi
harga dan komoditas-komoditas primer terfentu (seperti @ gandum, kopi, karet
dan tin} dengan cara antara lain berhubungan dengan pengendalian ckspor dan
komitmen-komitmen  ekspor-impor.  Beberspa  perjanjian komoditas
international yang permeh diadakan adalah antars lain: Imernational Coffee
Agreement  tshun 1962, [fmiermational Swuwar Agreememt lahun 1954,
International Tin Agreement 1956, Imternational Wheat Agreement tahun 1949
dan faternarional Coca Agreement tshun 1973, beberzpa komitmen vang
seringkali diatur dalam perjanjian-perjanjian ini mencangkup penentuan pasae
bagi masing-masing negara termasuk kuots dan harga, kewsjiban yang
dibchankan kepada necgara-negara pengimpor untuk hanya membeli dari
negara-negara pengekspor peserta perjanjian, dan ketentuan-ketentuan lainnya.
Pada kenvatannya, perjanjian-perjenjian komoditas ini di dalam praktcknya
banyak menemui hambatan-hambatan, Negoisasi antar negama-negara produsen
tentang penetapan kuota dan harga baru seringkali menemui jalon buntu.
Imternational Coffee Agreememt pada tahun 1972 karena scbab yang demikian
ini, pada akhimnya terpaksa diperbaharui pads tehun 1972 tanpa adanya kuota

dan regulasi harga. Kompleksitas administrasi juga seringhali menghambat,
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selain seringnya konflik kepentingan antara negara produsen dan nepara
konsomen serta hdak fleksibelnya perjanjian-perjanjian terschut  dalam
menanggapi pasar dunia yang dinamis merongrong cfcktifitas perjanjian
komoditas internasional.

Program ketiga resolusi tentang “"Program of Action on ihe
Establisment of a New International Economic Order” adalah memperbaiki
akscs kepada pasar-pasar di negara-negara maju melalul penghapusan batasan-
batasan tarif dan non-tarif dan perfuasan sistim peneralisasi terhadap hasil-hasil
produksi juga sangat penting bagi negara-negara berkembang. Negara-negara
berkembang mempunyal motivasi untuk beralih dari produksi bahan-bahan
baku tersebut. Harapan bahwa negara-negara maju akan mengekspor harang-
barang yang memerlukan teknologi canggih dan akan mengimpor barang-
barang dengan teknologl yang lebih sederhana dan tidak kompleks dari negara-
negara  berkembang. Mamun pada kenyataannys, fidak semua negara
berkembang dapat melaksanakan kebijaksanaan ini. Bahkan berdasarkan hasil
penelition ditemui bahwa hanya sepertiga dari negara-negara berkembang non-
pengekspor minvak vang dapat dikategorikan telah berhasil menerapkan
strategi produksi burang-barang indusiri, yaitu antara flain Hong Kong, Italia,
Meksiko, Singapura, Brasil, Argentina, Algeria, Taiwan dan Korea Selatan.
Berdasarkan kenystaan ini, nepara-negara berkembang kenudian mengusulkan
diberikannya perlakuan preferensi oleh negare-negara maju terhadap ekspor
hasil produksi mercka, dan juga mengusahakan adanya perlakuan preferensi di
antara negara-negara berkembang satu sama lain (namun tidak kepada negara-

ncgara maju). Perlakvan preferensi (“preferemticl  treatment™)  adalah
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keleluasaan bagi hasil produksi negara-negara berkembang uniuk memasuki
pasar domestik negara-negara maju tanpa dikenai pajak stau pungutan-
pungutan bea lainnya dengan mempergunakan sistim generalisasi yaitu sistim
yang bersifat non-resiprokal dan non-diskriminasi dan mengikut-serakan
semua negara-negara berkembang. Hal ini julas conderung membawa
keuntungan yang lebih besar bagi negara-negara berkembang,

Tak jauh berbeda dari tuntutan-luniutan negara-negara berkembang
lainnya, tuntutan perlakuvan percferensi bagi hasil produksi negara-ncgara
berkembang, di dalam prakteknya tidak secara keseluruhan terpenubi. Produk-
produk yang pada umumnya diberikan perlakuan preferensi oleh negara-negara
maju sangat lerbatas dan biasanya justra barang-barang yang menjadi
kepentingan utama negara-negara maju, seperti tekstil, sandang dan produk-
produk pertanian yang telah diproses tidak mendapatkan perlakuan preferensi
yang diinginkan. Selain itw, menambsh terbatasnya keberhasilan tuntutan
negara-negara berkembang, pemberian perlakuan preferensi biasanya dibatasi
untuk suatu jangka-waktu tertentu (pada umumnya 10 tahun).

Selanjutnya program keempat yang dicanangkan “Program of Action
on the Establishmem of a New International Economic Order” menyanghkut
tuntutan  megara-negara  berkembang akan dokungan negara-negara  maju
terhadap imisiatif kerjasama regional, subregional dan interregional mercka
guna meningkatkan kemandirian negara-negara berkembang di  dalam
merealisasikan  dan  mengembangkan  kefasamanya  lersebut.  Suatu
permasalahan yang cenderung timbul schubungan dengan intergasi regional

negara-negara berkembang ini, adalah apakah darinya dapat terbit perbaikan-
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perbaikan terhadap kemampuan negara-negara  berkembang di  dalam
meningkatkan pertumbuhan  ekonomi melalui  perdagangan  intemasional,
Negara-negara berkembang sebagaimana diketahui tengah menghadapi dilema
berupa sulitnya bagi hasil produksi mereka untuk menembus pasaran negara-
nepara maju yoang dikenal sangat kompetitif. Terbentuk suatu pendirian di
antars negara-negara berkembang vang senantiasa menghadapi masalsh ini
secara berkepanjangan. Adspun ciri-ciri kerjasama regional yang dimaksud
adalah antara lain pembentukan suatu pasar bersama, penerapan sistim
perdagangan bebas di antara sesame negam-negara anggota dan pemberiakuan
suatu tarif ekstemal bersama. “Andrean Common Marke™ yang merupakan
suatu integrasi ckonomi negara-negara partai barat Amerika Latin adalah salah
satu contoh dari uwsaha negara-negara berkembang mengatasi  kesolitan
memasarkan hasil produksinya. Pasar bersama Andrean khususya terbentuk
agar mencegah ncgara-negara vang menjadi anggola pasar bersama tersebui,
dijadikan satelit ekonomi negara-negara vang lebih majo di belahan dunia
tersebul, seperti Brasil, Argentina dan Meksiko.

Kerjasama ckonomi secara regional inipun tidak terhindar dari
kelemahan-kelemahan. Kepentingan-kepentingan khusus yang saling berbeda
dan terlalu tinpginya kebangpaan nasional masing-masing negara anggota
merupakan hambatan utama yang menghalangi tercapainya efekiifitas upaya
tersebut. Penckanan vang terlalu berlebihan terhadap prinsip resiprositas dan
nasionalisme ekonomi jupa semakin membuat sulitnya tercapainya maksud

utamn dari integrasi ini.
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Akhimya, program lainnya yang termasuk dalam agenda Resolusi
Majelis Umum PBB tadi adalah peningkatan arus finansiil ke negara-negara
berkembang dan pengurangan beban hutang luar negeri negara-negara
berkembang. Sebenarnya program lain dari “Program of Aetion on the
Establishment of a New Intermational Economic Order” selain dari program-
program yang telah dikemukakan di atas, mencakup pula formulasi dan
implementasi suaty “Code of Conduet” Intermasional untuk perusahaan-
peruszhaan multinasional. Namun, guna kejelasan pembahasan, tentang hal ini
lebih dikemukakan sehubungan dengan pembahasan-pembahasan  yang
dilakukan di dalam bagian ke figa berikutnya. Bantuan keuangan dari luar
negeri merupakan topik yang menjadi pokok perhatian  negara-negara
berkembang. Sejak tahon 1950 bantuan luar negeri ini telah membiayai tidak
kurang dari 20% dari impor dan 10®% dani investasi domestik negara-negara
berkembang. Memang perlu diakui bahwa bantuan luar ncgeri ini mempunyai
peranan yang sangat besar bagi tersedisnya dana pembangunan dan
pertumbuhan ckonomi negara-negara berkembang. Dengan bantuan luar negeri
vang diberikan kepada ncgara-negara berkembang, negare-negam berkembang
telah dimungkinkan untuk membangun provek-proyek yang esensiil bagi
pertumbuhan ckonominya. Bantuan luar ncgeri ini baik yang datang dan
sesuaty negara maupun yang di pinjamkan oleh organisasi-organisasi
internasional telah berhasil membiayai impor-impor peralatan dan barang-
barang lainnya untuk investasi dalam bidang-bidang infrastruktur, industri dan
pertanian nepara-ncgara berkembang, Dibalik adanya banyak segi positif,

bantuan dama dari luar negeri tak terlepas dari dampak negative yang
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berkemungkinan ditimbulkannya. Seringkali bantuan luar negeri, pada artian
yeng sesungguhnya, bukan lain dari sekedar “pinjaman” yang dilakukan
negara-negara berkembang. Sebapaimana layaknya suatu pinjaman dari sisi
lain ia merupakan “hutang”. Semakin banyak pinjaman lear neégeri yang
diperoleh suatu negars berkembang, tentunya semakin besar pula beban
hutangnyva,

Dengan demikian, dari uraian-uraian yang telah dikemukakan di
atas, dalam kerangka tata ekonomi intermasional baik yang kontemporer
maupun yang baru, dapat di sadari bahwa dilema yang dihadapi negara-negara
berkembang schubungan dengan usahanys untuk mengkatalisasi  laju
pertumbuhan ekonominya bukanlah sesuatu itustrasi vang hanya ditemukon di
dalam liberator. Kenyataan bahwa produktivitas negara-negara berkembang
sangal bergantung pada kemampuan invesiasi negara-negara  yang
bersangkutan, belum Iagi ketidak pastian akan keberhasilan di dalam
memasarkan hasil-hazil produksinva, memuat masalsh pertumbuban ekonomi
negara-negaras berkembang sanpat kompleks. Rendahnya tingkat pendapatan
masyarakat membuat mobilisasi dana dan investasi domestik negara-negara
berkembang, dan akhimya produktivitas secara berimbang, rendah pula. Secara
singkat disinilah letak pentingnya arti investasi asing bagi negara-negara
berkembang. Meskipun demikian, perlu tetap diperhatikan bahwa mengundang
penanaman modal asing, sekalipun cenderung mutlak diperlukan, bukanlah
salu-satunya alternatil langkeh penanggulangan yang dapat dilaksanakan oleh
negara-negara  berkembang  dalam rangka menaggapi  pelbagai  dilema

pertumbhan ckonomi sebagaimana yang telab divraikan di muka.
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Penanaman modal asing merupakan salah sate cam  untuk
mewujudkan periumbuhan ekonomi yang sangat diperlukan oleh negara-negara
berkembang, Secara lehih konkrit, maka diketahui bercksistensinya beberapa
keuntungan deri penanaman modal asing di negara-negara  berkembang.
Dengan adunya penanaman modal asing maka lspangan pekerjaan bagi
penduduk lokal negara berkembang yang menerima penanaman modal asing
tersebut, baik sccara langsung maupun tidak langsung, akan bertambah banyak.
Hal ini merupakan salah saf asumsi dominan keuntungan penanzman modal
asing bagi negara-negara berkembang, yang banyak menjadi penyebab sikap
positif negara berkembang terhadap modal asing itu sendiri. Secara logis, suatu
proyek penanaman modal asing berupa konstruksi pabrik, pembangunan hotel
dan proyek-provek fisik lainnya dapai membuka lapangan pckerjaan bagi
buruh-buruh kasar. Namun demikian, seringkali ditemui pula bahwa proyck-
proyek penanaman modal asing di negara-negara berkembang dilaksanakan
dengan pola-pola tertentu (seperti pemakaian teknologi tinggi) sehingga pada
skhimya tetap saja membawa implikasi berupa pemakaian tenaga kerja negara
berkembang yang ferbatas, yaitu sepanjang pekerjaan-pekerjaan tersebut
memang sesuai dengan kondisi ketenagakerjaan di negara-negars berkembang.
Penanaman modal asing memang dapat membuka lapangan pekerjaan baru
bagi masyarakat negara berkembang, namun adakalanya terbukanya lapangan
pekerjaan tidak sebesar dari vang pada awalnya diharapkan, Implikasi
selanjuinya dari terbukanya lapangan pekerjaan baru, tentunya, adalah lahan
pendapatan baru bagi masyarakat lokal,
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Keuntungan lain yang didapatkan oleh negara-negara berkembang
penerima modal asing, selain memperluas lapangan pekerjaan dan memberikan
kemungkinan bagi pendapatan dan memberikan kemungkinan bagi pendapatan
baru masyarakat adalah keuntungan berupa tersedianya modal tambahan bagi
negara-negara berkembang. Schagaimana telah diketahui dad wraian-uraian di
muka, sangat sulit, karcna banyak faktor, bagi negara-negarmm berkembang
untuk menjangkau tingkat produktifias yang cukup memadai guna
meningkatkan pendapatan masyarakat. Pada umumnya penyebab utama
kondisi ini adalah rendahnya tingkat mobilisasi dana dan tabungan masyarakat
yang dapat dipergunakan unmuk melakukan investasi pembangunan dan pada
akhimya berperan dalam meningkatkan produktifitas. Dengan adanva
penanaman modal asing dana uniuk melakukan pembangunan secara ctomatis
dapat dikatakan telah tersedia. Akan tetapi keuntungan ini tak juga terlepas dari
resiko akan adanya dampak kerugian., Banyak dialami oleh banyak negara
berkembang, bahwa keuntungan yang didapatkan dari usaha yang dibuka oleh
investor asing lebih banyak tersedot keluar negeri daripada modal yang
ditanam. Destabilisasi neraca pembayaran dapat terjadi ketika tingkat
pertumbuhan modal asing berkembang lebih pesat dari penerimaan kembali
dari modal asing tersebut.

Selanjutnya, aspek lain yang membuat pandangan  negar
berkembang techadap penanaman modal asing berwarna positif adalah
penyerinan alih icknologi dan kemampuan-kemampuan manajemen  serta
kemampuan-kemampuan “entrepreneurial” lainnya di dalam paket PMA yang

bersangkutan. Penanaman modal asing seningkali datang ke negara-negara
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berkembang dengan disertai oleh tehnik-tehnik produksi baru, produk-produk
baru, ataupun buah-bush pikiran baru. Selain itu, pendidikan dan latihan
ketrampilan bagi tenaga kerja lokal, baik dalam pengetahuan maupun
penciptaan kemampuan-kemampuan administrasi, pemasaran dan tehnik-tehnik
perdagangan lainnya tercakup pula dalam keuntungan yang didapatkan negara-
negara berkembang dari adanya alih teknologi dan kemampuan-kemampuan
lain yang menyertai penanaman modal asing. Namun demikizn, iak dapal
dipungkiri bahwa di dalam kenyataannya banyak dari alih teknologi yang
dimaksud bukanlzh merupakan pemberian teknologi secara cuma-cuma, akan
tetapi cenderung lebih bercorak sebagai suatu pembelian teknologi. Lebih
buruk lagi, seringkali disinyalir bahwa teknologi yang dialihkan tersebut
schenamya merupakan teknolog usang vang dinegara si-investor asing tidak
dipergunakan lagi kerena tidak efisien. Apakah tidak efisiennya produksi tidak
akan berlaku di negara-negara berkembang? Masalah alih teknologi ini juga
sering menimbulkan kerugian bagi negara-negara berkembang dalam hal tidak
scsuainya penerapan teknologi yang hendak dialihkan dengan kondisi alam dan
masyarakat di negara-negara berkembang. Selain dari itu, ketidakpahaman
tentang  tcknologi yang bersangkutan membuat penilaian  bahwa alih
(pembelian) teknologi yang dilakukan oleh negara-negara berkembang dari
investor-investor asing sudah sesuai dan seimbang dengan harga yang
dikcluarkan olch ncgara-ncgara berkembang tak  jarang  menimbulkan
kekecewaan negara-ncgara berkembang. Di dalam prakiek, sering kali ditemui
pula, khususnya dari perjanjian-perjanjian penanaman modal asing yang
diadakan antara pihak investor asing dengan pihak nasional bahwa biaya
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pendidikan dan latihan yang diberikan oleh pihek investor asing yang
sehenamya diharapkan didapatkan oleh negara-nepara berkembang secara
cuma-cuma, dibebankan kepada pihak nasional negara berkembang.

Keuntungan lain dari penanaman modal asing adalah prospek
pengembangan  dacrah-dserah terpencil di  negara-negara  berkembang.
Penanaman modal asing seringkali diharapkan selain dapal mengembangkan
industri-industri lokal, juga akan dapat meningkatkan intensitas perdagangan
lokal. Pada kenyataannya harapan yang demikizn ini tdak sepenuhnya
terpenuhi. Pada umumnya, investor asing hanya berminat untuk menanamkan
modainys pada lokasi-lokas] yang dekat denpan pusal-pusat perekonomian
negara-negara berkembang, pada lokasi-lokasi yang memiliki fasilitas-fasilitas
transportasl, komunikasi dan sarana-sarana lainnya yang cukup memadai.
Keharusan untuk menpembanpkan sesuatu daerah terlebih dahulu tentunya
akan membust mahalnya proyek PMA yang bersangkutan,

Memang dapat diakui bahwa tidak semua investasi asing perlu
“milieu” yang serba memadai, khususnya jika ditinjau dari aspek dagangnyn.
Pembangunan suatu hotel misalnya, secara wajar dapat diterima dan dimengerti
memerlukan kondisi-kondisi daerah yang serba memadai, yaitu yang memiliki
fasilitas-fasilitas tersebut diatas tadi. Namun demikian, pembangunan suatu
pebrik untuk mengeksplodtasi biji-biji mineral, tentunys perlo dilakukan
didekat sumber bahan-bahan baku yang sangat besar kemungkinannya untuk
berternpat jauh didacrah terpencil. Kemudian, penanaman modal asing, dalam
bentok-bentuk yang tepat dan dengan langkah-langkah pengamanan ferientu,
juga berperan didalam pertumbuhaan perusahaan-perusahaan lokal, dengan
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cara mengadakan perjanjian-perjanjian  sub-kontrak. Meskipun demikian,
masuknya investor-investor asing ini juga tidak menghilangkan kemungkinan
kerugian bagi perusahasn-perusshaan nasional, Jika suatu perusshaan asing
membentuk suatu perusahaan “joint venture™ dengan suatu perusshaan nasional
dalam suatu bidang perdagangan tertentu, maka berkat pelbagai nilai lebih
vang memiliki oleh perusahaan PMA ini, perusahasan-perusahaan nasional lain
yang bergerek dibidang yang sama berkemungkinan untuk kalah bersaing dan
pada akhirnya tak dapat dikesampingkan kemungkinan “mati™nya industri-
industri lokal terscbul. Industri-industri lokal yang sudah ada, dengan
demikian, tak luput dari ancaman kerugian dari adanya penanaman modal
asing di negare-negara berkembang.

Secara macro, penanaman modal asing sebagaimana juga telah
disinggung di atas memberi keuntungan berupa penghematan devisa dengan
diterapkannya kebijaksanaan subsitusi impor dan menambah devisa negara
berkembang dengan diterapkannya “exspor orienfed policy”. Pada masa-masa
dari tahun 1967 sampai dengan 1974 Indoncsia scdang giat-giatnya
menerapkan kebijaksanaan subsitusi impor. Apaksh yang dimaksud dengan
kebijaksansan subsitusi impor? Kebijaksanaan subsitusi impor tak lain dari
sumty (dan jasa juga) primer yang selama sebelum kurun waktu tersebut di atas
scnantiasa di impor dapat diproduksi atau dapat tersedia di dalam negeri
Indonesia tanpa harus mengimpomya terlebih dahulu dari luar negeri. Dengan
harapan tentunya bahwa devisa negara antara lain sangat berguna umtuk
membiayai investasi-investasi selanjuinya. Penanaman modal asing diharapkan

dapat membantu di dalam membangun suatu intrastruktur bagi penyedisan atau
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produksi barang-barang tersebut. Sekali lagi terlihat di dalam kenyatzannya
bahwa harapan negara-negara berkembang seringkali tak terwujud. Penyedinan
fasilitas-fasilitas bagi pengadaan barang-barang kebutuhan yvang dimaksud di
atns, pada kenyataannya, sebagian besar masih tetap perlu di impor terlebih
dahulu dari luar negerl. Tentunya hal ini sccara langsung mengurai
keberhasilan lercapainya maksud kebijsksanaan subtitusi impor secara
maksimal.

Penanaman modal asing, sclain dari itu, juga dibarapkan dapat
membantu pelaksanaan “Export Ortemted Policy”. Indonesia yang pada
dasawarsa terakhir ini fclah mengusahakan dicapainya “Exporr Orienfed
Policy” ini secara semaksimal mungkin sangat merasakan bagaimana ekspor
non-migas menemui pelbagai hambatan di dalam menebus pasar di luar negeri.
Penanaman modal asing diharapkan dapat memproduksi barang-barang vang
sangat potensizl untuk di ekspor. Namun demikian, sebagai terlihat pada
uraian-uraian di muka tadi, ckspor komoditas dari negara-negara berkembang
sangat sulit untuk dapat bersaing dengan produk-produk dari negara-negara
maju. Suatu permasalahan yang sangat potensial untuk timbul sehubungan
dengan “Export Criental Policy™ ini adalah hambatan-hambatan vang bakal
ditemui oleh negara-negara berkembang akibat adanya pembagian wilayah
pemasaran dari perusahaan-perusahaan multinasional. Ini mungkin perlu kita
pikiran bersama.

Selain itu, penanaman modal asing juga dianggap dapat
mendatangkan keuntungan bagi negara-negara berkembang, karena dapat

membaniu membuka jalur-jalur kontak dengan lembaga-lembaga kevangan di
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luar negeri, pasar-passr modal, pasar-pasar bagi hasil produksi negara-negara
berkembang, organisasi-organisasi pemasaran dan lembaga-lembaga lainnys
serta membuka suatu asyarakat bagi pengaruh-pengaruh (posiiif) asing.
Akhirmya, penanaman modal asing dengan merubah struktur pasar dapat
membuat pasar lebih kompetitif. Namun demikian, apakah segi-segi positif ini
begitu berharga, sehingga dapat mengenyampingkan scgi-segi negatifnya.

MNegara-negara maju  dipihak lsin  mempunyai pandangan-
pandangannys yang “sni gemeris” mengenai penanaman modal di negara-
negara berkembang, Sekalipun motivasi negara-negara maju boleh dikatakan
sangat bervarizsi, pada hakekatnyz, terdapat tiga alasan pokok mengapa
negara-negara maju melakukan investasi di negara-negara berkembang.

Sudah menjadi sustu pengetahuan umum bhahwa negama-negara maju
di dalam memproduksi pelbagai industri memerlukan buhan-bahan baku dalam
jumlsh banysk. Bahan-bahan bsku, diketshui pula, bamyak dimiliki olch
negara-negara berkembang. Dengan demikian, salah satu motivasi utama
negara-negare maju di  dalam melakukan investasi di  negara-negarn
berkembang  adalah untuk mendapatkan bahan-baban baku yang sangat
diperiukan untuk produksi industri negara-negara maju. Suatu perusahaan
asing yang bergerak di dalam industri besi dan baja akan sangat memerlukan
biji-biji besi, dan oleh karena itu, penanaman modal yang berkemungkinan
dilakukannys adalsh mendirikan suatu pabrik vang dapat mengeksploitasi biji-
biji besi yang diperlukannya tersebutl. Jelas, untuk lebih dekat dengan sumber-
sumber bahan baku merupakan salah satu zlasan yang menjadi dasar bagi

negara-negara maju untuk menanam modalnya di negara-negam berkembang,



Motivasi kedua yang menjadi alasan bagi negara-negara maju uniuk
melakuksn penanaman modal di negara-negara berkembang adalsh omick
menggantikan ckspor dari negara-negara berkembang. Substitusi ekspor ini
perfu dilakukan sebagai akibatnya pelbagai restriksi yang menjadi di dalam
regulasi pasar dalam negeri negara-negara maju. Restriksi-restriksi yang di
maksud adalah dengan keadaan-keadaan anti-impor dan pelbagai protcksi pasar
vang diterapkan, belun lagi pencrapan-penerapan tarif impor yang
berakibatkan meningkainya biaya produksi perusahsan-perusahaan asing di
negaranya. Kondisi yang seperti inilah yang mendorong perusahaan-
perusahaan asing untuk mengalihkan proses produksinya di nepars-negara
berkembang sehingga efisiensi produksi tetap dapat dipertahankan,

Akhimya, sangal berkaitan dengan efisiensi produksi guna menarik
keuntungan vang sebesar-besamya, suatu motivasi lain vang melandasi
kebijaksanaan negara-negara maju untuk menanam modal di nepara-negara
berkembang adalah biaya tenaga kerja yang relatif lebih murah. Penckanan
terhadap biaya tenaga kerja jelas akan membuat proses produksi jauh lebih
murah dan cenderung memberikan kemungkinan untuk mendapatkan
kcuntungan yang lebih besar,

Seluin dari jtn, menarik pula untuk sedikitnya disinggung adalah
sikap negara-negara maju tentang hal-hal yang biasanya menyertai penanaman
modal. Dalam uraian-uraian yang terdahulu terlihat pandangan negara-negara
berkembang yang cenderung positif terhadap penanaman modal asing oleh
karena berkemungkinan dialihkannya pula pelbagai teknologi canggih yang

menyertai penanaman modal asing yang bersangkutan. MNamun demikian
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berdasarkan penelitian, terlihat sikap negara-negara maju tentang alih teknologi
ke negara-negara berkembang yang sama sekali berbeda. MNegara-negara maju
berpandangan bahwa alih-teknologi bukanlah merupakan suatu kewajiban yang
perlo diemban negara-negara maju di dalam melakukan penanaman modal
asing. Negara-negara maju cenderung berpendirian bahwa alih-teknologi perlu
dibeli atau setidak-tidaknya didapatkan dengan imbalan kontraprestasi tertentu
vang lebih dari hanya sekedar keuntungan yang tersedianyve didapatkan dari
usahanya, Alih weknologi pada hakekatnya merupakan transaksi dagang dan
negara-negara maju dan negara-negara berkembang. Sikap negara-negara maju
yang demikian ini akan terlibat wajar jika dipertimbangkan bahwa kemajuan
teknologi yang berhasil dicapai negara-negara maju sdalah berkat usaha-usaha
penelitian dan pengembangan vang tidak saja telah memakan banyak waktu
akan tetapi juga. terutama sckali, telah banyak menghabiskan biaya. Tentu saja
sikap keengganan dari negara-negara maju untuk mengalihkan teknologi begitu
saja akan timbul, Teknologi harus dibeli olch negara-negara berkembang.

Kiranya jelas bahwa menurut, persepsi negara-negara maju teknologi
merupakan suatu komoditas khosus yang dapat diperdagangkan secara
menguntunghan.

MNegara-negara maju, selain dari itu, jugs tak ingin melepaskan
pelbagai keuntungan yang didapatkan dari penanaman modalnya di negara-
negara berkembang. Hal ini secara jelas terlihat di dalam sikap negara-negara
maju yang sepertinya tidak ingin kemandirian ckonomi negara-negara
berkembang terwujud, sekalipun hal ini merupakan tujuan utama negara-

negara berkembang yang perfu direalisasikan, Schagaimana telah dijelaskan
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dimuka, penaneman modal asing seringkali menyimpang dari tekad utama
untuk membentuk ekonomi negara-negara penanaman modal asing yang tetap
mempergunakan komponen-komponen dasar yang diproduksi di negara-negara
maju  yang semantiasa perlu diimpor ke negara-negara  berkembang.
Perusahaan-perusahaan multinasional sebagai pemeran utama perdagangan dan
investasi internasional tampak tak terdalu menghiraukan dampak impor
komponen-komponen dari luar negeri ini sekalipun cenderung akan merugikan
perusahsan “foinf-venture” vang diadakan olehnya dengan suatu perusahaan
nasional, berdasarkan kenyataannya bahwa komponen-komponen yang
dimasukkannya ke negara-negara berkembang sebenarnya merupakan hasil
produksinya juga dan penghasilannya dari  ekspor  telah  cukup
menguniungkannya. Keterganiungan perusahaan-perusghaan patungan schagai
akibatnya juga tak dapat dihindarkan,

Sebagai penutup bab tentang sikap-sikap negara-negara maju
lerhadap penanaman modal dan sikap-siknp negara-negara  berkembang
terhadap modal asing, perlu kiranya dikemukakan beberapa isu sentral yang
perlu dipikirkan lebih lanjul. Usaha negara-negara berkembang untuk dapat
menarik investor asing ke negaranya meskipun mempunyai kualifikasi
pembenarnya tetap memerlukan regulasi-regulasi yang mengaturnya agar
dampak-dampak negatif dari penanaman modal asing dapat dikurangi.

Dstribusi penanaman modal asing di antara negara-negara
berkembang sangat bergantung pada  karakteristik-karakieristik  nasional
masing-masing negara berkembang yang tidak terkandung di dalam kondisi-

kondisi nasional negara-negara penanam modal. Tentunya investor asing akan
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lebih banyak memasuki negera berkembang yang dianggap akan paling

menguntungkan. Tercatat adanya delapan ussha pokok negarp-negama

berkembang guna menarik investor-investor untuk menanamkan modalnya di

negara=-negara berkembang, yainu:

a. Proteksi tarif (68%);

b. Proteksi kouta impor (44%);

¢, Reduksi tarif atas peralatan yang diimpor (35%);

d. Reduksi tarif atas komponen-komponen yang diimpor (38%);

e. Reduksi tarif atas bahan-bahan baku yang diimpor (34%0);

f. Pembebasan pajak (jangka wakiu rata-rata 5 tahun) (46%);

g Peningkatan apresiasi untuk ujuan-tujuan perpajakan {28%);

h. Ketentuan-ketentuan wmum  untuk  investasi delam infrastrukiur negam
(25%);

Apakah insentif-insentilf yang dicanangkan oleh negara-negara
berkembang telah nvata berhasil uniuk menarik investor asing 7 Menumnt
Richard E. Craves dalam bukunya “Multinational Enterprise and Economic
Analysiz" pelbagal insentil’ bagi investor asing yvang diajuken oleh negara-
negara berkembang belum tentu menjamin peningkatan penanaman modal
asing. Pendapat Richard E. Craves ini khususmya disandarkan pada
kemungkinan nasionalisasi yang sewaktu-wakiu dapat diterapkan oleh suatu
negara berkembang. Kebemaran analisa ini tentunya perlu mendapatkan
pengkajian lebih lanjut.

Aplikasi politis dalam negara berkembang, perlu juga mendapatkan

perhatian dan pemikiran khusus, apakah dengan banyaknys investasi-investasi
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asing yang dilakukan di suate negera tertentu tidak akan mengakibatkan
kecemburuan sosial masyarakal nasional terhadap pihak-pibak asing yang
dinnggap mendominasi perekonomian negaranya.

Penanaman modal asing memang  diakui dapat mengangkat
perekonomian negara-negara berkembang dengan perkembangan industri dan
tersediannya lapangan pckerjaan baru. Namun demikian, sejalan dengan gejala
positif ini, maka konsumsi dan investasi masyarakat terhadap barang akan
cenderung meningkat pula, tidak hanya terhadap barang-barang konsumsi,
namun juga, terhadap “capital goeds”, Dampak ini pula yang cenderung akan
nengakibatkan meningkatnya impor negarg berkembang yang bersangkutan,
sehingga agar dapat menjaga kestabilan ckonomi (liguiditas financial) serta,
tetap menjaga tersedianya lapangan pekerjaan, terutama sekali guna mencegah
terjadinya inflasi, maka negara berkembang vyang bersangkutan periu
mengimbangi dampak-dampak tersebut dengan penghasilan modal yang lebih
dari ekspor disertai demgan pembatasan terhadap impor ataw melakukan
pinjeman ke Bank dunia. Juga selain dari itw, perlu dilakukan usaha untuk
menjamin bahwa keuntungan-keuntungan perusashaan PMA tidak ditransfer ke
luar negeri secara keseluruhannya, tapi diinvestasikan kembali di dalam negeri.
Namun demikian, masalahnya kecenderungan untuk tidak berhenti di sini saja
Terhadap pinjaman-pinjaman luar negeri perlu dikembalikan. Juga penghasilan
negara melalul ekspor tidak mencukupd untuk menutupi pembayaran ini, maka
pemerintah perlu mengendalikan konsumsi masyarakat dengan cara, antara
lain, meningkatkan pajak, pembatasan impor, penetapan tarif dan mencrapkan

kebijaksanaan-kebijaksanasan kevangan sejenis lainnya. Jelas dari ursian di
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atas, bahwa dampak negatif dari penanaman modal asing tidak terbatas hanya
dari segi-segi ekonomi dan keuangan yang tertentu saja, namun dapat meluas
ke hampir keseluruhan sekior keuangan dan ekonomi negara-negara
berkembang. Penanaman modal asing memberikan pelbagai keuntungan
namun juga mengandung banyak resiko kerugian.

Keuntungan yang juga disertai kerugian-kerugian dari pelaksanaan
penanaman modal asing di negara-negara berkembang menjadi investasi asing
sangal dilematis, Insentif yang terlulu banyak dilakukan di negara berkembang
di dalam mengundang investor-investor asing, justru dari sisi lain juga
memperbesar  resiko  timbulnya  kerugian-kerugian.  Sebesar  jauhkah
pembatasan terhadap penanaman modal asing perlu dilakukan menjadi hal
vang rumit dan dilematis,

2. Pengaruh Globalisasi pada Penerapan Penanaman Modal Asing

Menurwt Henry Kisisingger™ globalisasi adalah nama lain dari
dominasi Amerika Serikal. Sedangkan globalisasi hukum merupakan desain
Amerike Serikat,™ dalam rangka menjadikan hukum sebapai alat mengoasai

perckonomian  negara-negera  lain®  Globalisasi  bukum  menemukan

% Lihat dalam Sri-Edi Swasono, Kompeternsi dan Imicgritar Sarigng Ekonomd, Omsi Nmish Reund
Akbar FE-UNDIP 2002, Penerbit Universitas Indonesza (L] -Presa).

M Amerika Serikat vang merupakan olsk penpgerak utama dan pengatiur shensrio munculnya tema-
imma barg dakam kefemiuan GATT-PL, termyaia waki-wakilnys yang duduk dalam penendingan
hanya menjalankan skenarlo porusahaan-perusshasn yang tergabung dalam Koalisi Negoisasi
Perdagangan  Muolilateral (Welilateral Trode Negorlaions Coalition). Anggotn  koolisi i
diartaranys: American Express, Genernl Motors, 1BM, Genernl Electric, Cargill, Citicorp, Procter
and Gamble, U5 Comncll for internationnl Busimess (Dewan Bisnis Internasional Amerika Secileat),
National Awsociation of Manufactures (Asosiss) Pengusahy Manuifkiur Masional), Coslitios of
Service Tmduriries {Koalisi Indusici Jasa), liernatfoms’ fmestoen Afifonce  {Aliansi Investas]
Irdernusional), dan foteflectual Properdy Commitres (Komisl Hak Mikik Intelekiual). Libot Martin
Ehar Kok Feng, ap cil,

* Felix Wilfred mengstakan bahwa, “idectopi globalisasi™ penampilannys sangat cantik dan menarik
tetapl termysts menyembunyikan kejshotun yung honya dikenal oleh mereka yang menjadi
korbunnye, Kelihatonmys  globakizesi membawa seluroh dunla bersamanya. Namon, dalam
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momentumnya kefika sehagian besar negara menyepakati GATT-PU.* Menurut
Ariet Budiman, kalau kesepakatan GATT-PU menghasilkan seperti apa yang
diinginkan olch negara-ncgara industrl maju, dapat dikatakan bahwa negara-
negara industri maju akan lebih leluasa menjalankan prakiik neo-imperialisme
dan neo-kolonialisme,™

Disepakatinya GATT-PU*" menandakan munculnya era liberalizasi
perdagangan dunia tanpa proteksi dan tanpa hambatan, dan mempertinggl
tingkat persaingan perdagangan antarpelaku-pelaku ekonomi. Semula GATT-PU
ini ditargetkan untuk disepakati pada bulan Desember 1990, namun baru pada
bulan Desember 1993 putaran ini bisa disepakati. Pada tanggal 15 April 1994,
dokumen akhir Putaran Uroguay telah ditandatangani oleh 124 wakil-wakil
negarn di Marrakesh, Maroko. Dokumen tersebut berisi 28 kesepakatan
multilatern! vang antara lain berisi: liberalisasi komoditi, penghapusan dan
penurunan tarif produk manufakiuring, penghapusan MFA vang mengatur tekstil
dan pakaian jadi dalam [0 tahun, liberalisasi terbatas sekior jasa, penghapusan
proteksi bidang pertanian, pengakuan perlindungan hak milik intelektual (Trade
Related Aspects of Intellectual Property Righis-TRIPS), non-discrimination

dalam perlakuan investor asing (Trade Related Imvestment Meaxures- TRIMS),

kenymtaminyn semakin banyak orong yang ditinggalkanmya di padang pasir penderilzamn, Globalisasi
mencabul oring dan menjanjiken kemikmoron, Mamun, scbenamys orang lerebol diisdp habis-
habisan, kemuadisn dibisrcan matl kekeringan. Globalisasi dengan demildan, bagi kaum miskin
berarti proscs  ponyingkiran dan  peminggiran, Felix Wilired, "Tisds Keselumatan di Luar
Gilobalisasi", Masls Mo, 05=06, Agastus, 1996,

* Isi perjanjian GATT-Putaran Urnuguary terbagh dalam 15 kelompok, Empol di snlaranya berupa
ketentunn bare, vang meliputi: Frade Related lmvestment Measwres (TRIMa), Thade Related Axpecis
af fomte eciiral Property Rights (TRIPS), Workd Trooke Orgosidzation (NWTO), den General Agreamens
wei Ty i Service (GATS), Likat dalam Fiaal Aot af Uvwminay Honmd,

* Martin Khor Kok Peng, faperialisme Ebowomd Bary, Jakarta, Gramedia, 1993,

* Urnian tentang GATT-PU secara bebih lengkap lihnt Adi Sulistiyono, Reformasd Mukum Ekomomi
datam Era Globalivasi Ekonomi, Suraknrts, UNS Press, 2005,
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penghapusan tate niaga, pengawasan (safeguards), anti dumping dan arbitrase,
subsidi (Subsidies and Counter-vailing Measwres), dan penanganan konflik
dagang (Dispute Settlernert Understanding).

Sedangkan untuk mengawasi kesepakatan umum tentang farif dan
perdagangan tersebut, dibentuk sebuah lembaga yang bernama WTO-0OMUC (The
World Trade Creanization — Orpanization Mondfale dw Commerce) sebagai
wadah global permanen ketiga setelah World Bank dan IMF, yang sudah mulai
bekerja sejak tanggal 1 Januari 1995, WTO ini bertindak sebagai polisi perda-
gangan internasional yang bertugas mengawasi dan menindak negara-negara
yang melangear ketentuan-ketentuan GATT-PU.

Di samping ifw, semua negara vang ikut menandatangani kesepakatan
tersebut wajib untuk menyesuaikan hukum nasional mereka dengan ketentuan-
ketentuan yang terdapat dalam GATT-PU. Apabila hal ini tidak dilakukan maka
WTO (World Trade Orpanization), selaku badan vang berfungsi untuk
menafiirkan dan menjabarkan isi perjanjian GATT-PU serta menyelesaikan
sengketa di antara negara anggotanya, akan memberikan sanksi yang dapat
merugikan kepentingan ekonomi dan perdagangan negara tersebut,

Dengan turutnya Indonesia menyepakati, maka mau tidak mau, semua
ketentuan yang ada dalam GATT-PU harus juga diberlakukan di wilayah
Indonesia,” Sebab kalau negara Indonesia tidak mau memperhatikan dan
mentaati kesepakatnn yang tertuang dalam aturan-aturan GATT-FU, maka

semua produk ekspornya akan dihambat dan tidak bisa diterima di semua negara

A Untuk menindaklanjuti disepakatimya GATT-PU, Indonesia teloh  meratifikasinys  dengan
mengeluarksn Undang-undang Mo, 7 Tuhun 1994 wniang pengesshan dgreement Extablizhing The
World Trade Organizarion {Perselsjoan Pembentukan Organisesd Perdagangan Dunia}.
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anggota GATT-PU. Dalam kondisi negara Indonesia yang telah jatuh miskin

seperti sckarang ini adanya sanksi dari WTO akan menychabkan masvarakat

Indonesia semakin menderita.

Muncuinya globalisasi hukum di  penjuro  duonia  semakin
mengukuhkan pondasi bangunan New Lex Mereatoria (NLM) yang sudah sejak
tahun 196(0-an tclah banyak diperkenalkan pakar hukum bisnis internasional.
MLM diartikan sebagsi o set of gemeral principles, and customary rules
sportaneonsly referred fo or elaborated in the framework of imternational irade,
whithout reference to a particular national svstem of law.” NLM, yang lahimya
dilandasi adanya semangat melakulkan unifikasi hukum
perdagangan internasional, mempunyai beberapa karakteristik,"™ yaitu:

a. WLM atau hukum perdagangan infernasional modern bukanlah cabang
dari hukum internasional atan Juv gemtfum, Namun demikian NLM ini
berlaku dan diterapkan oleh negara dengan berdasarkan semangat
toleransi dari nepara-negara yang berdaulat secara sukarcla;

b. NLM ini bukan kumpulan kaidah-kaidah hukum yang tak beraturan,
melainkan ia disusun secara sistematis oleh berbagai lembaga internasional
yang kegistannya bergerak di bidang perdagangan internasional;

. NLM ini secara praktis sama di seluruh belahan dunia. Kesamaan inilah yang
menychabkan NLM (biasanya terlihat dalam bentuk model low, wniform law,
the rules of international organizations, atau konvensi internasional) sering

juga dianggap hukum yang mampu menembus sekat ruang dan wakiu

® Lihat Goldman dalam DM, Julian Lew (ed.), 1989, Contempury Problem in [atermational
Arbiteation, London, University of London.

'™ Iihat dalem Adi Sulistiyono, “Pembangunin Hukum Kontrak Masional™, Justisls No.38, Desember
1996- Februari 1997,
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untuk menjembatani perbedaan ideclogi, politik, dan ekonomi dari berbagai
negara.

Para pemikir hukum (legal thinker) di Indonesia sudah selayaknya
harus mencermati dan mengantisipasi  adanya revolusi  perdagangan
internasional tersebut, karena sekarang ini telah terjadi perubahan paradigma di
hidang hukum ekonomi. Sebelum adanya globalisasi hukum, pemerintah
mempunyai keduulatan penuh untuk merubah maupun membentuk perundang-
undangan bidang ckonomi, namun sckarang ini kedaulatan tersebut sudah
hilang khususnya perundang-undangan di bidang perdagangan, jasa, investasi,
hak kekayaan intelekival, dan ketentuan-ketentuan lain sebagaimana diatur
dalam GATT-PU. Bahkan Ketika IMF masih bercokol di Indonesia, mereka
sering memaksakan pembentukan undang-undang schagai salah satu syarat
pencairan hutang, Misalnya dalam letfer of imferd 2002 mereka memaksakan
dibentuknys Undang-undang Yayasan. Dalam letter of intert 2003 mercka
meminta amandemen Undang-undang MNo.23 tentang 1999 tentang Bank
Indonesia.' Pekerjaan rumit vang harus dikerjakan oleh kalangan pemikir
hidang hukum ckonomi adalah bagaimana mereka bisa mengharmoniskan
antara ketentuan GATT-PU, vang merupakan alat negara maju untuk menguras
devisa statu negara, dengan Kepentingan masyarakat atau bangsa Indoncsia
vang sekarang sedang jatuh miskin, Sehubungan dengan globalisasi hukum

tersebut, perlu juga dilakukan pengembangan hukum (rechisbeofening)™

1" Emni Setyownti, efal. Panduar Prakiy Pemantauan Proses Legiviad, Jakara, Pusat Stodi Hukum
& Kebijokan, 2005,

" pengermbanan hulkum edalib kegistan monusia berkenasn dengan sdanva dan berdakunya hakom 3
dalam masyarmkol. Keglstan Mo omencikup Legiston membentisk, melaksannkan, meneraphn,
mencikn, monedif, don secar sisiemntik mempelnjori dan mengarabkan ukom yang berlnk i,
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secara terintcgrasi dan berkelanjutan. Penpembanan hukum tadi dizrahkan
untuk mencermati  dan  mengantisipasi  adanya revolusi  perdagangan
internasional dan terjadi perubahan paradigma di bidang hukum ekonomi.
Kegiatan permbangunan telah menimbulkan perubshan lingkungan
secara cepat. Hal ini terlihat dengan adanya polusi udam, air dan tanah seria
menurunnya kondisi lingkungan pada negara-negura Eropa dan Amerika masa
revolusi industri. Penurunan kualitas lingkungan hidup menjadi akibat
langsung dari aktivitas manusia dan menjadi korban periode industrl,'™ Hal ini
lerjadi  karena perkembangan  perdagangsn  barang dan  jasza ini  telah
membentuk  kecendenungan-kecenderungan global  seperti Perama;
perdagangan telah meningkatkan pengarvh  lingkungan hidup terhadap
produksi dengan memperiuas pasar bagi Komoditas-komoditas diluar bhatas-
batas negara, delam hal ini negara berkembang yang mengandalkan sumber
daya alam schagai komoditas perdagangan mengekspor bahan mentah dan
olahan alam ke negara maju, sehaliknya negara maju dengan teknologi industri
untuk mengolah barang jadi atau sctengah jadi menjual kembali ke negara
berkembang. Kedua; perdagangan memungkinkan negamm mengumas habis
sumber daya mereka atau mefoloskan undang-undang vang tetap melindungi
basis-basis sumber daya terscbut. Hingga akhimya ada tindakan bahwa

penundang-undangan lingkungan hidup nasional (domestik suatu negara) dan

Pengembangan hokwm u dapat dibedalon ke dalam pengembsnan hubum peakiikal dan
pengenthanan hukom seoritikal, Pengembanan hokom prakiikel terviuma dijalankon oleh institusi
bidong legislasi, hocdun persdilan, lembaga bantupn hukam, dan sdministrasi pemeriniaban pada
wmumys, Sementars i, pengembanan hukum teorits dilakuken olel pergurann tinggl hokum,
it kebih lanjut dalam Sidhertas, Kavoberink Penalaran fukan dofam Koateks Keindonesfoaar,
Bandung, .V, Ulomo, dan DH.M, Meuwissen, “Pengembanan Hubum®™, jcg]emahan oleh B, Aref
Sidhania, Surmal Profusiiols, Tabun XH Mo, 1, Janoar] 1904,

1" Mamwood, Javed, International Palitical Economy and Globalizarion, (World Scientific Publishing
Cio, Pte, Lad, Singapore, 20, kol, 237
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bahkan institusi internasional dituduh sebagai penghambat perdagangan yvang
bersifat non-tarif.'™ Dengan transfer teknologi industd negara berkembang
mulai mengeksploitasi sumber daya alamnya tanpa menghiraukan dampak
vang ditimbulkan. Keadaan ini dapal dipahami karena sebagian besar negara
berkembang lebih memfokuskan pembangunan ekonomi untuk menghilangkan
kemiskinan dengan pengetshuan akan dampak yang ditimbolkan dalam
pembangunan  ekonomi  lerhadap lingkungan, masih sangat  terbatas.
Pembangunan ekonomi tersebut disatu sisi berhasil membawa peningkatan
kemakmuran negara berkembang, vang kemudian diikuti dengan peninglatan
pemenuhan kebutuhan akan bareng dan jesa yong bukan hanya untuk
memenuhi kebutuhan domestik namun juga kebutuhan negara lain. Sehingpa
untuk memenuhi kebutuhan domestik dan ekspor dilakukan berbagai upaya
vang pada akhirmmya berdampak pada lingkungan hidup maupun sostal,'™
Masalah pelestarian lingkungan hidup den masalah perdagangan
bebas pada awalnya dipahami scbagai suatu hal yang masing-masing memiliki
dasar idcalisme. Para pemerhati masalah lingkungan memusatkan perhatiannya
pada upaya-upaya pelestarian alam dan lingkungan hidup sehingga tetap dapat
diambil manfaatnya sccara berkelanjutan demi kesejahteraan umat manusia.
Sedangkan para penganui sistem perdagangan bebas mengupayakan agar tidak
ada lagi hambatan-hambatan dalam perdagangan intemasional yang pada
akhirmya akan menguntungkan semua negara, Liberalisasi perdagangan dunia

bertitik tolak dari pendekatan teori liberalisme yang percoyva dengan adanva

"™ Brown, B. Lester (ed), Masa Depan Swai, (Y ayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1951), hal, 422
' Foreign Policy, No. 95, Summer, 1994, hal, 39
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konsep “gain from rade ™ dari Heckher-Ohlin tentang keunggulan komparatif
vang berbeda dari tiap negara, sehingga muncul spesialisasi perdagangan
dimana suatu negara sebaiknya mengkhususkan dir pada produk barang atan
jasa  yang memberikan keuntungan fterbesar dari  perdagangan  dan
perekonomian mercka daripada memproduksi  barangfasa vang  tidak
memberikan keuntungan maksimum.'™

Perdagangan internnsional justru tercipta karena adanya perbedaan-
perbedaan diantara negara-negara schagaimana terlihat dalam hubungan
perdagangan antara negara maju dan berkembang. Keunggulan komparatif ini
oleh Ricardo dan Viner dischabkan cleh adanya perbedaan dalam kepemilikan
atas foktor-faktor produksi seperti: sumber daya alam, modal, tenaga kerja dan
kemampuan dalam penguasaan T-:knulugi,m Melalui spesialisasi scsuai dengan
keunggpulan komparatifnyn, maka jumbiah produksi vang dihasilkan bisa jauh
lebih besar dengan biaya yang Ichih murah dan pada akhimya bisa mencapai
skala ckonomi yang diharapkan. Pemikiran ini kemodian berkembang bahwa
akan lebih menguntungkan jiks arus perdagangan antara negara dibebaskan,
tidak terhambat oleh kebijakan atau peraturan negara baik berupa proteksi, tart’
maupun nontarif,

Berdasarkan pemikiran  ini, diromuoskan  aturan  perdagangan
multilateral yang kemudian menjadi satu produk hukum internasional. Namun

demikian nepara-negara tersebut akan terikat dengan kepentingan nasionalnya

'™ Wenen, B. Peter, The fmternationad Eeonomy, 1 rd ecktion{Canbridpe Univ.Press, New York,
1994), hal. 19

" Cooper, N, Richerd, Kebifokan Lingbumgar dan Swnber Dava bagi Ekomomi Dunia, (PT, Ruosda
Jayaputra, Jnkarta, 1997}, hal, xii

™ Anderson, Thomas., Carl Folke, Stefan Myswom, Trading with ke Emeironment, (Basthocan,
Loadon, 1995), hal. 71-73
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yang menurul Morgenthau merujuk pada hal-hal yang dianggap penting bagi
suatu negara, sehingga memjuk pada sasaran-sasaran politik, ekonomi, atau
soctal yang ingin dicapai suatu negara.'™ Sehingga negara perlu memberikan
prioritasnya yang diformulasikan dalam sasaran dan indikator bagi tercapainya
kepentingan tersebut.

Keterikatan negara dengan kepentingan nasionalnya dan kesepakatan
negara dalam merumuskan aturan perdagangsn multilateral ini memaksa
ncgara untuk mengurangi sedikit kedaulatannya untuk mengikuti dan tunduk
pada aturan internasional. Bisa dikatakan bahwa negara harus rela mengurangi
kedaulatannya untuk mendapatkan kepentingan yang harus dicapai, sehingga
ada intcraksi dan interdependensi dalam kerjasama multilateral. Jika dilihat
dari model analisis sistemik maka interaksi-interaksi antar aklor yang terjadi
dalam sistem internasional tearah pada orientasi terfentu yang mana dalam
interaksi tersebut ada interdependensi.''” Dalam fenomena interdependensi
tersebut tindakan salah zatu bagian dari zistem tersebut akan mempenganuhi
atau membawa perubahan pada unmit lain. Suatu negara tidak bebas dalam
menentukan kebijakan karcna harus memperhitungkan aktor lain beseria
dampak kebijakan terhadap aktor lain tersebut yang pada akhimya akan
menimbulkan dampak bagi ncgaranva sendiri. Dalam situasi ini suatu negara
akan menjadi fungsi pilihan negara lain dalam menentukan pilihan
kebifakannya. Bisa dikatakan bahwa interaksi interdependensi tersebut

membentuk kerjasama fungsional. Melalui kerjasama fungsional ini maka tidak

" Viooti, R, Pauletall, [mtermations! Relaions Theory: Realiem, pheraliom and Globalizm,
iMiclkﬁHm Publishing Company, Mew Yok, 1993), hal. 584

" pougherty, B. Jumes, Robert L. Plabizgraff, Comtending Theories of Internafional Relations | A
Comiprehensive Survey, §ad ediior, {Harper & Row Publisher Inc,, Mew York, 19813, kal. 76
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menutup kemungkinan hubungan antara isu satu dengan yang lain, terlcbih lagi
dengan struktur dan pola hubungan internasional vang multidimensional maka
sustu isu atau permasalahan dalam hubungan intemasional ridak dapat
dipisahkan dari isu lain atau dapat dikatakan ada linkage dalam permasalahan
hubungan mtemasional yang multikompleks.

Dalam perdagangan dunia. produk-produk bahan primer (resources
hased product) cenderung mendominasi jumlah keseloruhan ekspor negars
berkembang, bahkan secara historis pembangunan negara berkembang dapat
dicapai melalui ketersediaan sumber daya alam (lingkungan),'”’' sehinpoa
banyak negara berkembang vang sangat rawan terhadap permasalahan
lingkungan hidup. Berdasarkan pada hasil KTT Bumi vang tertuang dalam
agenda 21, negara berkembang harus memperhatikan proses produksi dalam
pembangunen ekonomi yang berdasarkan pada pembanpunan vang
berkelanjutan (sustainable development). Maka sangat jelas bila suatu negara
ingin tetap stabil dalam pembangunan perekonomiannya vang mengandafkan
ketersediaan sumber daya alam, maka harus memasukkan kebijakan mengenai
lingkungan hidup tersebut dalam kebijakan ekonomi (internalisasi),’" hal ini
dilakukan untuk mengurangi kerusakan lingkungan baik yang dihasilkan
industri dan perumahan.'™ Negara maju dengan teknologi vang lebih advance
mendorong terwujudnya isu yvang berhubungan dengan perbaikan kualitas

hidup (quality of life) yang merupakan karakteristik dari apa yang disebut oleh

"! Muswood, (p.cit, hal, 239

"? Lec Ray, James, Cilobal Polities, 2 sd edition, (Houghlon Mifflin Company, Boston, 1987), hal.
46K

"3 Joumnal of [ntemational A ffairs, Volume. 53, No.2, Spring, 2000, hal. 526
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Zhigniew Brzezinski sebagai “Techmotromic age.™' Salah satunya yaitu
dengan memberlakukan undang-undang lingkungan hidup domestik vang bisa
berpengaruh dan  bersinggungan dengan  kepentingan negara lain  secara
unilateral. Sebagai contoh Amerika dan Uni Eropa serta beberapa negara yang
telah mempunyai undang-undeng lingkungan hidup menolak produk
perdagangan yang dianggap tidak ramah lingkungan menurut standar mereka
dengan menerapkan restriksi perdagangan atau frade measwre secara sepihak.
Schingga hal ini dianggap melanggar ketentuan WTO dan juga kescpakatan
KTT Bumi dalam agenda 21, karena dalam agenda tersebut secara eksplisit
dikatakan bahwa open market, kescjajaran, keamanan, prinsip non-dikriminasi
dan sistem perdagangan multilateral merupakan hal yang sangat diperfukan
dalam semua kerjasama perdagangan.'"” Demikian juga dengan isu lingkungan
hidup dalam forum perdagangan internasional, scperti felah dijelaskan
sebelumnya bahwa aturan-aturan mengenai Trade Measure, beberapa pasal di
GATT/WTO dan juge kcbijakan perdagangan ncgara maju yeng disnggap
menghambat perdagangan negara berkembang, menjadi semakin jelas bahwa
ada hubungan amtara perdagangan internasional dan isu lingkongan hidup,
sehingga kebijakan ekonomi perdagangan suatu negara juga harus melihat
dampaknya terhadap lingkungan hidup dan bukan hanya akumulasi kapital
sSemati,

Berdasarkan keadaan diatas muncul ketegangan Utara-Sclatan

dengan asumsi dependensi ekonomi negara berkembang terhadap negara maju

Y Nougherty, Op.cir, hal. 76
V% Iha, Veena Gramt Hewison & Marce Undeshill fed), Trode, Enviroamnesdd & Susiainahle
Developmers, (MacMillan Press Lid, UNCTAD, London, 1997), hal, 16
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yang menjadikan isu lingkungan hidup sebagal salah sato sumber konflik
utama. Ketegangan isu lingkungan hidop ini semakin mengemuka dengan
adanya desakan penetapan frade mearure vang  berhubungan dengan
lingkungan hidup oleh negara-negara maju, keadaan ini semakin mengancam
produk perdagangan nepara berkembang, karena di lain pihak aturan ini
menyebabkan penurunan sejumiah pendapatan ekspor hasil alam  seperti
perdagangan kayu tropis vang mulai merosol manakalas hutan vang secara
komersial telah dirusak satu negara demi negara lain untuk memuaskan hati
konsumen.'"® Disini terlihat seperti jebakan ekspor karena pasarsn kuyu tropis
di negara maju seperti Eropa, Jepang dan Amerika telah diganti dengan produk
kayu non tropis hasil hutan mercka sendiri, dan negara berkembang yang telah
mengalami kerusakan parah pada akhimya akan menjadi importir kayu negara
maju.

Realits ketidakseimbangan perdagangan antara négara maju dan
negara berkembang, tenrtama dalam kaitannya dengun masalah Engkungan
hidup global menyehabkan isu ini schagai ancaman tersendiri bagi negam
berkembang. Homer Dixon mengataken bahwa permasalahan lingkungan
hidup bisa menjadi sumber konflik, keadaan ini terjedi tanpa disaduri oleh
manusia, Meskipun menjadi sumber konflik bukan berarti konflik vang terjadi
adalah konflik yang konfromtasional sccara langsung scperli  ancaman
peperangan atau militerisme. Ancaman atau konflik yang dischabkan oleh isu-
isu mon-convensional seperti drug trafficking, piracy atau organized crime dan

beberapa isu mon-comventional lain oleh Peter Chalk dikategorikan dalam

" Brown it hal, 246



Grey-Area Phenomena (GAFP), dikatakan demikian karena GAP tidak sccara
langsung mengancam kedaulatan dan stabilitas negara, namun akan bisa
menjadi ancaman yang secara langsung bisa mempengaruhi stabilitas dan
keamanan negara terscbut tergantung dari bagaimana melibat ancaman
tersebut, Hal ini terjadi karena perkembangan hubungan intermasional vang
multidimensional ini menyebabkan munculnya berbagai ancaman terhadap
negara atau aktor internasional lain yvang bersumber dari sepala arah,'"”

Seorang sarjana vang bernama Hurrel menjelaskan keterkailan antara
lingkungan hidup dan perdagangan global dalam hubungan internasional
dengan melihat lima aspek yang mendasarinya yaliu:

a. The erotion of soveraigaty from above; adanya erosi kedaulatan negara yang
berasal dari sistem global;

b. Eroding the distinction between the domestic and imiermational; dengan
melihat adanya gejala yang menunjukkan semakin memudamya makna
domestik den internasional dalam interaksi hubungan antar bangsa;

¢. The enviranment and the global economy,; yang merupakan hubungan antara
lingkungan hidup dengan ekonomi global, seperti dalam agenda 21 untuk
perlunya menciptakan perdagangan yang adil tanpa proteksi, diskriminasi
dan subsidi sena arus investasi yang seimbang;

d. The emergence of the ransnational civil society ; vaitu dengan masuknya
aktor-akior non negara dalam hubungan antar bangsa termasuk dalam kajian
lingkungan hidup global;

T Chalk, Peter, Grewdrea Phenomena in Southeart Asia: Piracy, Drug Trafficking & Political
Terrorism, (The Australion National Univ_, Australia, 1997), hal, §-7
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e. The state system as obstacle to managing the global emvironment; bahwa
masalah lingkungan hidup global diselesaikan secara multilateral dengan
melihat adanya beberapa perbedann persepsi pembangunan dan kebijakan
ekonomi antar negarn Utara-Selatan.

Berdasarkan dari kelima aspek tersebut maka terlihat bahwa upaya
penanganan masalah lingkungan hidup global paling tidak dilaksanakan secara
multilateral dalam kerangka hukum internasional, selain itu dari perspekeif ini
mengungkapkan tentang pentingnya penciptaan kescimbangan perdagangan
antera negara maju dengan niegara berkembang disamping tidak menafikan lagi
pentingnya isu lingkungan hidup dalam setiap policy making-nya,'™

Pergeseran isu lingkungan hidup menjadi isu yang berkaitan dengan
keamanan dapat dianalisa dengan menggunakan konsep securiry, Salah satunya
adalah yang dikemukakan olch MNazli mengenai security, bahwa security
menunjuk pada kondisi atau perasaan aman dengan asumsi bahwa manusia
akan selaly mencari raza aman baik atas keinginan dan atas segala bentuk
ancaman atau tindakan-tindakan menekan, terdeprivasi dan lain-lain.'"” Selain
itu juga seperti apa yang dikatakan olch Peter Wallensteen tentang pemahaman
securify masa modern yang bukan hanya memfokuskan pada dimensi militer,
tapi juga masalah lainnya seperti lingkungan hidup, ekonomi, populasi dan isu-
isu nonkonvensional [sinnya.'™ Wallensteen menjelaskan bahwa securiny

sebagai model terdini dari tiga elemen vaitu Core Valwes vang berhubungan

"" Both, Ken & Stave Smithied), ftermanional Relations Theary Today,(Permsylvania Univ, Press,
Pennsybvanin, 1995), hal. 136-151

""" Dewite, Op.cit, hal. 229

2 Wallonstoen, Poler {ed), Preventing Vielence Conflict: Port Record & Futwre Clhalmges,
{Departement of Pesce & Conflict Resesrch, Uppsala Univ, Swesden, 199E), hal, 161
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dengan aspek apa dan siapa yvang ingin diamankan, Threals yang merupakan
tantangan dan bahaya yong secara langsung mengancam core values dan
Capabilities yang merujuk pada sumber dan akior yang dapat mengatasi
ancaman dan menciplakan keamenan. Dari pemahaman ini vang kemudian
dihubungkan denpan penanpganan masalah lingkungan hidup global, maka
perlu kiranya mengkaji dan menempatkan security yang berhubungan dengan
isu lingkungan hidup dalam kajian teori hubungan internasional sehagni mana
vang ftclah divngkapkan Hurell schelumnva, Melalui kedua pemahaman
tersebut maks ancaman terbetak pada isu lingkungan hidup global terhadap
negara berkembang, namun demikian, seperti dikatakan Chalk, Wallensteen
juga mengatakan bahwa ancaman ini bersifat relatif dan sulit entuk
membandingkannya, schingga tiap negara mempunyai karakteristik tersendiri
dalam menghadapi ancaman lingkungan hidup terschut, Sedangkan Core
Falues terletak pada pemahaman akan ancaman lingkungan hidup terhadap
perdagangan negara berkembang (market ecomomy) karena perdagangan dan
perekonomianlah vang diupayakan pengamanannya agar fetap bertahan dan
mampu berkembang. Sedangkan Capabilities terletak pada kemampuan aktor
dalam menghadapi dan menyelesaikan ancaman atsu permasalahan tersebut.
Dalam hal ini masalah lingkungan hidup global dalam hubungannya dengan
perdagangan dan sebaliknya pengaruh antar keduanya telah menjadi agenda
internasional yang penyelesaiannya disepakati bersama secara intemasional
karena beberapa kepentingan negara (aktor) telah bersinggungan satu sama lain

dan lebih bersifat konfrontatif meskipun juga disisi lain bersifat kooperatif,
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Dapat dikatakan kapabilitas ini terletak pada sistem internasional vang
menangani masalah ini.

Wallensteen juga memasukkan Astitude sebagni salah ssto elemen
dalam menganalisa masalah keamanan tersebut. Aititude ini mencakup sregy
dan goal dalam menghadapi ancaman dan menyelesaikan masalah. Dalam
strategy, ncgara dalam mensikapi permasalahannya bersikap reaceive dan
proaktive. Pemilihan antars kedua sikap ini tergantung dari tingkat ancaman
dan pemahaman akan ancaman yang dihadapi, scdangkan pada goal,
merupakan lujuan apa dan bagaimana yang hendak dicapai dalam menanggapi
ancaman tersebut yaitu melakukan peruhahan (ehange) untuk mendapatkan
pencapaian  kepentingan  vang  lebih  banmvak atau  sckedar  untok
mempertahankan stabilitas intermal atau cksternal dari ancaman terschat,

Adanya ancaman ferhadap keamanan suatu negara sccara tak
langsung pada masalah non-konvensional juga diungkapkan oleh Camilleri dan
Buzan, Camilleri menyatakan bahwa ada hubungan antars kapabilitas ekonomi
terhadap politik dan militer, vang kemudian memfokuskan bahwa dampak
lingkungan hidup terhadap kcbijakan ckonomi dapat berimplikasi pada
keamanan, Karena ekonomi bukan hanya membutuhkan perkembangan
pertanian dan industri namun juga eksploitasi dan dampaknya terhadap negara

lain, dalam hal ini Camilleri mencontohkan kasus Spratly.’”

Demikian juga
dengan Barry Buzan yvang melihat adanya ancaman ekonomi dan ekologi yang

mempunyai kapasitas scperti ancaman politik dan militer, schingga menjadi

" Mack, Andrew & John Ravenhillied), Pociffe Cooperion Buildime economic and Security
Regimes in the Asta-Paclfic femlon, (Allen & Unwin, ANU Printery, Ausiralma, 19945, hal, 188-191
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apenda dalam kajian strategis keamanan internasional. Hal ini karena kedua isu
tersebut bersifat dinamis sejalan dengan semakin tingginya aktivitas dan
interaksi manusia'

Pemahaman negara berkembang bahwa isu lingkungan hidup dupat
mengancam perdagangan internasionalnya merupakan dampak dari pengaruh
global. Dalam hal ini lebih pada sistem perdagangan intemasional yang
terangkum dalam peraturan WTO. Awran dan kebijakan dalam WTO yang
sedemikian rupa dianggap dapat menghambal pelaksansan pembangunan
perekonomisn dan perdagangan negara berkembang, maks dapat dikatakan
bahwa pemahaman konsepsi tentang keamanan (secwrity) merupakan akibat
dari ancaman dari Juar,

Dapat dikatakan, aturan, kebijakan dan mekanisme yang berlaku
dalam rezim perdagangan intermasional mi lebith didominasi oleh kekuatan
negara maju. Penolakan terhadap produk ekspor negara berkembang oleh
beberapa negara maju disnggap tidsk atau kurang memenuhi standar mereka
dalam hal perlindungan lingkungan hidup. lronisnya  penolakan  ini
mendapatkan legitimasi dalam General Exceprion pasal XX aturan WTO.

Apabila permasalahan i tidak segera  ditindaklanjuli  secara
multilateral, maka besar kemungkinan jumlah penolakan akan semakin besar
dan mengakibatkan kerugian perdagangan negara berkembang. Adanya standar
vang diterapkan oleh negara maju dan ditetapkan oleh standar internasional

(1503, dalam hal ini lebih pada 150 14000 tentang lingkungan hidup) membuat

' Bugan, Barry, Peoples, State and Fear: an Agemda for Imernaiional Security Studiex in the Most-
Coel W eea, {Harvester Wheatshenf, London, [931), hal. 133
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negara berkembang harus kembali berada dibawah hegemoni dan pengawasan
negara maju. Karena untuk mengadopsi dan memenuhi kriteria standar tersebut
meémbutuhkan kerja keras

Pergeseran isu lingkungan hidup yvang berkaitan dengan perdagangan
internagional ini bisa diubah ke arsh positif bagi negara berkembang. Hal ini
kembali lagi mengenai pemahaman terhadap core valwes-nya. Apabila yang
menjadi ancaman adalah marker economn, dalam hal ini  perdagangan
internasional dan  terindikasi ferjadi penolakan ferhadap produk ekspaor
(resourses based), maka harus segera dilakukan tindakan untuk mengubah
pandangan ini. Perubahan ini dapat dilakukan dengan bersikap proaktif bagi
negara-negara  berkembang, bertindak  secara  moltilateral untuk  dapat
mengubah kebijakan yang ada menjadi lebih menguntungkan. Selain itu negara
harus sepera melakukan tindakan internal yang berkaitan antara ckonomi
perdagangan dan lingkungan hidup dengan menekankan pelaksanaan
sustainable  development, Suatu  dasar  pemikiran  bahwa  ketersedinan
lingkungan hidup merupakan modal utama bagi pembangunan ekonomi, maka
lingkungan hidup juga harus mendapatkan porsi perhatian yang sama dengan

pembangunan ekonomi.

B. Bagaimana hambatan atau kendala pemerintab terhadap peserapan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 dalam rangka mensejahterakan
rakvat
. Pemerapam Asas Demokrasi Ekonomi dalam Mennju Konsep Negara

Kesejahteraan
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Demokrasi Ekonomi GBHN berasal dari Pasal 6 dan 7 TAP MPRS
Mo XX Tabun 1966 tentang Pembaruan Kebijaksanaan Landasan Ekonomi,
Kevangan dan Pembangunan, wvang menurut kelerangan, orang-orang
Universitas Indonesia ini ikot merumuskannya, Ketika tahun 1973 Orde Baru
untuk pertama kalinya memiliki GBHN'® (TAP MPR No.1l Tahun 1973), maka
pengertian demokrasi ckonomi disusun dalam butir-butir, dan menjadikannya
Demokrasi Ekonomi. Dari mempelajari butir-butir Demokrasi Ekonomi GBHN,
baik ciri-ciri positif mauwpun negatifnyva, jelaslah bahwa yang menjadi landasan
bagi pelaksanaen sistem ckonomi di Indonesia adalah Pasal 33 UUD 1945,
sechagai landasan sentral, didukung’ dilengkapi dengan Pasal 23 ULID 19435,
Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 34 UUD 19435, Kalau kita teliti ciri-cir
positif (1), (2) dan (3) identik dengan ketiga ayat dari Pasal 33 UUD 1945, Ciri
posit (4) merupakan pesan Pasal 23 ULUD 1945, ciri positif (5) merupakan pesan
Pasal 27 avat (2) UUD 1945, sedangkan ciri positif {6) merupakan ide tentang
hak-hak dasar manusia yang pemah tersurat dalam ULUDS Pasal 26 ayat (1) dan
(3), ciri positik (7) juga berasal dari UUDS, merupakan ide tentang kebebasan-
kebebasan dasar manusia, tersurat pada Pasal 37 ayat (2), Butir terakhir, ciri
positif (8) identik demgan Pasal 34 UUD 1943,

Daari ciri-giri negatif vang harus dihindari, tampak bahwa butir (1)
dan (2) erat kaitannya dengan semangat cara pandang integralistik, anti-
individualisme vang menumbuhkan liberalisme dengan free fight, serta Mo-

chisstaet vang menumbuhkan efatisme. Butir (3) adalah pembatasan bagi

" GBHN kita kesernumnya (GBHN-GBHMW 1573, 1978, 1983 dun 1988) mencgasken bahwa
Dempkrasi Ekonomi menjadi dosar bogi polaksarean pembanguran, Demokrasi Ekenomi GBHMN
ini Jehil luzs darl Penpelasan Pasal 33 UUD 1945 ia merangkum puls Pasal-Paaal 1FUD 1945

yamg lain.
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kebebasan-kebebasan dasar manusia seperti yang tersurat pula pada Pasal 37

ayat (3). Pasal 18 UUD 1945 mengenai otonomi pemerintahan daerah,

scharusnya perlu pula dimasukkan sebagai butir dalam Demokrasi Ekonomi.

Banyak hal wang diisyaratkan oleh Demokrasi Ekonomi GBHN agar

dilaksanakan, beberapa disntaranys adalah:

a. Roperasi harus dibangun menjadi sokoguru perekonomian melalui perakan
massal-nasional:

b. Perekonomian (bukan hanva koperasi) harus disusun sebapai usaha bersama
berdasarkan atas kekeluargaan, artinya kita harus mem-Pasal 33-kan semua
bangun perusahaan lain vang berjalur KUHD;

¢, Ide swastanisasi akhir-akhir ini terhadap perusahaan-perusahaan ncgara
(BUMMN} harus dalam artian memperkuat pelaksanaan Pasal 33 UUD 19435,
buikan untuk makin menggiatkan perekonomian vang berdasarkan KUHD;

d. Restrukturisasi ckonomi perlu dilaksanakan untuk menghindari terjadinva
polarisasi sosial ckonomi, (seperti telah disinggung di atas  meliputi
restrukturisasi pemilikan dan penguasaan aser ckomomi, restrukdurisasi
kekuatan ekonomi, serta restrukturisasi alokatif sumber-sumber dans dan
daya pembangunan), baik secara langsung maupun melalui perpajakan;

e, Segala kegiatan pembangunan, khususmyva pembangunan ckonomi harus
bermuara dan memberi makna kepada kescjahteraan sosial;

f. Monopoli, baik dalam pengertian pasaran maupun pemilikan, harus dilarang,

kemakmuran adalah bagi semua orang dan hak milik berfungsi sosial:
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g. Target-targe! utama pembangunan bukanlah pertumbuhan ekonomi semata,
tetapi harus pula secara eksplisit menctapkan target lapangan kerja, strategi
pemerataan dalam pertumbuhan perlu dicanangkan;

h. Persaingan tidak saling mematikan, persaingan harus berbaju kerjasama, yaitu
berpacn untuk saling maju melalui kerjasama, membentuk kesatuan ekonomi.
Paradigma perekonomian Indonesia (Pasal 33 UUD 1945) adalah kerjasama.

Sejak berlakunya LIUD 1945 sehenarmya berlaku masa transisi dalam
perckonomian Indonesia masa transisi ke argh restrukturisasi dan reformasi
ckonomi ini inherent dalam UUD 1945, Misi Aturan Peralihan UUD 1945
adalah mengalihkan, mengganti yang lema dan membuat yang baru sesuai
dengan cita-cita UUD 1945 itu sendiri. Ada vang berpendapal agar masa
transisi itu dipercepat. Ada pula yang setuju masa transisi dipelihara sementara
atau dipertahankan dengan makin membatasi perientangan dan meningkatkan
keseimbangan dan keserasian.

Maza tranzisi ini dianggap perlu keberadaannya uvntuk menghindakan
sistemn ckonomi KUHD berkembang ke arah liberalisme dan kapitalisme
sebelum sistem ekonomi berdasar. Demokrasi Ekonomi terwujud. Namun ada
pula vang mengangpap pendapat-pendapat itu tidak konsekuen terhadap pesan
konstitusi, pendapat-pendapat itu merupakan pragmatisme, bersifat tidak
ideologis dan permisif. Mereka yang berpendapat demikian ini menumiut untuk
lebih langsung dapat diwujudkan swatu UU Pokok Perekonomian atau pun

suatu TAP MPR yang dapat menjawab dan menjabarkan berbagai butir-butir
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krusial yang merupakan pesan-pesan konstitusi di dalam Demokrasi Ekonomi
kita, '

Daoced Joesoef menganggap bahwa Hukum Dagang, Hukum Perdata,
Hukum Perdata Internasional dan Hukum Fkonomi Internasional, tercakup
dalam pengertian Hukum Ekonomi, dan telah dapat ditemukan aspek-aspek
transnasional dalam kegiatan perekonomian nasional, yaitu misalnya peraturan-
peraturan  GATT, ASEAN, IMF."™ Rochmad Socmitro, mengadakan
pembagian luas lingkup Hukum Ekonomi Indonesia berdasarkan pada fungsi-
fungsi kegiatan ekonomi, yait:'*

a. Hukum Ekonomi Produksi;

b. Hukum Ekonomi Konsumsi;

¢. Hukum Ekonomi Distribusi dan;
d. Hukum Ekonomi Pembangunan.

Gerard Farjad,'”” (Prancis} membedakan 2 {dua) macam Hukum
Ekonomi, yaitu “Droit Ecomomigue” dan "Drolt de ['Ecomomie”. Droit
Economigue schagaian besar terdiri dari rapports economigue yaitu hubungan-
hubungan ckonomi vang diatur dan diawasi oleh pemerintah secara resmi atan

semi resmi. Sedangkan Droil de ['Econemie adalah semua peraturan publik

maupun perdata yang menyangkut kegiatan ckonomi pada umumnya. Parjad

' &ri Edi Swasono,, Restruktwrinas don Reformand Ekonomi Memuin Keadilan Soxial, Makalah
Diisamipéikan Pads Acers Khuses & Universitas Molamemsdivah Bampus EPRSU Medan, 7 Apastus
1989, dan permah juga dimeat dalam Harlan Analisn, 31 Agustus & & Seplember 1989

24 Ihid, hal, 4

'™ gyimantors., Op.cit, hal. 29

" CFG. Sunoryati Hanono., (4)., Pemgamiar Hubwm Ekonomi Sagian [ weniang Hukvn Skonsmi
Indonesis daw flakum Ekonomi (ntecoavional, Mokalsh disampaikan pada Penaturan Hukum
Ekonomi, di Fakuhes Hukem Universiios Ketoblk Parobyasngan, tanggal 1925 Januarel 1990, Ban-
dung, hal. 11, dikutip dar] Gerard Parjad., Drolf Ecovucnlgier, Press. Universitaires de France, Paris,
LUFN
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berkesimpulan, bahwa Hukum Ekonomi itu tidak terlepas dari struktur sosial,
ekonomi bahkan ideologi, politik suatu negara. Akhimya Parjad menyatakan
bahwa ruang lingkup Hukum Ekonomi di negars-negara sosialis berbeda
dengan ruang lingkup Hukum Fkonomi di negara-negara  yang
perckonomiannya Liberal-Kapitalis,”™ sebab di negara  kapitalis - alat-akat
produksi dimiliki dan dikuasal oleh swasta sedangkan di negara sosialis alat-
alat produksi dimiliki dan dikuasai oleh Negara, Dvoir de "Economie di
Perancis mengatur hubungan antara perusahsan dengan pemerintah dan antar
perusahaan itu sendir. Misalnya, peraturan dalam bentuk Hukum Administrasi
Mepgara tentang pengendalian harga, hubungan buruh dengan majikan, produksi
barang dan distribusinya, pengawasan ekspor-impor, dan perusahaan negara.
Berdasarkan penelitian  untuk menyusun  inventarisasi - dan
sistematisasi persturan-peraturan hukum di bidang ekonomi yang disdakan
oleh Badan Pembinaan Hukum Masional (Babinkumnas = BPHN) dengan
Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, tahun 1975,' terdapat 3 (tiga) aspek
yang harus selalu diperhatikan dalam Hukum Ekonomi Indonesia, yaitu:
a. Aspek pembangunan dan peningkatan self~sustaingnce ekonomi nasional;
Aspek pembangunan di sini dimaksudkon sebagai perhatian pada
peningkatan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat vang tidak
hanya menekankan pada peningkatan self sunfonfance saja, tetapl juga
sckaligus memperhatikan harkat dan meriabat manusia selfesieance dan

kehebasan individu untuk memilih barang dan‘atan pekerjaan yang paling

"% b, kel 11., dikutif dari A. Mulder dan BLA A, Duk., Scheis vam ket Sociale Ecomomizch Recht in
Neaerlana”, Tieenk Wiliem Zwolle, 1972, hal. 42

= CFG Sunerysti Hortono,, (2)., Hukwn Ekoromi Pembargunsa Tndomesia, Binscipta, Bandung,
1962, hal. 16
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disukainya sesuai dengan kemampuan dan pendapatan masing-masing

individu,

. Aspek pemerataan kesejahicraan, atau keadilan sosial,

Yaitu semua usaha untuk membagikan hasil-hasil pembangunin
ekonomi secara merata di antara seluruh lapisan masyarakal. Sehingga
setiap warga negara itu akan dapat menikmati hasil pembangunan ckonomi

tersebut secara layak sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

. Aspek [nternasional.

Di samping aspek-aspek nasional, Hokum Ekonomi tidak dapat
melepaskan din dari pengaruh aspek-pspek Internasional.

Seperti perjanjian kerjn sama ekonomi antara Indonesia dengan
negare-negara asing, atou masalah bantuan luar negen dengan negam asing
dan alau organisasi Internasional, masalah penaman modal asing, dan lain
lain. Selam ity adanyva beberapa konvensi Intermasional tentang masakah-
masalah ckonomi intemasional, perjanjian-perfanjan multilateral seperti
GATT dan lain sebagainya, juga mempengaruhi perekonomian dan hukum
ekonomi  Indonesia  apalagi pemerintabh  Indonesia telah meratifikasi
konvensi-komvensi tersebut,

Georg Eeler, di Jerman pada mulanya mendapat Kesulitan dan
keragu-raguan dikalangan pakar hukum untuk menerima Hukum Ekonomi
atan "Wirtschafisrecht™ sebagal suatu bidang hukum yang baru. Justus
Hedemann, berpendapal bahwa pengertian Wirtschaffrech timbul sebagai
akibat pandangan modern dalam ilmu hukem. Krause mengemukakan

verzameltheorie yaitu bahwa Wirtschafisrecht adalah suatu nama kumpulan
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(verzamelnoam) untuk semua kaidah hbukum bary di bidang ekonomi. Hug
Geldsemidt melihat Firtseaftsrecht sehagai cara baru bidang hukum dalam
mengatur hubungan antars pengusaha dengan perusshaan. Wirtschaffrecht
itu dilihatnya sebagai bidang hukum yang menyusup dan mengubah disiplin
hukum wang lain terutama dalam bidang Hukum Administasi Negara,
Hukam Perburchan, Hukem Pajak dan Hukum Dagang. HUG melihat
bahwa perubahan tersebut terjadi karena timbulnya perubshan pandangan
dalam bidang ckonomi, yaitu perubahan dari falsafah ekonomi yang terarah
aleh berbagai tindakan pemerintah.

Sckalipun pendapat Hug Goldschmid dan Georg Erler tersebut
belum dapat diterima sepenubnya, akan tetapi mereka telah mengemukakan
unsur-upsur  penting  dalam  luas  lingkup Hukum Ekonomi vang
membedakan dari Hukwm Administrasi MNegara di satu pihak dan Hukum
Dagang di lain pihak.” Unsur-unsur tersebut adaiah;

a, Bahwa tujuan ckonomi sudah ditentukan terlebih dahulu;

b. Bahwa tujuan ekonomi sccara sadar dikejar dan diusahakan olch
pemerintah yang sengaja dibentuk untuk maksud itu;

¢. Bahwa pemerintah mengusahakan untuk mencapai struktur ckonomi
vang menjadi tejuan negara dengan jalan mengadakan dorongan, insentif
dan sarana maupun hambatan-hambatan atau larangan.

Timbul perbedaan antara Wirtschofisrechi dan Ferwaliungsrecht,

sebab yang disebutkan dalam No3 tidak bertujuan untuk menciptakan

L T TR R RGP T S e VIS CAN e | WO TN L Tl o Wil e
R mds prmaimat Prate 8 ebaackilhseg heliey hAbdieiiey PIHEs Rl Sl lESER SRS LIMLA G bRk el MRS LLSLRUL S

futernarionalen Wirtrehaftreciis”, Verleg Otio Schwarte Gocttingen, 1956
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struktur ekonomi tertentu, akan letapi mempunyai tujuan ketertiban dan
keamanan, kelancaran administrasi dan sebagainya. Atas penjelasan di atas
Hukum Ekonomi Indonesin dibagi menjadi dua (2) bagian, yang satu sama
lain saling berkaitan, yaitu:
a. Hukum Ekonomi Pembangunan;
b. Hukum Ekonomi Sosial.
Dari pembagian di atas maka Hukum Ekonomi Pembangunan
Indonesia lebih menonjolkan peranan pemerintah sebagai unsur pembaharu dan
pemberi arah kepada pembangunan ckomomi, sedangkan dalam Hukum
Ekonomi Sosial ditekankan kepada pembagian pendapatan nasional secara adil
dan merata, memelihera dan meningkatkan martabat kemanusiaan manusia
Indonesia dalam rangka pembangunan ekonomi .
1, Memperkuat Usaha Kecil dalam Pemerapan Konsep Negara
Kesejahteraan
Pada saat kits melihat ctika bisnis sudsh semakin ditingkatkan
seperti sekarang ini, maka norma yang lehih memaksa perlu segera dibuat.
Kontrol vang kuat harus dilaksanakan guna mencegah keserakshan sebagian
pengusaha ekonomi kuat. Tindakan mereka yang bila dilihat dari sisi semangat
Pasal 33 UUD 1945 telah merupakan penyimpangan. Keadaan dan kenyataan ini
sudash banyak disadari oleh para pakar ekonomi, pemerintah, maupun para
pengusaha itu sendiri. Salah satu usulan guna mengatasi ketimpangan tersebut,
adalah melalul rekayesa hukum berupa pembuatan undang-undang baru dalam

bidang perekonomian,



Pembingan pengusaha kecil harus segera ditangani melalui suatu
cara vang tepat diantaranya dengan pembentukan undang-undang dengan tujuan
agar konscp pembinaan dan sasaran memperkuat struktur ekonomi pengusaba
kecil untuk jangka panjangnya itu memiliki kekuatan hukum. Dalam undang-
undang terscbut diharapkan menjabarkan semua hal tentang sisi pengusaha kecil
dan lemah. Di samping itu dalam jangka vang lebih panjang lagi adalah
melakukan pembatasan sekior yang bisa dimasuki oleh pengusaha besar. Dengan
demikian dalam merealisasikan rekayasa hukum tersebut  kita  sangat
membutuhkan banyak perundang-undangan untuk dibuat tetapi paling tidak untuk
saat ini kita sangat membuotuhkan UU Monopoli, UU Perlindungan Pengusaha
Kecil dan UU Perlindungan Konsumen. "Memang kita rasakan suedah
waktunyalah perlindungan usaha kecil dilaksanakan bukan saja dalam bentuk
imbavan melainkan sudah harus dalam bentuk penstaan hukum yang bisa
mengikat semua pﬁmk."m

Undang-undang dimaksud pada dasarnya diperlukan guna mem-
perluas kesempetan berusaha, kesempatan kerja juga sebagai bagian dalam upaya
pemerataan pembangunan, dan hasil-hasilnya. Hal itu akan tercapai apabila terjadi
perbaikan keseimbangan ekonomi antara pengusaha ekonomi lemah dengan
pengusaha kual, schingga tlerbentuk sistem perekonomian yang sepenubnya
beroreantasi kepada kepentingan rakyat yang lebih besar dengan mencegah
kecendenumgan monopoli. Malahan secara luas berpendapat bahwa, perlindungan
pengusaha golongan lemah lewat peraturan perundang-undangan, bukan cuma

' Muhammad Djumhano, Hukws Ebonomi Sovial ndonesia, Cell, Citra Aditya Bakti, Bandung,
1994, him, 225



161

perlu untuk mencegah kecendrungan monopoli ataw oligopoli yang memnugikan
pengusaha kecil tapi juga dalam menyispkan diri menghadapi mekanisme pasar
hebas.'

UU Perlindungan Pengusaha Kecil ini bukan dimaksudkan untuk
memanjakan pengusaha kecil. Peraturan ini hanva dapat dibarapkan sebagai
sarana kekuatan pengimbang untuk mencegah terjadinya konsentrasi kekuatan
ekonomi di tangan beberapa konglomerat saja. Sclainnya bisa dimaksud untuk
memberikan iklim kepastian dan ketertiban hukum dalam seluruh sektor dunia
usaha secara keselurvhan. Jadi UL ini diharapkan benar-benar menjadi pengayom
bagi pengusaha kecil, serta memberi rasa aman dan tentram sehingga menjadi
dorongan kreativitas dan partisipasi pengusaha kecil dalam pembangunan
ekonomi yang sehat dan dinamis.Penjelasan Undang-Undang No.9 Tahun 1995
tentang Lisaha Keeil.

Sektor dunia usaha kecil tidakinh sesederhana namanya, masalahnya
tetaplah kompleks dengan demikian penanganannya tidak bisa secara sepintas lalu
smja. Keadssn demikian membawa konsekuensi pengaturannya harusiah
menyeluruh tidak sepotong-potong. Maeka wajarlah bila ada pakar hukum vang
berpendapat bahwa perlindungan pengusaha kecil tidak bisa dimuat dalam satu
perundang-undangan saja. Kita dengan demikian perlu memakai bentuk umbrella
provision, yaitu maksudnya bahwa UL Perlindungan Pengusaha Kecil tersebut,
dapat menjadi ketentuan hukum yang menaungi bagi kekuatan hukum yang
berkensan dengan masalah perlindungan dan pembinaan pengusaha kecil, baik
yang sudah ada sebelumnya maupun yang akan dibuat kemudian. Usaha Kecil

" Ihid., hilm, 226
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yang merupakan bagian integral dunia ussha nasional mempunyai kedudukan,
potensi, dan peranan yang sangal penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan
Pembangunan Nasional pada umumnya dan tujuan pembangunan ekonomi pada
khususnya.

Usaha kecil merupakan kegiatan ussha yang mampu memperluas
lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi vang luas pada masyarakat
dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat,
serta mendorong  pertumbohan ekonomi dan berperan  dalam  mewujudkan
stabilitas nasional pads uwmumnya dan stabilitas ekonomi pada khususnya.
Kenyataan menunjukkan bahwa Usaha Kecil masih belum dapat mewujudkan
kemampuan dan peranannya secara optimal dalam perekonomian nasional hal itu
discbabkan olch kenyataan bahwa Usaha Kecil masih menghadapi berbagai
hambatan dan kendala baik yang bersifat cksternal mavpun internal, dalam bidang
produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber days manusia dan
teknologi, serta iklim usaha vang belum mendukung bagi perkembangannya.

Pemberdaysan Lisaha Kecil berdasarkan UL No. 9 Tahun 1995
dilakukan melalui:

a. Penumbuhan iklim usaha yang mendukung bagi pengembangan Usaha Kecil;
b. Pembinaan dan pengembangan Usaha Kecil serta kemitraan usaha,

Dalam wpaya meningkatkan kesempatan dan kemampuan Usaha
Kecil, telah dikeluarkan berbagai kebijaksanaan oleh Pemerintzh tentang
pencadangan usaha, pendansan dan pembinaan, ftetapi belum  berhasil
sehagaimana diharapkan karena belum adanya kepastian hukum yang merupakan
perlindungan bagi Usaha Kecil dan dipatuhi oleh semua pihak.Menurut peraturan
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perundang-undangan yang berlaku, yaitu UL No.9 Tshun 1995, menyebutkan
bahwa sebenarnya usaha kecil yang perfu mendapat perhatian dalam pembinaan
benar schagai usaha kecil.

Untuk hal yang demikian maka perlu diperhatikan kriteria usaha
kecil yang mendapat pembinaan tersebut haruslah perusahsan perorangan atau
badan uwsaha yang iclah melakukan kegiatan‘usaha yang mempunyai
penjualan‘omzet per tahun setinggi-tinggi Rp 600 juta atau omezet aktiva setinggi-
tinggimya Rp 600 juta (di lwar tanah dan bangunan. Contoh perusahzan-
perusahaan kecil tersebut dari segi bentuk badan wsahanya bisa berbeniuk Firma,
C¥, PT dan Koperasi, sementara kalau diperhatikan dari bentuk usaha perorangan
bisa berupa pengrajin/industri ramah tangga, petani, peternak, nelayan, perambah
hukum, penambang, pedagang barang dan jasa dan sebagainya. Sehingga dengan
adanya kriteria tersebut jelas kelihatan bahwa tidak semua usaha dapal
dikategorikan sebagai usaha kecil yang dapat memperoleh bantuan dari
Perusahaan Megara (Persero) dalam bentuk binaan dan kemitraan,

Sesudah penyerahan kekuasaan Presiden dari Soeharto kepada BJ
Habibie, penyampaian aspirasi-aspirasi semakin gencar. Terakhir munculnya
sumra-supra perlu diadakan Sidang Istimewa MPR, perlu dindakan secepatnya
pemilihan umum vang didahului dengan pembuatan perangkat undang-undangnya
di samping sedang ramai juga dibicarakan pembentukan partai-partai baru.
Bahkan terakhir muncul suara perlu dilakukan penyempumaan kabinet dan
setorusnya, dan seterusnya. Tentu aspirasi-aspirasi ini lahir dari suatu pemikiran
untuk melaksanakan reformasi menyeluruh secepat-cepatnya. Menurut hemat
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penulis, semua aspirasi yang menuju kepada pembaharuan memang adalah perlu.
tetapi tidak dapai disanghkal bahwa kini makin mendesak perlunya diprioritaskan
dulu untuk memenuhi kebutuhan hidup rakyat kecil. Sesuai pengamatan penulis
yang didukung suara-suara yang muncul di pasar-pasar, dipusat-pusat pemukiman
rakyat, yang disuarakan oleh rakyat adalah "penuhilah kebutuban hidup kami,
turunkaniah harga-harga sembako dan obat-obatan, ciptakanlah |apangan-
lapangan kerja". Mereka sudah mulai menyuarakan kejengkelan karcna yang
semakin gencar diperjuangkan adalah masalah-masalah politik. Mereka tidak
mengingkari pentingnya pemecahan isu-isu politik karena akan memberikan dasar
vang kukuh untuk terciptanya tatanan kehidupan masyarakat vang baru secara
jangka panjang. Tetapi rakyat meminia diprioritaskan juga pemenuhan kebutuhan
hidupnya yang paling pokok, seperti beras, minyak goreng, obat-obatan dan
sehagainya Sckarang rakyat merintth dan memohon agar pemrintah  dan
pemimpin-pemimpin memfokuskan untuk memikirkan lebih dahulu penyediaan
bahan kebutuhan pokok schari-hari dengan harga tedjanghau.

Mercka meminta juga agar obat-obatan termasuk pelayanan
keschatan yang sangat dibutubkan rakyvat diturunkan harganya. Selanjutnya
memohonkan agar masyarakat kecil yang kini makin banyak menaggur karena di
PHE, diprioritaskan pemecahannya yaitu dicarikan/diciptakan lapangan kerja baru
bagi mercka. Apalah artinya pembaharvan/reformasi yang akan dibuat ini kalau
terlalu lama menunggu datangnva keadaan yang dapat menolong kehidupan
rakyat. Penuhilah dulu kebutuhan pokok rakyat sehari-hari. Dunia pendidikan
juga bertambah lesu akibat pendapatan rakyat makin sulit, Penulis khawatir,
apabila tidak memfokuskan perhatian kepada perbaikan kehidupan rakyat sehari-
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hari, dan sebaliknya para pemimpin seperti dapat dibaca melalui media massa
maupun tayangan televisi lebih banyak membicarakan masalah-masalah politik,
kepercayasan masyaraksl akan hilang terhadap pemeriniahan dan pemimpin-
pemimpinnya. Dan kalsu hal ini terjadi dapat menimbulkan gejolak-gejolak baru
yang akan menimpa seluruh Tansh air. Penulis mengatakan demikian karena
semua hal bisa ditangguhan tetapi masalah perut rakyat tidak dapat ditangguhlan.
Kalu rakyat sudsh terlalu lama menderita dan schagiannya banyak vang sudah
makan siang tidak makan malam, tidak mampu lagi membiayal pengobatan vang
sudah tinggl, sementara banyak bayi-bayi yang sudah menderita sakil karena
orang tuanya tidak mampu membeli susu vang harganya membumbung, maka
tidak perlu kita heran kalu suatu waktu akan terjadi gejolak sosial yang lebih
hebat lagi. Peristiwa 14 Mei dimana terjadi penjarahan dan pembakaran (termasuk
telah terbakarmya sejumish manusia) adalsh sangat memilukan dan sekaligus
peringatan  betapa mendesaknya pemerintah bersama-sama  tokeh-tokoh
masyarakal (termasuk ahli-ahli dan praktisi ekonomijuniuk memikirkan dengan
diikuti tindakan nyata untuk segera mengatasi krisi ekonomi yang sampai kini
belum dapat teratasi, yang dipertanyakan masyarakat sehubungan dengan tanggal
14 Mei ialah mengapa pada wakiu terjadinya peristiwa yvang menyedihkan it
jarang sekali aparat keamanan yang melakukan pencegahan. Penanggungjawab
keamanan perlu sekali menjelaskan hal ini untuk mencegah masyarakat tidak
terlalu lama bertanya-tanya.

Berbicara kembali untuk mengatasi krisi ekonomi, sekiranya
dibuthkan partisipasi pengussha-pengusaha kuat, maka hendaklah pengusaha-
pengusaha itu jangan menunggu wakiu lagi.Buktikanlah behwa saudara-saudara
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sckalian senasib sepenanggungan dengan rakyst kita yang sedang dilanda
kesulitan hidup. Selain itu pemerintab perlu mempercepat ussha pengembalian
kekayaan negara yang dimmbil secara tidak sah oleh oknum-oknum pejabat dan
pengusaha selama tiga puluh tahun lebih menjadikan Republik ini sebagai sapi
perahan. Termasuk mantan Presiden Socharto perlu mempertanggungjawabkan
dan mengembalikan kekayaan negara sekiranya terbukli dia telah mengambilnya
secara tidak sah. Sudah tentu segala sesutunyn diselesaikan melalui jalur hukum
agar dapat dicapai keadilan yang objektif. Kalau ussha pengembalian aset negara
ini berhasil, pasti bisa dimanfaatkan juga untuk mengatasi krisis ekonomi,
khususnya memperbaiki taral hidup rakyat'"”.
a. Alternatilf Untuk Peogembangan KoperasiTUKM Melalui Sistem Sub
Contracting
Pemberian kesempatan yang terbuka bagi koperasiUKM untuk
mengembangkan bisnis koperasi dapat di antisipasi dengan menciptakan
partisipasi koperasi dalam pergsahasn besar, yang diarahkan untuk
memperkuat kemampuan koperasi dalam dunia bisnis. Penekanan antisipasi
tersebut dilakukan dengan jalan kerja sama dalam bidang usaha melalui
keterkaitan bisnis antara perusahaan besar dan koperasilUKM dan dilakukan
sccara cfisien. Antisipasi tersebut akan menciptakan pangsa pasar bagi
koperasi/UKM, sekaligus dapat menjamin kontinuitas usaha koperasiTKM.
Keadaan demikian akan menjadi upaya penvelesalan masalah pengembangan
koperasi dalam bidang bisnis. Dan pengembangan bisnis koperasi tersebut akan

" Bahoruddin Lopa., (Sekretaris Jenderal Komnes HAM),, Pemuhi Dbt Kebunchan Hidup Rokyet
Kecil, Kompas, Senin, tinggal 13 Juli 1989
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menjamin terwujudnya pola pemerataan dengan diikuti oleh pertumbuhan
ekonomi atau re-disiribution with growth.

Strategi penerapan pengembangan ussha pola keterkaitan bisnis
dengan koperasi/UKM perusabaan besar tersebut, perlu di dukung dengan
perencanaan yang memungkinkan perusshaan besar dan koperasi secara
bersama-sama mempunyai persepsi untuk saling menguntungkan dalam
keterkaitan usaha tersebul. Dalam hal ini perusahaan swasta dan koperasi harus
mendasarkan keterkaitan usaha yang didasarkan kepada division of labour ke
arsh yang saling menguniungkan keduz belah pihak. Dengan kata lain,
keterkaitan bisnis itu merupakan suatu keterkaitan bisnis yang dilakukan atas
pertimbangan-pertimbangan bisnis yang rasional, berdasarkan keterkaitan
bisnis vang semata-mata bersifat fungsional, vang bertujuan mengejar
kepentingan bersama antara perusahaan swasta dan koperssi. Unfuk i
keterkaitan bismis ini, sangat cfektif untuk mendorong kemajuan atau
peningkatan jaringan wsaha (bisnis) koperasi/lUKM, karena koperasilUKM
vang ada umumnya mempunyai kategori jaringan usaha tidak depat dilepaskan
perkembangannya dari perusahaan besar yang mempunyai usaha besar. Dalam
hal-hal tertentu terdapat kecendrungan interdependensi antara berbagai bidang
usaha kecil dan usaha besar.

Dilihat dari sudut kain, pertumbuhan vang penting atsu menonjol dari
koperasi/UKM sebagai usaha kecil merupakan suatu gejala peraliban atau
antara yang menghubungkan suatu tahap perkembangan ekonomi. Pada saat ini
telah dilalui, pasar-pasar akan meluas dan hal ini akan memungkinkan

mengambil kemajuan skala produksi ekonomi. Dalam rangka penerapan
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keterkaitan bisnis antora perusahaan besar dan koperasiUKM, maka
perusahaan besar perlu memotong jalinan kebelakang (beckward linkages),
atas faktor produksi dan sebagai gantinya perusahann swasta mempercayakan
kepada koperasi/lUKM sebagai pemasok atas faktor produksi terschut.

Pada umumnya jalinan sumber days sampai hasil produksi akhir
dipegang oleh perusahaan besar. Jika perusahasn besar itu memotong kaitan ke
belakang (dari pemasok sumber daya sampai sebelum proses produksi), dan
lebih mengkonsentrasikan hanya pada jalinan ke depan (forward linkages),
terutama bagi indusiri ekspor, jelas tindakan ini akan sangal menguntunghkan
bagi perkembangan koperasilUKM. Kaitan binsis seperti ini lehih menjamin
perkembangan koperasi/UKM.

Kajian yang ditekankan dalam penerapan keterkaitan bisnis tersebut
adalah melalui bentuk sisitem sub-contracting. Karena sistem inilah yang akan
lebih efisien dalam upaya pengembangan bisnis koperasiUKM. Pilihan
terhadap keterkaitan bisnis tersebut didasari atas tendensi bahwa perasahaan
besar di dunia sekerang ini tidak lagi memproduksi seluruh bagian-bagian
(komponen-komponen) sampai ke perakitan akhir, tetapi telah lebih mengarah
kepada praktek sistem swh-comtracting dengan usaha industri kecil. Hal ini
adalah disebabkan suatu pertimbangan buhwa memperoduksi sendiri terhadap
bagian sampai keperakitan akhir ini tidak lagi kompetitif.

Prakick sistem swh-comtracting antara perusahaan besar sebagai
perusahaan induk dengan perusahsan kecil sebagai pemasok atau
subkontraktor, dinilai lebih kompetitif, discbabkan dapat menckan onghkos dan
menghindarkan ketidak efisienan produksi. Keterkaitan bisnis antara
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perusahaan besar dan koperasiUKM yang dilaksanakan dalam bentuk sistem
sub-contracting, akan menciptakan kedudukan koperasi/T/KM schagai sub-
kontrakior dan dapat berperan sebagai penunjang penting dari perusahaan besar
sebagai perusahaan induk (perakit), terutama scbagal pemasok (Supplier)
berbagai komponen dan barang setengah jadi (inrermediare inpurs) lainnya,
yang diperlukan perusahasn induk (perakit). Dengan perkataan lain, prakiek
sistem sub-confracting akan membantu para pemasok dan di pihak lain, akan
membantuy perusahaan induk (perakit) mengurangl biaya-blaya persediaan
(imventory cost) dan biaya-biays tambahan karena pekerjaan ulang (rework).

Alasan i atas ini menyebabkan prakiek sistem sub-confracting
antara perusahaan induk (perakit) dan perusahaan kecil menjadi bertambah
pesal. Apabila keterkaitan bisnis antara perusahaan swasta dan koperasi
diterapkan dalam bentuk sistem sub-confracting sebagaimana diuraikan diatas
tersebet, maka koperasilUKM akan mempunyai mekanisme keda dengan
kedudukan strategis dalam bidang usaha (bisnis), dan sebaliknya koperasi tidak
hanya sebagai komplementer delam hubungennya dengan perusahaan swiasta.
Cara-cara kegja itu, juga akan menjadikan hubungan perusahaan swasta dan
koperasi/UKM  mempunyai  hubungan bisnis vang seimbang  (equal
partmerships) atan hubungan bisnis vang timbal balik (mutual partmership).
Selanjutnya  koperasi/UKM  akan merasekan  dirinya  sebagal  yang
berkepentingan (stakeholders) dalam perusahaan besar tersebut.

Pembuatan kontrak kerjasama antara perusshaan besar dan
koperasi/UKM untuk melakukan keterkaitan bisnis dalam bentuk sisiem sub-
contracting tersebut, perlu diperhatikan apa yang menjadi parameter-parameter
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untuk kontrak yang akan melandasi praktek sistem sub-comtracting, agar dapat
berjalan secara efektif. Oleh karena, kenyataannya kontrak yang melandasi
prakiek sistem sub-contracting yang berlangsung selama ini, di samping telah
dilaksanakan secara berlanjul. Di lain pihak, kontrak tersebut sering tidak
memual secara terperinei dan jelas apa yang i maksd oleh para pihak dan
tidak mencantumkan hal-hal vang mungkin timbul dalam pelaksanaan kontrak
itu serta bagaimana cara penyelesaiannya, Schubungan dengan kcadaan
kontrak vang melandasi praktek sistem swb-comfracting di atas, maka komntrak
yang melandasi prakick swb-comracting antara perusahaan besar dan
koperasiUKM harus didahului dengaan pernundingan. Dalam hal ini
perusahaan swasta dan koperasi itw berunding mengenai persetujuan
pelaksanaan kontrak tersebut.

Penekanan yang perlu diperhatikan dalam persetujuan pelaksanaan
konirak yang melandasi prakiek sub-comtraciing ini adalah pengaturan
persyaratan secara terperinei mengenai harga, jumlah, muiu, batas tanggal
penyerahan, syarai-syarat kredit, dan seterusnya mengenai pelaksanaan fugas
pemasok. Dan jika ada situasi yang mensyaratkan perubahan terhadap yang
telah disepakati, maka persetujuan dlam kontrak itu harus dirundingkan,
Dengan ini kontrak kerjasama antara perusahaan swasta dan koperasilUKM
untuk melakukan keterkaitan bisnis dalam bentuk sistem sub-comiracting
melalui pemilikan saham perusahsan besar oleh koperasiUKM, perlu
menekankan persetujuannya terhadap parameter-parameter di atas ini, agar
prakick sistem sub contracting itu dapat berlangsung secara efektif.
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b. Usaha Kecil dan Kemitraan

Pemerintah memenuhi janjinye membuat dan memberlakukan
kebijakan yang mewajibkan pengusaha besar dan pengussha menengah
bermitra dengan Usaha Kecil (UK) dalam pelaksansan kegistan tertentu.
Kebijakan itu teriuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 tahun
1997 tentang Kimitraan. PP yang terdiri dari 7 BAB dan 30 Pasal itu
diundangkan pada 17 November 1997 lalu. Kegiatan tertentu itu meliputi
pengadaan barang dan jasa untuk keperluan pemerintah, pemusaten usaha,
dan kegiatan yang mendapatkan fasilitas khusus wyang ditetapkan
pemerintah, Menurut PP itu, usaha besar atau usaha kemitraan dengan usaha
kecil berkewajiban untuk memberikan informasi peluang kemitraan dan
informasi mengenai perkembangan pelaksanaan kemifraan, menunjuk
penanggung jawab kemitraan, mentaati don melaksanakan ketentuan vang
telah diatur dalam perjanjian kemitraan serta pembinaan kepada mitranya.

Sementara usaha kecll yang bermitra berkewajiban untuk
meningkatkan kemampuan manejemen dan kinerja usaha secarn berke-
lanjutan. Dengan demikian lebih mampu melaksanakan kemitraan dan
memanfantkan dengan sebaik-baiknya berbagai bentuk pembinaan dan
bantuan yang diberikan pengusaha besar dan menengah. Pengeluaran dalam
rangka pembingan dan pengembangan kemitraan, menurut PP it
diperhitungkan sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan
bruto dalam rangka penentuan besamya Penghasilan Kena Pajak bagi usaha
besar atau menengah yang bersangkutan. Usaha besar, menengah dan kecil
vang melaksanakan kemitraan wajib mencegeh gagalnya kemitraan,
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memberi informasi tentang pelaksanaannya kepada Menteri Teknisi dan
Menkop & PPK dan meningkatkan efisiensi usaha dalam kemitraan'',

PP it juga menychbutkan pembentukan lembaga koordinasi
kemitraan usaha nasional yang dipimpin oleh Menteri Koperasi & PPK.
Lembaga itu terdiri dari unsur instansi pemerintah, dunia usahg, Perguruan
Tinggi dan tokoh masyarakat. Untuk kemitraan yang berlanpsung dalam
rangka sub kontrak sengan memproduksi barang atau jasa, maka usaha besar
atau menengah dapat memberi bantuan berupa kesempatan mengerjakan
sebagian produksi atau komponen dan kesempatan vang seluas-luasnya
untuk memperoleh bahan baku. Mereka juga dapat memberikan bimbingan
dan kemampuan teknis produksi atau manajemen. penguasaan teknologi
serta pembiayaan. Untuk pemenuhan kebutuban barang dan jasa vang
diperiukan usaha beser atau menengah dalam kegiatan perdagangan pada
umumnya harus mengutamakan pengadaan hasil produksi usaha kecil
dengan cara langsung dan terbuka.

Pemerintah juga mengatur pembayaran atas penyerahan barang
atau jasa oleh usaha kecil ke usaha besar yang pada dasamya dilakukan
dengan cara tunai. Meski demikian, dalam penjelasan PP itu disebutkan
pembayaran dengan cara kredit juga dimungkinkan sepanjang ada alasa-
alasan teknis yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak merugikan usaha
kecil serta memperhitungkan biaya resike dan bunga untuk useha kecil.
Ussha kecil, menengah dan usaha besar yang telah sepakat bermitra

membuat perjanjian tertulis berupa akta dibawah tangan atau akia aotaris

™ Bisniz Indonesia, 20 Nopember 1997
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dalam Bahasa Indonesia dan atau bahasa yang discpakati dan terhadapnya
berlaku hukum Indonesia.

Anwar Suprijadi'” menegaskan PP ftentang Kemitraan itu
dimaksudkan memperkuat Undang-Undang No.9 tahun 1995 tentang Usaha
Kecil, Maksudnya agar tidak terjadi penyalahgunaan atau penyimpangan
terhadap sistem kemitraan yang sudah begalan. Pembentukan PP untuk
perlindungan usaha kecil itu dibuat guna mengatur cara kemitraan yang baik
sekaligus mendorong UK memacu ussha. Kehadiran PP itu, dibarapkan
dapat menghindari kasus-kasus kecurangan dalam kemitraan antara lain
pada proyek pengadasn barang. Misal, pengadaan barang pemerintah yang
scharusnya dikelola pengusaha kecil namun dalam prakick dikerjakan
perusahaan besar yvang dalam laporannya mengaku sebagai pengusaha kecil,
Kasus-kasus seperti inilah yang diupayakan tak terjadi dengan
mengeluarkan PP tersendin. Dengan demikian bubungan kemitraan antara
BUMN dengan pengusaha kecil dapat berjalan dengan lancar.

Pelaksansan program pembinaan BUMMN ke usaha kecil dan
koperasi dalam prakicknya masih banyak menghadapi banyak kendala.
Kendala itw, misal masih ada BUMMN Pusat yang belum mendelegasikan
wewenang sepenubnva ke BUMMN deerah uniuk menetapkan persetujuan
atan penolakan pemberian bantuan kepada mitra binaan. Juga terdapat
BUMN yang memasyarakatkan calon mitra binaan untuk menyediakan
jaminan/agunan, sementara koordinasi dengan instamsi terkait belum

berjalan. Selain itn masih ada BUMN pembina yang mencari calon mitra

% Dirjen Pembinaan Pengusaha Kecil Depkop & PPE, Mantan Ding Perumba
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binaen secara lengsung namun tek melapor ke forum kordinasi daerah Tk 1
dan II. Forum Koordinasi Tk 1 dan Tk 11 sulit berkoordinasi dengan BUMN
Pembina dalam menghimpun data perkembangan realisasi dana yang
disalurkan BUMN. Akibatnya, penyampaian laporan ke Pusal acap
terlambat. Bahkan ada yang tak melapor bila tak ditanya.

Budi Hardjono'*, menyambut baik lahimya PP No 44/1997
tentang Kemitraan, Mamun diingatkan setelah keluamya aturan itw, yang
penting adalah pelaksanaan aturan tersebut di lapangan. "UU yang dibuat
baru operasional setelah adamya peraturan pelaksanaannya. Namun yang
lebih penting aturan yang dibuat itu harus direalisasikan. Diingatkan agar
kemitraan yang diatur dalam PP temtang Kemitraan i nanti dalam
realisasinya jangan sampai merugiken usahs kecil. Kemitraan harus
memberikan peluang dan pengembangan usaha kecil. Dalam kemitraan
antarn usaha besar dan menengah dengan usaha kecil tidak harus membuat
uszha besar menikmati keuntungan yang sama dengan Keuntungan yang
diperoleh usaha kecil, Sebab, kalau usaha besar mengharap mendapatkan
keantungan yang sama dengan yang diperoleh usaha kecil, maka kemitraan
demikian bisa jadi sangat lambat jalannva. Namun dalam kemitraan yang
harus, menguntunghkan usaha kecil itu sedapat mungkin tidak menimbulkan
kerugian bagi usaha besar dan menengah.

Menanggapi isi PP tentang kemitraan yang menyebutkan
pembentukan lembaga koordinasi kemitraan usaha lembaga koordinasi

M Anggota Komisi ¥ DPR, mantan wakil ketun Komisi V1 DPR yang membidangi industri dan
pertamibangan
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kemitrnan usaha nasional vang terdiri wnsur instansi pemerintab, dunia
usaha, perguruan tinggi dan tokoh masvarakai, dipertanyakan apakah itu
tidak berlebihan sebab, adanys lembaga seperti itu di tingkat nasional bisa-
bisa malah skan memperpanjang mata rantai birokrasi. Soal kemitraan
usaha cukup ditangani wnsur sctempat yakni di tempat-tempat kegiatan
ekonomi dimana terjadi kemitraan, sehingga ada desentralisasi pengaturan
dan pemberian otonomi kemitraan.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan ¢
Berdasarkan hasil penelitian mengenal Konsep Welfare State Sindi Penerapan

Undang-Undang MNomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Asing dalam

rangka mensejahterakan rakyat, maka penulis mencoba menarik kesimpulan schagai

berikut:

I. Penerapan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 dalam pelaksanaan penanaman
modal asing sebagai panduan utama dan mekanisme perlindungan hukum terhadap
penanam modal dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan tetap
memperhatikan kepentingan ekonomi nasional sehingga peningkatan penanaman
modal baik dari dalam maupun dari Juar negeri dalam mengolah potensi ekonomi
menjadi kekuatan ekonomi yang nyata, maka akan terwujud kedaulatan politik dan
ekonomi Indonesia dalam perckonomian global;

2. Mengenai hambatan atau kendala pemerintah terhadap penerapan Undang-Undang
Momor 25 Tahun 2007 dalam rangka mensgjahterakan rakyal karena
ketidakstabilan sosial dan masaleh keamanan di tingkat pusat mavpun daerah,
kondisi infrastruktur yang tidak memadai dan ketidakstabilan nilai mata vang atau
nilai tukar rupiah. Hal ini merupakan hambatan yang krusial dan harus mendapal
perhatian khusus bagi pemerintah dalam melakukan pembenahan pembenahan
ketiga faktor tersebut secara komprhensif demi terwujudnya kescjahteraan rakyat.
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B. Saran

Dari kesimpulan yang dikemukakan di atas, maka penulis mencoba memberikan

sumbangsih pemikiran dan saran scbagai berikut:

Untuk memperbaiki iklim penanaman modal asing melalui perubshan kebijakan
pengembangan penanaman modal sekaligns membentuk satuan gugus pengendali
penanaman modal. Selain itu, divpayakan pula deregulasi dan debirokratisasi dalam
penyelenggaraan dan pelayanan perizinan penanaman modal melalul penerapan
kebijakan sistem satu atap atau “one roof service sysiem ™’

Dinamika pembangunan nasional memerlukan langkah-langkah pembarvan di
herbagai bidang, di mana Indonesia dalam masa transisional untuk menuju negara
vang maju, aman, adil dan sejahtera. Langkah ini harus memerlukan kesiapan
sumber daya manusia untuk mengantisipasi setiap perkembangan danm perubahan
terjadi, maka perfu diramuskan secara mendalam kerangka dasar dan arah kebijakan
pengembangan penanaman modal guna menopang pertumbuhan ekonomi dan
memacy gerak pembangunan nasional.
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